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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu elemen pokok dalam pelaksanaan
birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2023 tentang ASN, ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam hal
tersebut, ASN diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraannya, ASN memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam
Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Terdapat tiga
fungsi ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan
pemersatu bangsa. Sedangkan, tugas ASN yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan
kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan tugas dan fungsi di atas memerlukan nilai dasar sebagai pedoman pokok.
Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, terdapat
tujuh nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal,
adaptif, dan kolaboratif. Ketujuh nilai dasar tersebut populer disebut sebagai nilai
BerAKHLAK serta dijabarkan lebih lanjut ke dalam kode etik dan kode perilaku ASN. Nilai-
nilai tersebut perlu diinternalisasi dan diimplementasikan, salah satunya, melalui proses
pengelolaan atau manajemen guna mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja
tinggi. Dalam konteks birokrasi dan pemerintahan yang semakin banyak melibatkan peran
teknologi digital, manajemen ASN perlu diadaptasikan secara cermat dan terarah melalui
pemanfaatan teknologi secara terintegrasi secara sistem dan data guna memudahkan
penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pelayanan publik. Upaya tersebut merupakan
perwujudan SMART ASN yang didesain guna mendukung dan mencapai Smart Governance,
yaitu sistem tata kelola pemerintahan berbasis kolaborasi dan pemanfaatan teknologi dalam
rangka mewujudkan tujuan pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Salah satu langkah peningkatan kapasitas ASN guna mewujudkan Smart Governance
tersebut adalah melalui kegiatan pelatihan dasar. Di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI,
kegiatan pelatihan dasar bagi CPNS diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi
Sumber Daya Manusia Legislatif. Kegiatan ini berfokus pada pengembangan karakter dan
kompetensi sehingga CPNS dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, serta dapat
menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK sebagai core values
ASN. Dengan demikian, diharapkan CPNS dapat meningkatkan profesionalisme, integritas,
dan kompetensi mereka melalui serangkaian agenda di dalam pelatihan dasar.



Sebagai salah satu produk kegiatan Pelatihan Dasar CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI
Tahun 2024, naskah laporan aktualisasi ini merupakan hasil dari perwujudan gagasan kreatif
penulis yang dikombinasikan dengan muatan nilai-nilai BerAKHLAK, Manajemen ASN, dan
SMART ASN. Gagasan tersebut bermula pada proses identifikasi di unit kerja Bagian Risalah
yang memunculkan tiga isu, yaitu belum tersedianya format risalah rapat yang terstandardisasi,
belum tersedianya alur proses evaluasi internal antarjenjang di Bagian Risalah, dan belum
tersedianya watermark resmi sebagai tanda keabsahan risalah rapat di Bagian Risalah. Ketiga
isu tersebut berkaitan dengan tugas dan fungsi penulis sebagai Perisalah Legislatif Ahli
Pertama, khususnya tentang proses penyusunan risalah rapat sementara yang melibatkan aspek
standar format risalah, evaluasi antarperisalah, dan keabsahan dokumen.

Isu pertama merupakan masalah nyata dan fundamental yang dialami oleh Perisalah
Legislatif. Tidak tersedianya format risalah rapat menyebabkan format dari masing-masing
naskah memiliki perbedaan minor dan mayor, antara lain meliputi penggunaan spasi,
penebalanhuruf, penulisan nama pembicara, dan lain-lain. Keberadaan isu tersebut membuat
naskah risalah rapat menjadi kurang cukup kredibel untuk diterima publik.

Isu kedua merupakan tahap akhir penyusunan risalah rapat yang berkaitan dengan
penilaian terhadap hasil kinerja Perisalah Legislatif. Pada hakikatnya, evaluasi diperlukan
gunamengukur dan mengetahui secara empiris hasil risalah rapat yang disusun secara
berjenjang. Oleh karena itu, prosedur dan alur evaluasi antarjenjang diperlukan guna
memperjelas proses evaluasi sekaligus meningkatkan mutu kinerja Perisalah Legislatif
dalam menyusun risalah rapat.

Isu ketiga utamanya berkaitan dengan legitimasi dan keaslian naskah risalah rapat.
Menimbang bahwa risalah rapat terbuka dipublikasikan kepada masyarakat, maka
diperlukan tanda atau keterangan yang menunjukkan keaslian naskah. Tanda seperti
watermark resmi berguna sebagai bukti autentisitas dan legitimasi risalah rapat, sekaligus
menunjukkan kekuatan hukum apabila risalah rapat digunakan sebagai alat bukti dalam
proses peradilan atau judicial review terhadap undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 memiliki
dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Pasal 4 dan 34
menegaskan tentang asas perilaku pelaku pelayanan publik yang sejalan dengan
Manajemen ASN dan SMART ASN);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Pasal 10 terkait AAUPB yang sejalan
dengan core values BerAKHLAK & Bab XI terkait pembinaan dan pengembangan
administrasi pemerintahan);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;



10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Pasal 34 & 34A mengatur tentang pelaksanaan prajab bagi
CPNS);

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor
26 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Jabatan Fungsional (Pasal 13 Permen PAN & RB jis.
Pasal 14 Peraturan BKN 20/2019);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6
Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pasal 62 & 63 terkait
masa percobaan CPNS) (Pasal 34 PP 11/2017 jis. Pasal 62 Permen PAN & RB 6/2024);

. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar

Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga
Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai
Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI (Persekjen DPR RI) Nomor 6 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI sebagaimana telah diubah dengan
Persekjen DPR RI Nomor 12 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (Pasal 328 terkait pelaksanaan fungsi Pusbangkom untuk menyelenggarakan
kegiatan pengembangan kompetensi);

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor SKJ.15 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan
Fungsional Perisalah Legislatif;

Surat Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Nomor:
3100/D.3/PDP.03.5 tanggal 12 Juni 2024 perihal Penyelenggaraan Latsar CPNS
Sekretariat Jenderal DPR RI



C. Tujuan
Pelaksanaan aktualisasi ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Peserta Pelatihan Dasar CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 dapat
mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
jabatan;

2. Peserta Pelatihan Dasar CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 dapat
mengimplementasikan nilai-nilai Manajemen ASN dan SMART ASN dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan; dan

3. Peserta Pelatihan Dasar CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 dapat
mengimplementasikan nilai-nilai dalam peraturan hukum terkait ASN dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan.

D. Manfaat
Pelaksanaan aktualisasi ini menghadirkan manfaat sebagai berikut:

1. Kepada penulis selaku peserta Pelatihan Dasar:
a. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan nilai-nilai
BerAKHLAK.
b. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan nilai-nilai
Manajemen ASN dan SMART ASN.
c. Peningkatan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan
kepatuhan terhadap peraturan dan nilai-nilai organisasi.
2. Kepada unit kerja Bagian Risalah:
a. Asistensi terhadap penyelesaian masalah kekosongan hukum tentang risalah rapat.
b. Menjadi emerging issue dalam hal perbaikan organisasi, khususnya terkait dimensi
teknis penyusunan risalah rapat.
c. Tawaran strategis dan inovatif bagi penyelesaian masalah yang bersifat fundamental
di unit kerja Bagian Risalah dan Biro Persidangan I.
d. Kontribusi dan dukungan terhadap visi, misi, serta tugas unit kerja Bagian Risalah
dan Biro Persidangan I.



BABII
PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

A. Visi dan Misi Organisasi

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur penunjang DPR yang berkedudukan
sebagai Kesekretariatan Lembaga. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun
2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, Sekretariat Jenderal berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR. Berdasarkan Pasal 3, Sekretariat Jenderal
mempunyai tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di
bidang persidangan, administrasi, dan keahlian. Kemudian, berdasarkan Peraturan Sekretaris
Jenderal DPR RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR
RI Tahun 2020-2024, visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut:

Visi:

Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Misi:

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di
lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan
keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal DPR RI terdiri dari
Deputi Bidang Persidangan, Deputi Bidang Administrasi, Badan Keahlian, dan Inspektorat
Utama. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat
Jenderal DPR RI, Deputi Bidang Persidangan mempunyai tugas untuk melaksanakan
penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada
DPR RI. Deputi Bidang Persidangan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi:

Menjadi Deputi Bidang Persidangan yang profesional dan modern dalam mendukung visi
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Misi:

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di
lingkungan Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.



3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan
keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Deputi Bidang Persidangan terdiri dari enam biro guna menjalankan tugas dan
fungsinya. Keenam biro tersebut yaitu Biro Persidangan I, Biro Persidangan II, Biro
Kesekretariatan Pimpinan, Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, Biro
Pemberitaan Parlemen, dan Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI serta Peraturan Sekretaris
Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
DPR RI sebagaimana telah diubah Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 12 Tahun
2023, Biro Persidangan I mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas:

Menyelenggarakan dukungan persidangan komisi dan persidangan paripurna serta pelaksanaan
dukungan penyusunan risalah rapat DPR RI

Fungsi:

1. Penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Biro Persidangan
L

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan persidangan.

Pelaksanaan rapat di Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Persidangan Paripurna.

W

Pelaksanaan tata usaha persidangan di Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Persidangan
Paripurna.

Pelaksanaan dukungan penyusunan risalah rapat DPR RI.

Dukungan pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional di bidang risalah.

Penyusunan laporan kinerja Biro Persidangan I.

Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan.
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B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat
Jenderal DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI terdiri dari Deputi Bidang Persidangan, Deputi
Bidang Administrasi, Badan Keahlian, dan Inpektorat Utama. Penulis merupakan Perisalah
Legislatif Ahli Pertama yang berada di dalam struktur Biro Persidangan I di Deputi Bidang
Persidangan. Dengan demikian, berikut merupakan struktur organisasi Sekretariat Jenderal
DPR RI dan Biro Persidangan I:



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI
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Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Biro Persidangan I
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C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta

Sebagai Perisalah Legislatif Ahli Pertama, tugas dan fungsi jabatan penulis diatur dalam
Pasal 5 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional
Perisalah Legislatif, yaitu melaksanakan kegiatan di bidang risalah legislatif yang meliputi
penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan
analisis dan anotasi himpunan risalah rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat legislatif.



Kemudian, pada Pasal 7 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif, diuraikan lebih lanjut mengenai uraian kegiatan
Perisalah Legislatif Ahli Pertama yaitu:

1. mengoordinasikan kegiatan penyusunan risalah rapat sementara;
2. melakukan inventarisasi hasil transkrip, kelengkapan, dan bahan rapat untuk penyusunan
risalah rapat sementara;
3. memeriksa hasil inventarisasi bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat sementara;
4. mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa Indonesia,
berdasarkan:
a. jumlah halaman risalah rapat sampai dengan 50 halaman;
b. jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan 100 halaman;
c. jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan 150 halaman,;
d. jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan 200 halaman; dan
e. jumlah halaman risalah rapat di atas 200 halaman;
5. mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa asing,
berdasarkan:
a. jumlah halaman risalah rapat sampai dengan 50 halaman;
b. jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan 100 halaman;
c. jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan 150 halaman,;
d. jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan 200 halaman; dan
e. jumlah halaman risalah rapat di atas 200 halaman;
6. mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa daerah
berdasarkan:
a. jumlah halaman risalah rapat sampai dengan 50 halaman;
b. jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan 100 halaman;
c. jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan 150 halaman;
d. jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan 200 halaman; dan
e. jumlah halaman risalah rapat di atas 200 halaman;
7. menelaah dan menyerahkan risalah rapat sementara kepada penyelenggara rapat untuk
dikoreksi;
8. melakukan perbaikan risalah rapat sementara terhadap hasil koreksi penyelenggara/peserta
rapat untuk menjadi risalah rapat resmi;
9. menyusun laporan pelaksanaan tugas penyusunan risalah rapat resmi yang meliputi:
a. bulanan;
b. triwulan;
c. semester; dan
d. tahunan;
10. melakukan pengumpulan dokumen softcopy yang akan dijadikan sebagai e-risalah;
11. menginventarisir dokumen soffcopy yang akan dijadikan sebagai e-risalah;
12. melakukan pembuatan e-risalah:
a. risalah rapat sementara;
b. risalah rapat resmi;
c. risalah rapat yang sudah divalidasi;



13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.

23.

d. catatan rapat;

e. laporan singkat; dan

f. himpunan risalah rapat;

menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan e-risalah yang meliputi:
a. bulanan;

b. triwulan;

c. semester; dan

d. tahunan;

menelaah kumpulan dokumen softcopy e-risalah;

menginventarisir dokumen soffcopy e-risalah;

membuat sistem database informasi risalah;

melakukan pemasukkan e-risalah ke dalam database sistem informasi risalah:
a. risalah rapat sementara;

b. risalah rapat resmi;

risalah rapat yang sudah divalidasi;

catatan rapat;

laporan singkat; dan

himpunan risalah rapat;

menyusun laporan pelaksanaan tugas pemuktahiran database risalah yang meliputi:
a. bulanan;

b. triwulan;

c. semester; dan

d. tahunan;

melakukan pengumpulan e-risalah yang akan dipubikasikan;

™o oo

menginventarisir e-risalah yang akan dipublikasi;

menelaah dan meminta persetujuan e-risalah yang akan dipublikasikan;
melakukan publikasi dalam jaringan intranet/internet:

risalah rapat sementara;

risalah rapat resmi;

risalah rapat yang sudah divalidasi;

catatan rapat;

laporan singkat; dan

Mo Ao o

himpunan risalah rapat;
menyusun laporan pelaksanaan tugas publikasi erisalahdalam jaringan intranet/internet
yang meliputi:

a. bulanan;
b. triwulan;
c. semester; dan
d. tahunan.



BAB III
PENETAPAN ISU PRIORITAS

A. Identifikasi Isu

Bagian Risalah merupakan salah satu unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI yang
memiliki peran vital dalam penyusunan dokumen risalah rapat sebagai salah satu produk
keluaran yang bersifat resmi. Berdasarkan Pasal 301 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1
Tahun 2020 tentang Tata Tertib, risalah adalah catatan rapat yang dibuat secara lengkap dan
berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan
catatan tentang jenis dan sifat rapat, hari dan tanggal rapat, tempat rapat, acara rapat, waktu
pembukaandan penutupan rapat, ketua dan sekretaris rapat, jumlah dan nama anggota yang
menandatangani daftar hadir, dan undangan yang hadir. Dimensi kompleksitas menuntut
risalah rapat mesti disusun secara tertib mulai dari perekaman audio rapat hingga evaluasi
kinerja Perisalah Legislatif. Termasuk, pelibatan beberapa properti penting guna mendukung
penyusunan risalah rapat, misalnya format naskah yang terstandardisasi dan tanda keabsahan
dokumen.

Kompleksitas risalah rapat di sisi lain memungkinkan timbulnya beragam potensi
permasalahan. Sebagai contoh, risalah rapat sebagai dokumen resmi menuntut adanya tanda
keabsahan dokumen yang dapat menimbulkan potensi permasalahan tentang keberadaan
tanda atau keterangan sah di risalah rapat. Contoh berikutnya, risalah rapat sebagai dokumen
yang dihasilkan di banyak Alat Kelengkapan Dewan (AKD) menimbulkan potensi
permasalahan berupa ketidaksamaan format risalah rapat di satu AKD dengan AKD lain,
entah karena faktor teknis atau permintaan spesifik dari anggota dewan tertentu. Dengan
demikian, dapat diketahui bahwa sejatinya unit kerja Bagian Risalah memiliki banyak
potensi permasalahan sekaligus peluang lahirnya gagasan-gagasan baru yang bersifat
inovatif.

Pada tabel 3.1 di bawah, disajikan uraian mengenai tiga isu yang berhasil diidentifikasi
di unit kerja Bagian Risalah berdasarkan environmental scanning. Teknik environmental
scanning dilakukan dengan mengamati proses kinerja di unit kerja Bagian Risalah serta mengidentifikasi
hambatan-hambatan yang dapat mengganggu kelancaran proses kinerja di unit kerja. Masing-masing
isu dielaborasi dengan menunjukkan kondisi riil pada saat ini, kondisi ideal yang diharapkan,
dampak apabilaisu tidak diselesaikan, dan keterkaitannya dengan kedudukan dan peran ASN
dalam mendukung Smart Governance. Ketiga isu tersebut kemudian akan menjadi basis
pelaksanaantahap-tahap selanjutnya, mulai dari pemilihan isu prioritas hingga penentuan
gagasan kreatif pemecahan isu.
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Tabel 3. 1 Identifikasi Tiga Isu di Unit Kerja

Dampak Apabila Isu Tidak

Keterkaitan dengan
Kedudukan dan Peran

No. | Rumusan Isu Kondisi Saat Ini Diselesaikan Kondisi yang Diharapkan ASN dalam Mendukung
Smart Governance
Manajemen ASN:
Bagian Risalah belum Teriadi kerancuan dala Menghambat
rancu, m :

memiliki format risalah ; y o nan risalah Basian Risalah ki perwujudan ASN yang

rapat yang seragam, rinci, faoesleipeniu:Il(g arsla a ] agtan t 1sla E memiliki profesional dengan hasil

dan terstandardisasi yang berr)be dau yang ormat risalah rzpat yang kerja tinggi sesuai UU

digunakan di setiap unit Seragam, HPCI’. an No. 1 Tahun 2023

AKD terstandardisasi dalam tentang ASN karena
aturan hukum yang penyusunan risalah di

Kerancuan dapat terjadi di disusun khusus agar setiap unit AKD menjadi
i i dapat digunakan di ;
Belum Belum terdapat aturan Livfllilill:tinﬁf fngféu?’an segap AiD dan instansi rancu dan tidak
tersedianya hukum di lingkungan Setjen © ang statis Seje terstandar ketat
. DPR sebagai instansi pengguna
1. format risalah DPR yang secara khusus .
. pembina dalam hal
rapat yang disusun untuk mengatur envusunan risalah rapat
terstandardisasi penyusunan risalah rapat pety P Manajemen ASN:

Terdapat aturan hukum Melanggar asas
di lingkungan Setjen profesionalitas,

Setjen DPR merupakan
instansi pembina yang perlu
memiliki aturan tentang
keseragaman format risalah
agar dapat digunakan oleh
instansi pengguna

Menimbang risalah rapat
juga dipublikasikan ke
masyarakat, maka
kerancuan format dapat
menurunkan citra
lembaga Setjen DPR

DPR yang secara khusus
mengatur penyusunan
risalah rapat serta dapat
digunakan oleh instansi
pengguna

keterpaduan, dan
akuntabilitas dalam
manajemen ASN
sehingga membuat hasil
pelayanan menjadi
kurang maksimal
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SMART ASN:
Mencederai spirit Smart
Governance yang
menghendaki adanya
kolaborasi dalam tata
kelola pemerintahan

SMART ASN:
Minimnya
profesionalisme,
integritas, dan
adaptabilitas dalam
pemanfaatan teknologi
guna menjawab

Belum
tersedianya alur
proses evaluasi

internal
antarjenjang di
Bagian Risalah

tantangan
Bagian Risalah belum e Terdapat ketidakjelasan . . o Manajemen ASN:
me%niliki aturan tentang alur dalam proses perbaikan Baglan. Risalah men.mhkl Menghambat
g dan evaluasi dokumen mekanisme evaluasi transformasi ASN

proses evaluasi internal
yang melibatkan perisalah
legislatif di lintas jenjang

Proses evaluasi antarjenjang
masih dilakukan
berdasarkan inisiatif
mandiri masing-masing unit
AKD tanpa ada standar dan

risalah yang telah disusun
dari jenjang bawah ke
jenjang atas

Kesalahan dan
kelemahan kinerja tidak
terdeteksi secara
menyeluruh sehingga
dapat menurunkan

internal antarjenjang
yang jelas dan sistematis

Terdapat standar dan alur
proses evaluasi internal
yang melibatkan
perisalah legislatif di
lintas jenjang

menjadi profesional
sesuai UU No. 1 Tahun
2023 tentang ASN
karena alur evaluasi
yang jelas dan sistematis
dapat mendorong kinerja
ASN menjadi lebih
maksimal
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proses penilaian yang
seragam

profesionalisme perisalah
legislatif dan
menurunkan mutu risalah
rapat

Manajemen ASN:
Melanggar asas
profesionalitas,
akuntabilitas, serta
efektif dan efisien
dalam manajemen ASN

SMART ASN:
Kurangnya
profesionalisme dalam
evaluasi kinerja perisalah
antarjenjang serta
minimnya
pemanfaatan teknologi
untuk merancang sistem
dan SOP evaluasi
berkala

Belum
tersedianya
watermark resmi
sebagai tanda
keabsahan risalah
rapat dari Bagian
Risalah

Bagian Risalah belum
memiliki watermark resmi
sebagai tanda keabsahan
risalah rapat produksi
Bagian Risalah Sekretariat
Jenderal DPR

Dokumen risalah hanya
menggunakan tanda paraf
atau keterangan tertulis di

Dokumen risalah tidak
memiliki tanda keabsahan
yang membedakan dari
dokumen palsu dari luar
Bagian Risalah. Hal
tersebut dapat membuka
celah kejahatan hukum
yang memanfaatkan
dokumen risalah

Bagian Risalah memiliki
watermark resmi sebagai
tanda keabsahan risalah
rapat yang disusun oleh
Bagian Risalah
Sekretariat Jenderal DPR

Manajemen ASN:
Kurangnya komitmen
terhadap perwujudan
ASN yang profesional
sesuai UU No. 1 Tahun
2023 tentang ASN
karena masih rendahnya
keinginan untuk
meningkatkan mutu
risalah rapat sebagai
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ujung kanan atas halaman
kepala risalah sebagai
identitas dokumen

Mengingat risalah rapat
juga dipublikasikan ke
masyarakat dan dapat
disebarluaskan, maka isu
ini dapat memicu
pertanyaan publik tentang
kredibilitas dan
autentisitas dokumen
risalah

produk resmi Sekretariat
Jenderal DPR

Manajemen ASN:
Melanggar asas
profesionalitas dan
akuntabilitas dalam
manajemen ASN yang
berpengaruh terhadap
keabsahan dokumen
risalah rapat

SMART ASN:
Kurangnya
profesionalisme dan
pemanfaatan teknologi
untuk meningkatkan
keabsahan dokumen
risalah rapat melalui
penyematan watermark
atau tanda resmi lain
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A. 1. Belum Tersedianya Format Risalah Rapat yang Terstandardisasi

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan
Fungsional Perisalah Legislatif, salah satu tugas Perisalah Legislatif adalah melakukan
penyusunan risalah rapat. Di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, penyusunan risalah rapat
dilakukan di seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan meliputi berbagai jenis rapat, seperti
Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat Umum, dan lain-lain. Jumlah rapat yang banyak dan jenis
rapat yang beragam menuntut adanya standardisasi format agar risalah yang diterbitkan
menjadi seragam dan memiliki acuan yang jelas.

Pada kenyataannya, Bagian Risalah belum memiliki format risalah rapat yang
terstandardisasi. Selain itu, acuan teknis yang digunakan selama ini, yaitu Keputusan BURT
No. 12/BURT/DPR RI/II/2011-2012 tentang Penetapan Pedoman Penyusunan Naskah Resmi
dan Surat Dinas DPR RI tidak dapat dijadikan acuan formal karena tiga hal: 1) status dokumen
Keputusan tidak cukup kuat untuk sampai ke level meregulasi, 2) Keputusan tersebut
diterbitkan sebelum JF Perisalah Legislatif dibentuk pada tahun 2017, dan 3) Sekretariat
Jenderal DPR RI telah menjadi instansi pembina bagi JF Perisalah Legislatif sehingga
diperlukan aturan spesifik bagi penyusunan risalah rapat di instansi pengguna. Selain itu,
berdasarkan Pasal 47 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan
Fungsional Perisalah Legislatif, pelaksanaan JF Perisalah Legislatif diatur oleh Peraturan
Sekretaris Jenderal DPR, akan tetapi belum terdapat aturan mengenai penyusunan risalah rapat
di tingkat Peraturan Sekretaris Jenderal DPR. Sebagian ketentuan teknis pun masih didasarkan
pada kesepakatan informal antarperisalah. Kondisi riil seperti itu membuat produk dokumen
risalah yang diterbitkan masih memiliki format yang berbeda di beberapa aspek, seperti
penyematan spasi, penebalan huruf, penulisan ketuk palu, penulisan daftar hadir, dan lain-lain.

Gambar 3. 1 Perbedaan Spasi pada Penulisan Awal Rapat di Komisi XI dan Komisi IT

&> ANGGOTA YANG IZIN:
1. H. Heru Sudjatmako (F-PDIF)
= 2. Drs. Comelis, M.H. (F-PDIF)
ALANNYA RAPAT; 3. Paryona {F-FDIP)

B. NDOANGA|
KETUA RAPAT (DRS.H. KAHAR MUZAKIR/F-PG): ) L»]' ﬂen;};i L‘IAN RB RI;

e 2. Kapala BKN RI
... {sebagian tidak erekam)

Berdasarkan absensi darl Sekretarial lemyata yang hadir Anggola

sacara fisik 10 orang, yang 40-nya secara bayang-bayang saja, arwahnya. JALANNYA RAPAT:
Fraksi yang hadir lima fraksi. Berdasarkan Pasal 281 Tata Tertib DPR, rapat
telah memenuhi kuorum dan sah untuk mengambil keputusan, Dengan KETUA RAPAT (DOr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si, M.T., KETUA
demikian, rapal saya buka. KOMISI Il DPR RIF-PG):
(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.37 WIB) Kita mulai ya

Sumber: Laman sirih.dpr.go.id via Dokumentasi Pribadi

Berdasarkan survei yang dilakukan penulis pada tanggal 15 Agustus 2024 terhadap 34
responden di Bagian Risalah, terdapat beberapa temuan menarik tentang isu ini. Responden
survei tersebut terdiri dari 24 orang (70,6%) Perisalah Legislatif Ahli Pertama, 6 orang (17,6%)
Perisalah Legislatif Ahli Muda, dan 4 orang (11,8%) Perisalah Legislatif Ahli Madya. Survei
tersebut menunjukkan bahwa 33 responden (97,1%) sepakat bahwa risalah perlu memiliki
format naskah yang terstandardisasi karena dinilai relatif linier terhadap kualitas risalah rapat
dan kemudahan kinerja Perisalah Legislatif. Hasil survei juga menyatakan bahwa 22 responden
(64,7%) menghadapi masalah perbedaan format risalah rapat dengan cara membuat
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kesepakatan tidak tertulis dengan sesama perisalah di unit AKD. Sedangkan, 10 responden
(29,4%) menyatakan bahwa unit AKD mereka tidak mengatur secara spesifik format risalah
rapat namun hanya mengutamakan keterbacaan naskah risalah. Sementara 2 responden (5,9%)
menyatakan bahwa unit AKD mereka sama sekali tidak mengatur mengenai format naskah
antarperisalah dan hal tersebut bukanlah masalah.

Gambar 3. 2 Hasil Survei Rancangan Aktualisasi terkait Isu Pertama

Menurut Anda, apakah risalah rapat perlu memiliki format naskah yang terstandardisasi?
34 responses

® Vva
@ Tidak

Bagaimana cara unit AKD Anda dalam menghadapi hal-hal teknis terkait penyusunan risalah rapat

yang tidak diatur secara spesifik? (Misal: penulisa...uk palu, penebalan huruf pada bagian tertentu, dsh)
34 responses

@ Membuat kesepakatan tidak tertulis

29 49 dengan sesama perisalah di unit AKD

@ Tidak mengatur secara spesifik, hanya
mengutamakan hasil risalah rapat dapat
dibaca

{0 Sama sekali tidak mengatur, perbedaan
format antarperisalah sama sekali bukan
masalah
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Menurut Anda, seberapa penting keberadaan format risalah rapat yang rigid dan terstandardisasi

bagi kualitas naskah risalah rapat?
34 responses

30

25 (73.5%)

20

_ 7 (20.6%)
1(2.9%) 1(2.9%) 0 (0%)

1 2 3

Sumber: Survei Rancangan Aktualisasi 15 Agustus 2024

Permasalahan serupa juga diutarakan para peserta Diklat Pelatihan Fungsional
Perisalah Legislatif Tahun 2024 di Wisma Griya Sabha Kopo Kabupaten Bogor pada 5 hingga
8 Mei 2024. Peserta yang merupakan para perisalah dari instansi daerah menyebutkan bahwa
mereka mengharapkan adanya format risalah rapat yang seragam dan sesuai kaidah atau
peraturan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan urgensi instansi pembina untuk
menghadirkan standardisasi format dalam bentuk aturan hukum bagi kelancaran kinerja
perisalah di instansi pengguna.

Gambar 3. 3 Evaluasi Pelatihan PL di Wisma Griya Sabha Kopo pada 5-8 Mei 2024

Dapat membuat risalah yang baik dan benar sesuai dengan kaidah/peraturan yang berlaku

Untuk format agar diseragamkan saja

Berharap jika format2 / tips2 yg dilaksanakan oleh rekan2 di sekjen demi mempermudah pekerjaan dishare juga ke kami..

Sumber: Hermawan Syarif, S.Pd., M.Pd. (Coach)

Keberadaan isu tersebut menimbulkan beberapa dampak terhadap penyusunan risalah
rapat:

1. Timbul kerancuan akibat perbedaan dalam hal teknis dari risalah rapat yang disusun
di satu unit AKD dengan unit AKD lain.

2. Timbul kerancuan bagi penyusunan risalah rapat di level instansi pengguna.

3. Berpotensi menurunkan citra lembaga Sekretariat Jenderal DPR RI mengingat
dokumen risalah rapat dipublikasikan kepada masyarakat melalui laman web DPR.
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Belum tersedianya format risalah rapat yang terstandardisasi sejatinya memiliki
keterkaitan konseptual dengan manajemen ASN. Mengacu pada Pasal 1 Ayat (5) UU 20/2023
tentang ASN, isu tersebut menghambat proses mewujudkan ASN yang profesional dengan
hasil kerja tinggi karena menyebabkan penyusunan risalah di setiap unit AKD menjadi rancu
dan tidak terstandar yang ketat. Selain itu, mengacu Pasal 2 UU 20/2023 tentang ASN, masalah
tersebut melanggar asas profesionalitas, keterpaduan, dan akuntabilitas dalam manajemen ASN
karena isu tersebut menyebabkan dokumen-dokumen risalah menjadi kurang padu dan
akuntabel sebagai produk Bagian Risalah Sekretariat Jenderal DPR.

Isu tersebut juga mengindikasikan masih lemahnya komitmen untuk mewujudkan
SMART ASN. Mengacu pada delapan nilai SMART ASN, isu tersebut tidak menunjukkan
adanya nilai profesionalisme dalam kinerja yang membuat hasil pelayanan menjadi kurang
maksimal. Selain itu, isu tersebut menunjukkan masih rendahnya mutu komunikasi dan kerja
sama dalam mengatasi tantangan di lingkungan kerja, sehingga mencederai spirit Smart
Governance yang menghendaki adanya kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan. Terakhir,
isu tersebut mencerminkan minimnya adaptabilitas terhadap kondisi lingkungan kerja serta
pemanfaatan teknologi dan informasi aktual untuk menjawab tantangan yang ada.

A. 2. Belum Tersedianya Alur Proses Evaluasi Internal Antarjenjang di Bagian
Risalah

Evaluasi merupakan salah satu tahapan dalam alur pelaksanaan kinerja suatu organisasi.
Bagian Risalah Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki sejumlah mekanisme evaluasi di
lingkungan internal yang tercantum ke dalam format prosedur, misalnya SOP AP No. OT.03.03
— 0025 Tahun 2022 tentang SOP Evaluasi dan Monitoring Risalah. Adanya skema seperti itu
membuat proses evaluasi dapat berlangsung secara lebih jelas dan bertanggung jawab. Adanya
skema yang jelas juga mempermudah perisalah untuk mengetahui permasalahan dan tantangan
yang sedang dihadapi dalam unit AKD masing-masing serta penyelesaiannya. Selain itu, skema
yang jelas dapat menjadi platform komunikasi berkala yang memfasilitasi peer-to-peer control
oleh para perisalah antarjenjang.

Namun kenyataannya, Bagian Risalah belum memiliki skema evaluasi antarjenjang
yang jelas dalam wujud SOP atau panduan. Kebutuhan terhadap evaluasi perisalah antarjenjang
masih hanya didasarkan pada inisiatif mandiri, bukan melalui prosedur kelembagaan. Dengan
demikian, proses komunikasi perisalah antarjenjang menjadi tidak teratur dan terjadwal serta
dapat menimbulkan miskomunikasi bahkan konflik di ekstrem tertentu.
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Gambar 3. 4 Evaluasi Internal di Komisi XI melalui Pesan Pribadi di WhatsApp

W= 20240613_RV_Komisi XI dg Menteri PP...

190 KB, Microsoft Word 97 - 20032 Document
Download

Sore, Makarim ini ada sedikit koreksian yg aku
temuin di risalah sementara yg dah dibuat dan
kalo ada masukan utk perbaikan bisa juga
disampein yaa..tks

Terima kasih Bu Arum atas koreksinya. Untuk follow up, apakah saya perlu upload ulang di
Sirih atau bagaimana Bu?

gpp, ini utk catetan aj karena cm sedikit kok koreksiannya

Sumber: Pesan WhatsApp Pribadi dengan Arum Puspitasari, S.E. selaku Perisalah Legislatif
Ahli Muda pada 22 Juli 2024

Berdasarkan survei yang dilakukan penulis pada tanggal 15 Agustus 2024 terhadap 34
responden di Bagian Risalah, terdapat beberapa temuan menarik tentang isu ini. Sebanyak 21
responden (61,8%) menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengikuti evaluasi perisalah
antarjenjang di unit AKD masing-masing, atau bahkan unit AKD mereka tidak
menyelenggarakan kegiatan tersebut. Meskipun demikian, 20 responden (58,8%) sepakat
bahwa keberadaan evaluasi antarjenjang sangat penting terhadap kinerja Perisalah Legislatif
(skor 5 dari skala 1-5). Kemudian, sebanyak 32 responden (94,1%) juga menyatakan bahwa
diperlukan alur proses dan matriks evaluasi yang jelas dalam kegiatan evaluasi antarjenjang
tersebut. Hanya saja, terdapat perbedaan prioritas dalam metode evaluasi: 24 responden
(70,6%) memilih pertemuan tatap muka rutin, 14 responden (41,2%) memilih kiriman masukan
atau koreksi via pesan WhatsApp, 11 responden (32,4%) memilih pertemuan tatap muka hanya
jika terdapat kesalahan, dan sisanya memilih menggunakan email dan metode campuran.

Gambar 3. 5 Hasil Survei Rancangan Aktualisasi terkait Isu Kedua

Apakah unit AKD Anda pernah mengadakan evaluasi perisalah antarjenjang? (Misal: evaluasi
Perisalah Legislatif Ahli Muda kepada Perisalah Legislatif Ahli Pertama di Komisi 1)

34 responses

@ Permah
@® Tidak
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Apakah diperlukan alur proses dan matriks evaluasi yang jelas dalam kegiatan evaluasi internal
antarjenjang bagi Perisalah Legislatif?

34 responses

@ Perlu
@® Tidak

_—

Apabila terdapat kesempatan evaluasi, metode apa yang sebaiknya digunakan dalam proses
evaluasi tersebut?

34 responses

Mengirim masukan atau koreksi

—14 (41.2%
melalui pesan WhatsApp (pesa... ( )

Mengirim masukan atau koreksi

5 (14.7%
melalui email { °)

Mengadakan pertemuan tatap

L]
muka hanya apabila ditemukan... 14{324%)

Mengadakan pertemuan tatap

—24 (70.6%
muka rutin (evaluasi terjadwal) ( 2
Bs dilakukan via WA dan tatap 0
muka berkala 129%)
0 5 10 15 20 25

Sumber: Survei Rancangan Aktualisasi 15 Agustus 2024

Keberadaan isu tersebut menimbulkan beberapa dampak bagi kinerja perisalah
legislatif sebagai berikut:

1. Terdapat ketidakjelasan dalam proses perbaikan dan evaluasi dokumen risalah yang
telah disusun dari jenjang bawah ke jenjang atas.
2. Kesalahan dan kelemahan kinerja tidak terdeteksi secara menyeluruh sehingga
dapat menurunkan profesionalisme perisalah legislatif dan menurunkan mutu
risalah rapat.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) UU 20/2023 tentang ASN, isu tersebut terkait dengan
manajemen ASN karena menghambat proses transformasi ASN menjadi profesional dengan
hasil kerja tinggi karena alur evaluasi yang jelas dan sistematis dapat mendorong kinerja ASN
menjadi lebih maksimal. Kemudian, berdasarkan Pasal 2 UU 20/2023 tentang ASN, masalah
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tersebut melanggar asas profesionalitas, akuntabilitas, serta efektif dan efisien karena tidak
melemahkan nilai mutu kinerja dan efektivitas serta efisiensi dalam proses evaluasi internal.

Dalam konteks SMART ASN, isu tersebut menghalangi proses menuju SMART ASN
karena tidak menunjukkan nilai profesionalisme, integritas, serta efektif dan efisien dalam
evaluasi kinerja perisalah antarjenjang. Kemudian, isu tersebut menunjukkan minimnya
pemanfaatan teknologi informasi untuk menyusun suatu sistem dan SOP evaluasi berkala guna
menghadapi perubahan dan tantangan di lingkungan kerja serta masalah-masalah lain yang
mungkin timbul dalam penyusunan dokumen risalah.

A. 3. Belum Tersedianya Watermark Resmi sebagai Tanda Keabsahan Risalah
Rapat di Bagian Risalah

Dokumen risalah rapat merupakan dokumen resmi yang merupakan produk Bagian
Risalah Sekretariat Jenderal DPR. Status dokumen yang bersifat resmi dan berisi pembahasan-
pembahasan krusial rapat Anggota Dewan membuat aspek keabsahan, keaslian, dan
kerahasiaan dokumen menjadi penting untuk diperhatikan. Salah satu mekanisme yang dapat
ditempuh guna menunjukkan keabsahan dan keaslian dokumen adalah dengan menyematkan
watermark resmi dari Sekretariat Jenderal DPR pada dokumen risalah rapat. Penyematan
watermark resmi juga berguna untuk menandakan kerahasiaan (confidentiality) dokumen,
khususnya bagi risalah rapat yang bersifat tertutup. Dalam skenario tertentu, penyematan
watermark resmi dapat berguna dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi guna
menunjukkan bahwa risalah rapat yang digunakan bersifat absah dan asli dari Bagian Risalah
Sekretariat Jenderal DPR, bukan risalah palsu yang disusun pihak di luar Bagian Risalah.

Namun pada kenyataannya, Bagian Risalah belum memiliki watermark resmi guna
menunjukkan keabsahan, keaslian, dan kerahasiaan dokumen risalah rapat. Perisalah di unit-
unit AKD hanya menggunakan keterangan berupa tanda paraf atau keterangan seperti “Belum
Dikoreksi/Risalah Sementara/Risalah Validasi/Risalah Resmi” di sudut kanan atas halaman
kepala risalah untuk menandai status dokumen tersebut. Kondisi tersebut dapat membuat
dokumen risalah rapat menjadi cukup rentan dimanipulasi atau disalahgunakan oleh pihak tidak
bertanggung jawab.

Gambar 3. 6 Tanda Keterangan di Sudut Kanan Atas Halaman Kepala Risalah

| RISALAH VALIDASI
% % | mewum bikoreks)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
RISALAH RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA KOMISI XI DPR RI RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI XI DENGAN CALON
DENGAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KANTOR AKUNTAN PUBLIK PEMERIKSA LAPORAN KEUANGAN BPK RI
REPUBLIK INDONESIA/KEPALA BAPPENAS (TN SRORERTEST)
3 RABU, 28 NOVEMEER 2023
Tahun Sidang 1 2023-2024 ) . i
Masa Persidangan : V (lima) Tatuin Sidang . 2023 - 2024
Rapat ke- 14 Maza Persidangan 11
Jenis Rapat . Rapat Kerja Repet ke Ke-32 )
Dengan . Menteri Perencanaan  Pembangunan  Nasional ;E'"s Hapet ] EE:’" ?_E“lga"qie’ftp‘; LI‘J'I"“‘”;“ s Ui
Republik Indonesiaikepala Bappenas el : Ke':;‘_'g:’_: e E e Lasoran
—— ——

Sumber: Laman sirih.dpr.go.id via Dokumentasi Pribadi
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Berdasarkan survei yang dilakukan penulis pada tanggal 15 Agustus 2024 terhadap 34
responden di Bagian Risalah, terdapat beberapa temuan menarik tentang isu ini. Sebanyak 18
responden (52,9%) menyatakan bahwa tanda/keterangan keabsahan dokumen risalah rapat
bersifat sangat penting (skor 5 dari skala 1-5). Kemudian, penyematan keterangan di sudut
kanan atas halaman kepala risalah dinilai sudah cukup oleh 18 responden (52,9%). Selain itu,
terdapat perbedaan variatif mengenai pemilihan tanda atau keterangan sebagai bukti keabsahan
dokumen risalah rapat, mulai dari watermark resmi oleh 10 responden (29,4%), paraf
elektronik oleh 10 responden (29,4%), stempel elektronik oleh 4 responden (11,8%), dan
sebagainya seperti kode QR, serial number, dan opsi lain.

Gambar 3. 7 Hasil Survei Rancangan Aktualisasi terkait Isu Ketiga

Menurut Anda, apakah penyematan keterangan "RISALAH SEMENTARA", "RISALAH VALIDASI", dan
semacamnya di sudut kanan atas halaman kepala risalah sudah cukup sebagai tanda keabsahan?

34 responses

Menurut Anda, tanda atau keterangan apa yang paling tepat untuk digunakan sebagai bukti

keabsahan/keaslian dokumen risalah rapat?
34 responses

@ Sudah cukup
@ Belum

@ Watermark resmi

@ Tanda tangan/paraf elektronik
@ Stempel elektronik

® OR code

@ Kode angka (serial number)

@ Hasil Akhir ada di AKD, risalah hanya
proses

@ watermark resmi disertakan dengan
tanda tangan elektronik

@ Tanda keaslian diperlukan pada jasil a...
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Menurut Anda, seberapa penting keberadaan tanda atau keterangan tertentu guna menunjukkan

keabsahan/keaslian dokumen risalah rapat?
34 responses

20

18 (52.9%)

8 (23.5%)
6 (17.6%)

2 (5.9%
0 (5.9%)

Sumber: Survei Rancangan Aktualisasi 15 Agustus 2024

Keberadaan isu tersebut menimbulkan beberapa dampak terhadap mutu dokumen
risalah rapat sebagai berikut:

1. Dokumen risalah tidak memiliki tanda keabsahan yang membedakan dari dokumen
palsu dari luar Bagian Risalah. Hal tersebut dapat membuka celah kejahatan hukum
yang memanfaatkan dokumen risalah.

2. Mengingat risalah rapat juga dipublikasikan ke masyarakat dan dapat
disebarluaskan, maka isu ini dapat memicu pertanyaan publik tentang kredibilitas
dan autentisitas dokumen risalah.

Pentingnya keabsahan dokumen risalah rapat dapat dilihat melalui salah satu kasus
yang melibatkan Anggota DPR RI beberapa tahun lalu. Anggota DPR RI periode 2014-2019
dari Fraksi PDIP, Arif Wibowo, dikonfirmasi KPK mengenai risalah rapat Komisi II DPR RI
yang menyangkut kebijakan dan penganggaran. Pemeriksaan tersebut dilakukan karena Arif
Wibowo merupakan saksi dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan paket penerapan KTP
Elektronik yang menyeret nama Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya, Markus
Nari, sebagai tersangka (Ferdiansyah, 2019). Kasus tersebut menunjukkan pentingnya risalah
rapat yang absah dan autentik sebagai bukti dalam penyidikan masalah hukum.

Isu tersebut memiliki keterkaitan dengan manajemen ASN. Berdasarkan Pasal 1 Ayat
(5) UU 20/2023 tentang ASN, masalah tersebut mengindikasikan komitmen yang belum
sepenuhnya terhadap perwujudan ASN yang profesional karena menunjukkan masih
rendahnya keinginan untuk meningkatkan mutu risalah rapat sebagai salah satu produk resmi
Sekretariat Jenderal DPR. Kemudian, berdasarkan Pasal 2 UU 20/2023 tentang ASN, masalah
tersebut melanggar asas profesionalitas dan akuntabilitas karena belum menunjukkan upaya
memposisikan risalah rapat sebagai dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan dengan
keabsahan yang kuat.
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Isu tersebut juga berhubungan dengan SMART ASN. Mengacu pada delapan nilai
SMART ASN, isu tersebut tidak menunjukkan adanya nilai profesionalisme dan akuntabilitas
yang tinggi dalam pengabsahan dokumen risalah rapat. Selain itu, isu tersebut mencerminkan
kurangnya pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan keabsahan dokumen risalah rapat
melalui penyematan watermark atau tanda resmi lain guna menaikkan kredibilitas dan
kekuatan hukum dokumen risalah rapat.

B. Penetapan Isu Prioritas
B. 1. Teknik Tapisan Isu

Setelah berhasil mengidentifikasi ketiga isu tersebut, tahap selanjutnya adalah melakukan
penapisan guna menemukan core issue yang perlu diprioritaskan. Tahap penapisan dilakukan
menggunakan teknik USG dengan skala Likert. Teknik USG terdiri dari kriteria urgency,
seriousness, dan growth guna mengetahui seberapa mendesak, serius, dan potensial masalah
tersebut untuk berkembang. Berikut merupakan indikator dan deskripsi indikator skala Likert
dalam penapisan teknik USG:

Tabel 3. 2 Indikator dan Deskripsi Kriteria Urgency

Skor Indikator Deskripsi Indikator
5 Sangat mendesak Perlu ditangani dalam waktu 1 bulan
4 Mendesak Perlu ditangani dalam waktu 3 bulan
3 Tidak cukup mendesak Perlu ditangani dalam waktu 6 bulan
2 Tidak mendesak Perlu ditangani dalam waktu 1 tahun
1 Sangat tidak mendesak Perlu ditangani dalam waktu > 1 tahun

Tabel 3. 3 Indikator dan Deskripsi Kriteria Seriousness

Skor Indikator Deskripsi Indikator
5 Sangat serius Masalah menyangkut perisalah di lintas instansi
4 Serius Masalah menyangkut instansi dan unit kerja
3 Tidak cukup serius Masalah menyangkut unit kerja
2 Tidak serius Masalah menyangkut sebagian perisalah unit kerja
1 Sangat tidak serius Masalah menyangkut individu di unit kerja
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Tabel 3. 4 Indikator dan Deskripsi Kriteria Growth

Skor Indikator Deskripsi Indikator
5 Sangat berkembang Masalah memburuk dalam waktu 1 bulan
4 Berkembang Masalah memburuk dalam waktu 3 bulan
3 Tidak cukup berkembang Masalah memburuk dalam waktu 6 bulan
2 Tidak berkembang Masalah memburuk dalam waktu 1 tahun
1 Sangat tidak berkembang Masalah memburuk dalam waktu > 1 tahun

B. 2. Pemilihan Isu Prioritas

Penapisan ketiga isu yang teridentifikasi guna menemukan isu prioritas disajikan melalui tabel
berikut:

Tabel 3. S Penapisan Isu menggunakan Teknik USG dalam Skala Likert

No.

Isu Aktual

Indikator

Urgency

Seriousness

Growth

Total

Peringkat

Belum tersedianya
format risalah
rapat yang
terstandardisasi

14

1 (core
issue)

Belum tersedianya
alur proses
evaluasi internal
antarjenjang di
Bagian Risalah

10

Belum tersedianya
watermark resmi
sebagai tanda
keabsahan risalah
rapat dari Bagian
Risalah

Berdasarkan tabel penapisan isu di atas, dapat diketahui bahwa yang menjadi core issue
adalah isu pertama dengan skor 14 dan rumusan sebagai berikut:

Belum Tersedianya Format Risalah Rapat yang Terstandardisasi pada Tahun

2024 di Unit Kerja Bagian Risalah Sekretariat Jenderal DPR RI
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Berikut uraian dari skor yang disematkan pada core issue tersebut:

1. Masalah yang dihadapi bersifat mendesak karena menyangkut perihal penyusunan
risalah yang notabenenya dikerjakan setiap hari di berbagai unit AKD. Akan tetapi,
mengingat prosedur hukum dan kelembagaan yang cukup memakan waktu untuk
meregulasi format risalah secara terpusat, maka secara realistis isu tersebut baru dapat
ditangani dalam jangka waktu lebih dari 1 bulan. Opsi terdekat adalah 2-3 bulan.
Dengan demikian, skor yang disematkan pada kriteria urgency adalah 4 (perlu ditangani
dalam waktu 3 bulan).

2. Masalah yang dihadapi bersifat sangat serius karena menyangkut format risalah yang
dikerjakan oleh seluruh perisalah di lintas instansi, mulai dari Sekretariat Jenderal DPR,
Sekretariat Jenderal DPD, hingga perisalah di daerah. Oleh karena itu, skor yang
disematkan pada kriteria seriousness adalah 5 (masalah menyangkut perisalah di lintas
instansi).

3. Masalah yang dihadapi dapat memburuk dalam waktu cepat karena perbedaan belum
tersedianya format yang baku membuat penyusunan risalah di berbagai instansi
menjadi rancu karena tidak ada acuan yang jelas. Sedangkan, pekerjaan penyusunan
risalah sendiri berlangsung hampir setiap hari dengan tantangan yang terus
bermunculan dari waktu ke waktu. Sehingga, skor yang disematkan pada kriteria
growth adalah 5 (masalah memburuk dalam waktu 1 bulan).

C. Analisis Isu

Setelah melakukan penapisan isu, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap
isu aktual prioritas. Analisis akan dilakukan menggunakan diagram fish bone guna menemukan
faktor-faktor penyebab timbulnya masalah tersebut. Berikut merupakan diagram fish bone
untuk menganalisis isu aktual di atas:

Gambar 3. 8 Analisis Isu dengan Diagram Fish Bone

Regulasi Manusia

Kurangnya pengawasan aspek teknis
Poraturan tekniz rizalah masify e R”endshnya motivas calem

kureng rigid dan alstarmatiz ralakukan standard ssal format Fisalan

Tidak ada regulazl vang mengharuzkan
tarsedianya standar panyusunan rigalah

Paraturan tekniz tentang peanyugunan
risalah masgih kurang rigid dan sisternatis

Kurangrys kspasitas galam
menyusun pedormen standardiass)

Rendahnya sense of wgency
terhadap isu stenderdisasi risalah

Minimrya regulas yang dapat
dijaciikan acuan parumuzan stancdar

Kurangrya duburgan kelembagasn Kurangnya audit ateu pengawasan

dari AKD, inspektorat. dan Biro terhadap metu dokumen risalah
Feraturan texniz risalah masih \ Lemahirya komitmen Bagian Risalzh
lureng rigid dan sistematis dalam menyusun standar rssath

Rendahnya tuntutan AKD tarhadap
tersedianya standar penyusunan rigaah

Kelembagaan
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Berdasarkan diagram fish bone di atas, dapat diketahui bahwa terdapat tiga variabel

yang menyebabkan kemunculan isu aktual tersebut, yaitu manusia, regulasi, dan kelembagaan.
Berikut uraian dari ketiga variabel tersebut:

1.

Variabel manusia berkaitan dengan sumber daya manusia di lingkungan unit kerja
Bagian Risalah yang menyebabkan kemunculan core issue. Terdapat tiga faktor
penyebab di dalam variabel ini, yaitu: 1) rendahnya motivasi dalam melakukan
standardisasi format risalah, 2) kurangnya kapasitas dalam menyusun pedoman
standardisasi, dan 3) rendahnya sense of urgency terhadap isu standardisasi. Terdapat
dua akar penyebab yang melatarbelakangi faktor penyebab pertama, yaitu 1) kurangnya
pengawasan aspek teknis dan 2) peraturan teknis risalah masih kurang rigid dan
sistematis.

Variabel regulasi berkaitan dengan eksistensi dan penerapan aturan hukum yang
berkaitan dengan core issue. Terdapat tiga faktor penyebab di dalam variabel ini, yaitu:
1) tidak ada regulasi yang mengharuskan tersedianya standar penyusunan risalah, 2)
peraturan teknis tentang penyusunan risalah masih kurang rigid dan sistematis, dan 3)
minimnya regulasi yang dapat dijadikan acuan perumusan standar. Ketiga faktor
penyebab tersebut pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor yang
muncul di dalam variabel manusia dan kelembagaan.

Variabel kelembagaan berkaitan dengan birokrasi, proses bisnis, dan urusan-urusan
administratif di unit kerja yang berkaitan dengan core issue. Terdapat tiga faktor
penyebab di dalam variabel ini, yaitu: 1) kurangnya audit atau pengawasan terhadap
mutu dokumen risalah, baik dari internal unit kerja maupun dari unit lain seperti
Inspektorat; 2) lemahnya komitmen Bagian Risalah dalam menyusun standar risalah;
dan 3) rendahnya tuntutan AKD terhadap tersedianya standar penyusunan risalah.
Terdapat dua akar penyebab yang melatarbelakangi faktor penyebab kedua, yaitu 1)
kurangnya dukungan kelembagaan dari AKD, Inspektorat, dan Biro serta 2) peraturan
teknis risalah masih kurang rigid dan sistematis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat faktor penyebab atau akar

penyebab yang muncul berulang kali sehingga dapat disebut sebagai faktor utama kemunculan
core issue, yaitu peraturan teknis risalah masih kurang rigid dan sistematis. Peraturan
teknis secara prinsip bersifat sangat krusial karena menjadi dasar hukum dan acuan penyusunan
risalah rapat, mulai dari tahap perekaman rapat, pembuatan transkrip, hingga evaluasi dokumen
risalah. Urgensi peraturan teknis yang tinggi menyebabkan permasalahan yang berkaitan
dengan hal tersebut dapat berimplikasi pada kemunculan masalah di variabel-variabel lain,

seperti rendahnya mutu dokumen risalah, lemahnya sistem audit dan inspeksi, serta lemahnya
komitmen individu dan kelembagaan untuk menyusun risalah yang terstandar. Oleh karena itu,
upaya penyelesaian isu mesti berfokus pada faktor utama tersebut sebagai kunci tanpa
mengabaikan faktor-faktor lain yang berpotensi memperburuk core issue yang ada.
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D. Gagasan Pemecahan Isu

Guna menyelesaikan core issue dan faktor utama yang menyebabkan kemunculannya,
dapat diajukan suatu gagasan pemecahan isu yang bersifat kreatif. Mengacu pada faktor utama
dan core issue yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disusun gagasan untuk
merumuskan peraturan teknis tentang penyusunan risalah rapat sebagai bentuk standardisasi
format risalah rapat. Gagasan tersebut disusun guna menjawab core issue melalui pintu masuk
faktor utama, yaitu peraturan teknis. Lebih jauh, riset ini berusaha menjawab permasalahan
dengan mengajukan draf peraturan teknis berupa Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen)
DPR RI. Oleh karena itu, dapat dirumuskan gagasan pemecahan isu sebagai berikut:

Perumusan Draf Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Risalah Rapat sebagai Bentuk
Standardisasi Format Risalah Rapat di Bagian Risalah

Gagasan tersebut memiliki kesesuaian dengan tugas dan fungsi penulis sebagai
Perisalah Legislatif Ahli Pertama. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26
Tahun 2017 tentang JF Perisalah Legislatif, salah satu tugas Perisalah Legislatif adalah
melakukan penyusunan risalah rapat. Proses penyusunan tentu memerlukan pedoman dan dasar
hukum sehingga naskah risalah dapat disusun secara layak dan sesuai ketentuan. Dengan
demikian, gagasan tersebut sesuai dengan upaya perbaikan dalam proses penyusunan risalah
rapat. Kemudian, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf a Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26
Tahun 2017 tentang JF Perisalah Legislatif, salah satu kegiatan JF Perisalah Legislatif adalah
mengoordinasikan kegiatan penyusunan risalah rapat sementara. Gagasan tersebut sesuai
dengan amanat peraturan karena proses koordinasi penyusunan risalah memerlukan pedoman
dan dasar hukum, sehingga gagasan tersebut berkontribusi terhadap proses penyusunan risalah
rapat secara keseluruhan.

Gagasan tersebut juga memiliki kebermanfaatan terhadap Perisalah Legislatif dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Bagi Perisalah Legislatif, gagasan tersebut bermanfaat
untuk memberikan guidance dalam penyusunan risalah rapat sehingga memberikan
kemudahan, kejelasan, serta kepastian dalam hal teknis penyusunan dokumen. Dengan
demikian, kualitas kinerja Perisalah Legislatif dapat meningkat dan disertai dengan mutu
dokumen risalah rapat yang semakin kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan,
bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, gagasan tersebut bermanfaat bagi peningkatan aspek
kejelasan dan koherensi risalah rapat yang merupakan catatan pembicaraan mereka di dalam
rapat atau sidang. Dengan demikian, pembicaraan-pembicaraan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dapat didokumentasikan secara tekstual dengan kualitas dan kredibilitias yang lebih
baik serta memiliki landasan hukum yang kokoh.

Melalui gagasan tersebut, penulis berupaya untuk turut berkontribusi dalam
penyelesaian masalah  fundamental di unit kerja Bagian Risalah, sekaligus
mengimplementasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama Pelatihan Dasar. Diharapkan,
gagasan tersebut dapat menjadi langkah awal guna menjawab masalah belum tersedianya
format risalah rapat, kekosongan hukum tentang penyusunan risalah rapat, serta menjadi
pedoman atau acuan bagi para perisalah di instansi pengguna menimbang status Sekretariat
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Jenderal DPR RI yang kini menjadi instansi pembina, khususnya di ranah Jabatan Fungsional
Perisalah Legislatif.

Gambar 3. 9 Format Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI
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SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sumber: Laman portal.dpr.go.id via Dokumentasi Pribadi

Format draf Persekjen DPR RI dipilih dengan mempertimbangkan beberapa alasan:

1. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI, Peraturan Sekretaris
Jenderal adalah produk hukum yang memuat kebijakan pokok dan umum yang bersifat
mengatur di Sekretariat Jenderal DPR RI. Definisi tersebut menyiratkan bahwa
ketentuan teknis yang sifatnya mengikat, seperti penyusunan risalah rapat, dapat diatur
secara rigid dan sistematis dalam format Persekjen.

2. Draf Persekjen tersebut disusun sebagai penyempurna Keputusan BURT No.
12/BURT/DPR RI/II/2011-2012 tentang Penetapan Pedoman Penyusunan Naskah
Resmi dan Surat Dinas DPR RI yang disusun sebelum adanya JF Perisalah Legislatif
dan sebelum adanya instruksi tentang status Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai
instansi pembina JF Perisalah Legislatif.

3. Draf Persekjen tersebut juga disusun guna menguatkan kedudukan hukum dari
Keputusan BURT No. 12/BURT/DPR RI/II/2011-2012 tentang Penetapan Pedoman
Penyusunan Naskah Resmi dan Surat Dinas DPR RI yang secara prinsip hanya bersifat
menetapkan menjadi bersifat meregulasi atau mengatur, sehingga memiliki kekuatan
hukum yang lebih absah.

4. Draf Persekjen tersebut juga menspesifikkan ketentuan teknis penyusunan risalah yang
sebelumnya diatur bersama naskah-naskah dinas lain di dalam Keputusan BURT No.
12/BURT/DPR RI/II/2011-2012 tentang Penetapan Pedoman Penyusunan Naskah
Resmi dan Surat Dinas DPR RI.

5. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 2 Tahun 2022
tentang Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI, usulan Persekjen
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perlu diajukan ke Pimpinan Unit Pengusul terlebih dahulu dengan melampirkan
rancangan/draf Persekjen sebagai salah satu berkas syarat.

6. Mengingat keterbatasan waktu selama agenda habituasi serta proses administrasi-legal
yang memakan waktu, maka perumusan Persekjen hanya terbatas dalam format draf
atau rancangan.

Pembuatan Persekjen hingga ditetapkan secara resmi tentu memerlukan waktu yang
lama. Mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 2 Tahun 2022
tentang Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI, pembuatan Persekjen perlu
melalui tahap perencanaan, pembahasan, dan penetapan di mana melibatkan keberadaan
Prolegset. Dengan demikian, menimbang keterbatasan waktu Pelatihan Dasar, maka tahap
yang dapat ditempuh penulis hanya sebatas penyusunan draf/rancangan Persekjen sebagaimana
dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf ¢ Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 2 Tahun
2022 tentang Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI. Sebagai alternatif
apabila draf Persekjen belum dapat disahkan, maka langkah yang dapat ditempuh penulis
adalah dengan menyusun draf/rancangan Persekjen dalam batas templat naskah atau poin-poin
peraturan saja. Selebihnya, sebagai tindak lanjut pasca-Pelatihan Dasar, templat naskah atau
poin-poin peraturan tersebut dapat diteruskan dengan menyusun rancangan Persekjen yang
lebih komprehensif dengan disertai dokumen nota dinas dan kerangka acuan apabila
memungkinkan.

Keunikan dari gagasan pemecahan isu tersebut terletak pada dimensi rujukan.
Perumusan draf Persekjen kali ini melibatkan riset terhadap produk risalah dari Parlemen
Britania Raya yang bernama Hansard Reports. Seperti halnya risalah rapat di Sekretariat
Jenderal DPR RI, Hansard Reports merupakan dokumen yang memuat keseluruhan
pembicaraan sidang atau pertemuan House of Common dan House of Lords di Parlemen
Britania Raya. Terdapat beberapa hal di Hansard Reports yang secara substantif dapat
dijadikan rujukan dalam pengembangan regulasi tentang penyusunan risalah, misalnya hal-hal
yang berkaitan dengan metode penyusunan Hansard Reports, prinsip-prinsip dokumen, muatan
atau substansi dokumen, dan lain-lain.

Pemilihan rujukan tersebut telah melalui diskusi bersama mentor, coach, dan beberapa
atasan di unit kerja Bagian Risalah guna membahas aspek keunikan dalam penyusunan gagasan
aktualisasi ini. Terdapat setidaknya dua alasan yang membuat penulis memilih Hansard
Reports dari Parlemen Britania Raya untuk dijadikan rujukan riset dalam gagasan kreatif ini:

1. Parlemen Britania Raya secara kelembagaan memiliki rentang sejarah yang lebih
panjang daripada Parlemen Indonesia sehingga mereka memiliki pengalaman historis
yang relatif lebih banyak mengenai pendokumentasian atau pencatatan pertemuan
anggota parlemen,;

2. Hansard Reports telah menjadi risalah terhadap sidang atau pertemuan House of Lords
dan House of Common Parlemen Britania Raya sejak 1909, bahkan sistem tersebut telah
dimulai secara tidak resmi sejak 1803. Sehingga, Hansard Reports telah memiliki
pengalaman historis yang panjang hingga mencapai sistem dan kondisi yang stabil pada
hari ini. Salah satu anggota Parlemen Britania Raya, Herbert Samuel, dalam surat kabar
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Gambar 3. 10 Contoh Dokumen Hansard Reports dari Parlemen Britania Raya

The Times pada 13 Desember 1949 pernah menyampaikan, “Politics of today were the
history of tommorow, and Hansard was history s ear, already listening” (Vice & Farrell,

n.d.).

1149
House of Commons
Tuesday 30 July 2024
The House met at half-past Eleven o’clock
PRAYERS

[MR Speaker in the Chair)

Speaker’s Statement

Mr Speaker: Before we begin today’s proceedings.
I would like to pay tribute 1o John Tamlyn, the Bar
Doorkeeper who retires today after an incredible 36 years.
John is a much-loved member of the Doorkeeper team,
whose career in the House of Commons began in 1988,
first as an attendant Lo the Sergeant at Arms oflice and
then as Doorkeeper for the last 26 years. In that time,
John has led the Spcaker’s procession into the Chamber
hundreds of times. He is hugely respected and has
developed a reputation as a font of all knowledge on
Chamber procedures and a reliable source of information
for Members—some might say too much at times, John.

To the team and those who work with him, John is
known for being one of the smartest dressed Doorkeepers
who has a fantastic sense of humour, He is an expert on
music—especially “70s disco and '80s pop, which he
does enjoy—and I am told that he is 2 mean dancer. He
is also a keen photographer. 1 am sure that the whole
House will join me in thanking John for his loyal,
lengthy service. 1 wish him a very happy retirement.
Thank you. John, for everything.

30 JULY 2024

1150

The Secretary of State for Foreign, Commonwcalth
and Development Affairs (Mr David Lammy): We want a
credible and irreversible pathway towards a two-state
solution: a safe, secure Israel alongside a viable, sovereign
Palestinian state. We are committed to recognising a
Palestinian state as a contribution 1o a peace process, at
a time that is most conducive to that process.

Paula Barker: May | associate myself with your remarks,
Mr Speaker, about John the Doorkeeper? Who knew
that we had the same love of "70s disco?

I thank my right hon. Friend for his reply. | must
press him further on Government recognition of a
Palestinian state. That should have been a starting point
30 years ago. | believe that recognition would level the
playing ficld and kick-start the peace process, as has
been recognised by so many of our European counterparts,
Recognition should not come at the conclusion. What
will the Government do if Israel refuses to entertain any
moves towards a two-state sofution, which it has persistently
and vocally rejected?

Mr Lammy: I know that my hon. Friend has pressed
these issues, which are of huge importance to her
constituents, for many years. No one has a veto on
recognition. As | said, we want it to be part of a
process: it does not deliver a two-state solution in and
of itself. But it is absolutcly right that the Palestinians
arc cnabled to have a sovercign state. It is a just cause,
and we will work with other partners to bring that
about.

Mr Speaker: Order. Can | just say to everybody that
Members are meant to speak through the Chair? Please
look towards me or the mics might not pick you up.

Sumber: Laman hansard.parliament.uk via Dokumentasi Pribadi

Gagasan pemecahan isu yang diajukan penulis mengandung nilai-nilai BerAKHLAK

dengan uraian berikut:

1.

Berorientasi Pelayanan Wujud perbaikan tiada henti terhadap penyusunan

risalah dan kinerja Bagian Risalah secara umum

Akuntabel Wujud pelaksanaan tusi dengan bertanggung jawab dan

penuh integritas

Kompeten Wujud peningkatan kompetensi dan mutu dalam hal
penyusunan risalah rapat
Harmonis Wujud pencegahan potensi konflik akibat kekosongan

regulasi tentang penyusunan risalah rapat

Loyal Wujud penghormatan terhadap nama baik instansi

Sekretariat Jenderal DPR RI

Adaptif Wujud adaptasi yang inovatif dalam menghadapi

tantangan kerja sebagai Perisalah Legislatif
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7. Kolaboratif : Wujud keterbukaan terhadap peluang perbaikan dan

kerja sama dalam peningkatan mutu risalah rapat

Selain itu, gagasan pemecahan isu tersebut juga terkait dengan Manajemen ASN dan

SMART ASN sebagai berikut:

1.

Manajemen ASN : Perumusan draf Persekjen tersebut merupakan upaya
meningkatkan profesionalisme serta menaikkan hasil kerja
berupa mutu risalah rapat sehingga dapat memiliki kualitas dan
kredibilitas dokumen yang lebih baik serta lebih dapat
dipertanggungjawabkan.

2. SMART ASN : Perumusan draf Persekjen tersebut merupakan bentuk

komitmen untuk senantiasa mengedepankan profesionalisme
dalam pelaksanaan tugas, adaptif dalam menghadapi masalah
dan tantangan di lingkungan kerja, pemanfaatan IT dalam
riset dan pengembangan, serta guna mendukung Smart
Governance  melalui  kolaborasi  multipihak  dalam
menghasilkan suatu inovasi.

Dalam proses perumusan draf Persekjen DPR RI sebagai gagasan pemecahan isu,

diperlukan beberapa tahap yang mesti ditempubh, yaitu:

1.

Riset mandiri guna mengumpulkan pokok-pokok materi dan rujukan tambahan tentang
peraturan teknis penyusunan risalah rapat;

Konsultasi materi yang telah dikumpulkan dengan mentor, coach, dan pejabat yang
bersangkutan dalam pembuatan aturan hukum seperti Kepala Bagian Risalah dan atasan
di unit kerja;

Perumusan secara mandiri terhadap draf Peraturan Sekretaris Jenderal DPR tentang
Peraturan Teknis Penyusunan Risalah Rapat;

Penyampaian usulan dan pembahasan draf dengan Kepala Bagian Risalah/Kepala Biro
Persidangan I; dan

Evaluasi terhadap hasil pembahasan dan penentuan tindak lanjut ke depan.
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BAB IV
RANCANGAN AKTUALISASI

A. Matriks Rancangan Aktualisasi
Unit Kerja : Bagian Risalah
Identifikasi Isu : 1. Belum tersedianya format risalah rapat yang terstandardisasi

2. Belum tersedianya alur proses evaluasi internal antarjenjang
di Bagian Risalah

3. Belum tersedianya watermark resmi sebagai tanda keabsahan
risalah rapat dari Bagian Risalah

Isu yang Diangkat : Belum tersedianya format penyusunan risalah rapat yang
terstandardisasi

Gagasan Pemecahan Isu : Perumusan draf Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Risalah Rapat sebagai bentuk standardisasi format risalah rapat di
Bagian Risalah
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Tabel 4. 1 Matriks Rancangan Aktualisasi

Keterkaitan Substansi Mata

Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan Agenda 111

Kontribusi Terhadap

Dasar ASN BerAKHLAK ASN Organisasi
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
Visi dan Misi
Sekretariat Jenderal
DPR RI:

Riset Pokok Materi dan
Rujukan Tambahan

1.1. Melakukan riset
mengenai tata cara
pembentukan produk
hukum di lingkungan

Sekretariat Jenderal DPR

Mendapatkan 1 (satu)

catatan tentang tata cara

pembentukan produk
hukum sebagaimana

diatur dalam Persekjen
No. 2/2022 tentang
Pembentukan Produk

Hukum di Lingkungan
Sekretariat Jenderal

DPR

Berorientasi Pelayanan:

Riset pembentukan produk hukum
merupakan wujud perbaikan
tiada henti terhadap permasalahan
di Bagian Risalah melalui jalur
prosedur yang tepat

Kompeten:

Riset pembentukan produk hukum
merupakan wujud peningkatan
kompetensi di bidang
administratif-legal guna menjawab
tantangan di unit kerja yang
menuntut adanya perbaikan
melalui regulasi

Manajemen ASN:

Riset pembetukan produk hukum
merupakan wujud peningkatan
profesionalitas sesuai Pasal 1
Ayat (5) dan Pasal 2 UU No.

20/2023 tentang ASN

SMART ASN:

Riset pembentukan produk
hukum merupakan wujud
pengelolaan data dan informasi
secara efektif, perencanaan
strategi yang terintegrasi, serta
pemanfaatan teknologi untuk
mengakses pengetahuan berbasis
nilai profesionalisme dan
integritas

Tahapan riset
merupakan upaya
peningkatan
profesionalitas, kualitas
dukungan, dan
pelayanan prima
terhadap Dewan
Perwakilan Rakyat RI

Tugas dan Fungsi:

Tahapan kegiatan ini
berkontribusi terhadap
proses penyusunan
risalah rapat sesuai
Pasal 5 Peraturan
Menteri PAN-RB No.
26/2017 tentang JF
Perisalah Legislatif
melalui riset terhadap
perumusan regulasi
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yang membantu
pelaksanaan Kinerja

1.2. Melakukan riset
mengenai substansi pokok
peraturan teknis
penyusunan risalah

1.3. Melakukan riset

Mendapatkan 1 (satu)
catatan berisi susbtansi
yang perlu dimasukkan
ke dalam draf Persekjen
seperti definisi, ruang
lingkup, dan model tata
letak risalah

Berorientasi Pelayanan:

Riset substansi pokok merupakan
wujud perbaikan tiada henti
terhadap permasalahan di Bagian
Risalah melalui pencarian
informasi substansial. Selain itu,
tahapan kegiatan tersebut
mengindasikan adanya sikap
solutif

Kompeten:

Riset substansi pokok merupakan
wujud peningkatan kompetensi
di bidang regulasi risalah sekaligus
wujud pelaksanaan tugas sebagai
CPNS Perisalah Legislatif Ahli

Pertama dengan kualitas terbaik

Manajemen ASN:

Riset substansi pokok merupakan

wujud peningkatan

profesionalitas sesuai Pasal 1
Ayat (5) dan Pasal 2 UU No.

20/2023 tentang ASN

SMART ASN:

Riset substansi pokok merupakan
wujud pengelolaan data dan

informasi secara efektif,
perencanaan strategi yang

terintegrasi, serta pemanfaatan
teknologi untuk mengakses

pengetahuan berbasis nilai

profesionalisme dan integritas

Visi dan Misi
Sekretariat Jenderal
DPR RI:

Tahapan riset
merupakan upaya
peningkatan
profesionalitas, kualitas
dukungan, dan
pelayanan prima
terhadap Dewan
Perwakilan Rakyat RI

Tugas dan Fungsi:

Tahapan kegiatan ini
berkontribusi terhadap
proses penyusunan
risalah rapat sesuai
Pasal 5 Peraturan
Menteri PAN-RB No.
26/2017 tentang JF
Perisalah Legislatif
melalui riset terhadap
perumusan regulasi
yang membantu
pelaksanaan kinerja

rujukan tambahan dari
Hansard Reports UK
Parliament

Mendapatkan 1 (satu)
catatan tentang teknis
penyusunan risalah dari

UK Parliament

Berorientasi Pelayanan:

Riset rujukan tambahan
merupakan wujud perbaikan

tiada henti melalui pencarian

Manajemen ASN:

Riset rujukan tambahan

merupakan wujud peningkatan
profesionalitas sesuai Pasal 1

Visi dan Misi
Sekretariat Jenderal
DPR RI:
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(Hansard Reports)
sebagai rujukan
tambahan dalam
penyusunan draf

Persekjen

referensi guna menyelesaikan
permasalahan secara kreatif

Kompeten:

Riset rujukan tambahan
merupakan wujud peningkatan
kompetensi guna menjawab
tantangan secara kreatif melalui
pengetahuan dan pendekatan baru

Adaptif:

Riset rujukan tambahan
merupakan wujud penyelesaian
masalah di Bagian Risalah
secara adaptif dengan cara
menghadirkan pengetahuan dan
pendekatan baru dari parlemen di

Avyat (5) dan Pasal 2 UU No.
20/2023 tentang ASN

SMART ASN:

Riset rujukan tambahan
merupakan wujud pengelolaan
data dan informasi secara efektif,
perencanaan strategi yang
terintegrasi, serta pemanfaatan
teknologi untuk mengakses
pengetahuan berbasis nilai
profesionalisme, integritas,
wawasan global, dan
penguasaan bahasa asing

merupakan upaya
peningkatan
profesionalitas, kualitas
dukungan, dan
pelayanan prima
terhadap Dewan
Perwakilan Rakyat RI

Tugas dan Fungsi:

Tahapan kegiatan ini
berkontribusi terhadap
proses penyusunan
risalah rapat sesuai
Pasal 5 Peraturan
Menteri PAN-RB No.
26/2017 tentang JF
Perisalah Legislatif
melalui riset terhadap
perumusan regulasi

Konsultasi Materi Draf
Persekjen

2.1. Melakukan

konsultasi dengan mentor

dan coach tentang hasil

riset berupa materi yang
akan dimasukkan ke
dalam draf Persekjen

Mendapatkan 1 (satu)
catatan berisi hasil
konsultasi dengan
mentor dan coach

luar negeri yang membantu
pelaksanaan kinerja
Harmonis: Manajemen ASN: Fungsi Biro

Konsultasi dengan mentor dan
coach merupakan wujud menjaga
keharmornisan dan kondusivitas

dalam kegiatan Pelatihan Dasar

Loyal:

Konsultasi dengan mentor dan
coach merupakan wujud menjaga

Konsultasi dengan mentor dan
coach merupakan wujud
keterbukaan dan akuntabilitas
sesuai Pasal 2 UU No. 20/2023
tentang ASN

SMART ASN:

Konsultasi dengan mentor dan

Persidangan I:

Tahapan konsultasi
merupakan wujud
pelaksanaan dukungan
penyusunan risalah
rapat DPR RI

Tugas dan Fungsi:
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nama baik sesama ASN dan
instansi dengan cara membangun
komunikasi yang proaktif dan
suportif

Kolaboratif:

Konsultasi dengan mentor dan
coach merupakan wujud kerja
sama guna menghasilkan nilai
tambah dalam pelaksanaan
Pelatihan Dasar

coach merupakan perwujudan
pengembangan kompetensi dan
monitoring Kinerja dalam
Pelatihan Dasar berbasis nilai
integritas, profesionalisme, dan
networking yang luas

Tahapan kegiatan ini
berkontribusi terhadap
proses penyusunan
risalah rapat sesuai
Pasal 5 Peraturan
Menteri PAN-RB No.
26/2017 tentang JF
Perisalah Legislatif
melalui konsultasi
tentang perumusan
regulasi yang membantu
pelaksanaan kinerja

2.2. Melakukan
konsultasi dengan Kepala
Bagian Risalah dan
atasan di unit kerja guna
menyampaikan maksud
gagasan aktualisasi,
mendiskusikan masukan,
dan menentukan langkah
berikutnya

Mendapatkan 1 (satu)
catatan berisi komentar
terhadap gagasan
aktualisasi, rekomendasi
langkah dan prosedur,
serta hal-hal lain yang
terkait penyusunan draf
Persekjen

Harmonis:

Konsultasi dengan Kepala Bagian
Risalah dan atasan di unit kerja
merupakan wujud menjaga
keharmornisan dan kondusivitas
dalam kegiatan Pelatihan Dasar

Loyal:

Konsultasi dengan Kepala Bagian
Risalah dan atasan di unit kerja
merupakan wujud menjaga nama
baik sesama ASN dan instansi
dengan cara membangun
komunikasi yang proaktif dan
suportif

Kolaboratif:

Manajemen ASN:

Konsultasi dengan Kepala
Bagian Risalah dan atasan di unit
kerja merupakan wujud
keterbukaan dan akuntabilitas
sesuai Pasal 2 UU No. 20/2023
tentang ASN

SMART ASN:

Konsultasi dengan Kepala
Bagian Risalah dan atasan di
unit kerja merupakan
perwujudan pengembangan
kompetensi dan monitoring
kinerja dalam Pelatihan Dasar
berbasis nilai integritas,
profesionalisme, dan
networking yang luas

Fungsi Biro
Persidangan I:

Tahapan konsultasi
merupakan wujud
pelaksanaan dukungan
penyusunan risalah
rapat DPR RI

Tugas dan Fungsi:

Tahapan kegiatan ini
berkontribusi terhadap
proses penyusunan
risalah rapat sesuai
Pasal 5 Peraturan
Menteri PAN-RB No.
26/2017 tentang JF
Perisalah Legislatif
melalui konsultasi
tentang perumusan
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Konsultasi dengan Kepala Bagian
Risalah dan atasan di unit kerja
merupakan wujud kerja sama

guna menghasilkan nilai tambah

dalam pelaksanaan Pelatihan Dasar

regulasi yang membantu
pelaksanaan Kinerja

2.3. Memperbaiki dan
menyempurnakan materi
draf Persekjen
berdasarkan hasil
konsultasi

Mendapatkan 1 (satu)
dokumen mentah berisi
materi final yang akan
dimasukkan ke dalam
naskah draf Persekjen

Akuntabel:

Perbaikan dan penyempurnaan
materi draf Persekjen merupakan
wujud pelaksanaan tugas dengan
jujur, bertanggung jawab, dan
berintegritas tinggi

Adaptif:

Perbaikan dan penyempurnaan
materi draf Persekjen merupakan
wujud penyesuaian diri terhadap
perubahan keadaan,
pemanfaatan peluang inovasi,
pengembangan Kkreativitas, dan
tindakan yang proaktif

Manajemen ASN:

Perbaikan dan penyempurnaan
materi draf Persekjen merupakan
wujud profesionalitas,
akuntabilitas, serta efektif dan
efisien sesuai Pasal 2 UU No.
20/2023 tentang ASN

SMART ASN:

Perbaikan dan penyempurnaan
materi draf Persekjen merupakan
wujud pengelolaan data dan
informasi yang efektif, evaluasi,
dan perencanaan strategi yang
terintegrasi berbasis nilai
integritas dan profesionalisme

Fungsi Biro
Persidangan I:

Tahapan perbaikan
merupakan wujud
pelaksanaan dukungan
penyusunan risalah
rapat DPR RI

Tugas dan Fungsi:

Tahapan kegiatan ini
berkontribusi terhadap
proses penyusunan
risalah rapat sesuai
Pasal 5 Peraturan
Menteri PAN-RB No.
26/2017 tentang JF
Perisalah Legislatif
melalui penyempurnaan
terhadap rumusan
regulasi yang membantu
pelaksanaan kinerja

Perumusan Draf
Persekjen

3.1. Menyusun kerangka
peraturan dan tata letak
sesuai Persekjen
No0.2/2022 tentang
Pembentukan Produk

Menghasilkan 1 (satu)
dokumen kerangka awal
Persekjen dengan
format yang telah
disesuaikan serta detail

Berorientasi Pelayanan:

Penyusunan kerangka peraturan
dan tata letak sesuai ketentuan
yang berlaku merupakan wujud
pelayanan yang solutif, dapat

Manajemen ASN:

Penyusunan kerangka peraturan
dan tata letak merupakan wujud
pemberian kepastian hukum
dan keterpaduan sesuai Pasal 2

Fungsi Biro
Persidangan I:

Tahapan perumusan
draf Persekjen

merupakan wujud
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Hukum

pada bab-bab isinya

diandalkan, serta memahami dan
memenuhi kebutuhan

Akuntabel:

Penyusunan kerangka peraturan
dan tata letak sesuai ketentuan
merupakan wujud pelaksanaan
tugas secara bertanggung jawab,
cermat, dan berintegritas tinggi

UU No. 20/2023 tentang ASN

SMART ASN:

Penyusunan kerangka peraturan
dan tata letak merupakan wujud
peningkatan kualitas pelayanan
serta pemanfaatan teknologi
Microsoft Office dalam
membantu kinerja berbasis nilai
profesionalisme dan
penguasaan IT

pelaksanaan dukungan
penyusunan risalah
rapat DPR RI

Tugas dan Fungsi:

Tahapan kegiatan ini
berkontribusi terhadap
proses penyusunan
risalah rapat sesuai
Pasal 5 Peraturan
Menteri PAN-RB No.
26/2017 tentang JF
Perisalah Legislatif
melalui perumusan
regulasi yang membantu
pelaksanaan Kinerja

3.2. Merumuskan pokok
subtansi dan
memasukkannya ke
dalam naskah draf
Persekjen yang meliputi
butir-butir pasal, ayat,
huruf, dan lain-lain

Menghasilkan 1 (satu)
naskah draf Persekjen
yang utuh dan lengkap

Berorientasi Pelayanan:

Perumusan pokok substansi dan
input ke dalam naskah merupakan
wujud pelayanan yang solutif,
dapat diandalkan, serta
memahami dan memenuhi
kebutuhan

Akuntabel:

Perumusan pokok substansi dan
input ke dalam naskah merupakan
wujud pelaksanaan tugas secara
bertanggung jawab, cermat, dan

berintegritas tinggi

Manajemen ASN:

Perumusan pokok substansi dan
input ke naskah draf Persekjen
merupakan wujud pemberian

kepastian hukum dan
keterpaduan sesuai Pasal 2 UU
No. 20/2023 tentang ASN

SMART ASN:

Perumusan pokok substansi dan
input ke naskah draf Persekjen
merupakan wujud peningkatan
kualitas pelayanan serta
pemanfaatan teknologi Microsoft

Fungsi Biro
Persidangan I:

Tahapan perumusan
draf Persekjen
merupakan wujud
pelaksanaan dukungan
penyusunan risalah
rapat DPR RI

Tugas dan Fungsi:

Tahapan kegiatan ini
berkontribusi terhadap
proses penyusunan
risalah rapat sesuai
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Office dalam membantu kinerja
berbasis nilai profesionalisme
dan penguasaan IT

regulasi yang membantu

Pasal 5 Peraturan
Menteri PAN-RB No.
26/2017 tentang JF
Perisalah Legislatif
melalui perumusan

pelaksanaan kinerja

3.3. Melakukan
konsultasi tahap akhir
terkait keseluruhan
naskah draf Persekjen

dengan Kepala Bagian

Risalah dan atasan di unit

kerja sebelum dilakukan
penyampaian usulan

Mendapatkan 1 (satu)
catatan mengenai hasil
akhir naskah draf
Persekjen

Berorientasi Pelayanan:

Konsultasi final keseluruhan
naskah merupakan wujud
perbaikan tiada henti serta
kinerja yang cekatan dan solutif

Kolaboratif:

Konsultasi final keseluruhan
naskah merupakan wujud sikap
terbuka dan kerja sama guna

menghasilkan nilai tambah dalam
pelaksanaan Pelatihan Dasar

Manajemen ASN:

Konsultasi final keseluruhan
naskah merupakan wujud
profesionalitas, keterbukaan,
dan akuntabilitas sesuai Pasal 2
UU No. 20/2023 tentang ASN

SMART ASN:

Konsultasi final keseluruhan
naskah merupakan wujud
monitoring dan evaluasi kinerja
serta perencanaan strategi yang
terintegrasi berbasis nilai
integritas, profesionalisme, dan

networking yang luas

Fungsi Biro
Persidangan I:

Tahapan konsultasi
hasil perumusan draf
Persekjen merupakan

wujud pelaksanaan
dukungan penyusunan
risalah rapat DPR RI

Tugas dan Fungsi:

Tahapan kegiatan ini
berkontribusi terhadap
proses penyusunan
risalah rapat sesuai
Pasal 5 Peraturan
Menteri PAN-RB No.
26/2017 tentang JF
Perisalah Legislatif
melalui konsultasi hasil
perumusan regulasi
yang membantu
pelaksanaan kinerja

Penyampaian Usulan dan
Pembahasan

4.1. Menyampaikan
usulan draf Persekjen ke

Mendapatkan 1 (satu)
catatan dari Kepala

Akuntabel:

Manajemen ASN:

Penyampaian usulan kepada PyB

Penyampaian usulan kepada PyB

Fungsi Biro
Persidangan I:
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Kepala Bagian
Risalah/Kepala Biro
Persidangan | guna

mendapat tindak lanjut

Bagian Risalah/Kepala
Biro Persidangan |
terkait proses
penyampaian usulan
naskah

merupakan wujud akuntabilitas,
yaitu pelaksanaan tugas secara
bertanggung jawab, disiplin, dan
berintegritas tinggi

Kolaboratif:

Penyampaian usulan kepada PyB
merupakan wujud keterbukaan
dan kerja sama untuk
menghasilkan nilai tambah
bersama

merupakan wujud
profesionalitas, keterbukaan,
dan akuntabilitas sesuai Pasal 2
UU No. 20/2023 tentang ASN

SMART ASN:

Penyampaian usulan kepada PyB
merupakan wujud peningkatan
kualitas hasil kinerja di Pelatihan
Dasar berbasis nilai integritas,
profesionalisme, jiwa
hospitality, dan networking yang
luas

Tahapan penyampaian
usulan draf Persekjen
merupakan wujud
pelaksanaan dukungan
penyusunan risalah
rapat DPR RI

Tugas dan Fungsi:

Tahapan kegiatan ini
berkontribusi terhadap
proses penyusunan
risalah rapat sesuai
Pasal 5 Peraturan
Menteri PAN-RB No.
26/2017 tentang JF
Perisalah Legislatif
melalui penyampaian
usulan draf regulasi
yang membantu
pelaksanaan kinerja

4.2. Melakukan sesi
pembahasan dengan
Kepala Bagian
Risalah/Kepala Biro
Persidangan | terkait
tindak lanjut draf
Persekjen

Mendapatkan 1 (satu)
catatan pembahasan
berisi komentar dan
rekomendasi tindak

lanjut terhadap naskah

draf Persekjen

Akuntabel:

Pembahasan naskah draf Persekjen
dengan PyB merupakan wujud
akuntabilitas, yaitu pelaksanaan
tugas secara bertanggung jawab,
disiplin, dan berintegritas tinggi

Kolaboratif:

Pembahasan naskah draf Persekjen
dengan PyB merupakan wujud

Manajemen ASN:

Pembahasan naskah draf
Persekjen dengan PyB
merupakan wujud
profesionalitas, keterbukaan,
dan akuntabilitas sesuai Pasal 2
UU No. 20/2023 tentang ASN

SMART ASN:

Pembahasan naskah draf

Fungsi Biro
Persidangan I:

Tahapan pembahasan
draf Persekjen
merupakan wujud
pelaksanaan dukungan
penyusunan risalah
rapat DPR RI

Tugas dan Fungsi:
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keterbukaan dan kerja sama
untuk menghasilkan nilai tambah

Persekjen merupakan wujud
peningkatan kualitas hasil kinerja

Tahapan kegiatan ini
berkontribusi terhadap

Evaluasi dan Tindak
Lanjut

5.1. Mengevaluasi hasil
akhir draf Persekjen
melalui diskusi dengan
pejabat Bagian Risalah

Mendapatkan 1 (satu)
catatan berisi hasil
evaluasi terhadap

naskah draf Persekjen

yang meliputi
keunggulan, kelemahan,
catatan kritis, dan
kemungkinan langkah
administratif/hukum
selanjutnya

bersama di Pelatihan Dasar berbasis nilai proses penyusunan
integritas, profesionalisme, risalah rapat sesuai
jiwa hospitality, dan networking Pasal 5 Peraturan
yang luas Menteri PAN-RB No.
26/2017 tentang JF
Perisalah Legislatif
melalui pembahasan
draf regulasi yang
membantu pelaksanaan
kinerja
Akuntabel: Fungsi Biro
o . . . Persidangan I:
Evaluasi hasil akhir draf Persekjen Manajemen ASN:

merupakan wujud akuntabilitas,

yaitu melalui pelaksanaan tugas

secara jujur dan bertanggung
jawab

Kompeten:

Evaluasi hasil akhir draf Persekjen
merupakan wujud peningkatan
kompetensi melalui penerimaan

feedback guna menjawab
tantangan lebih lanjut dan
mencapai kualitas kerja yang
terbaik

Kolaboratif:

Evaluasi hasil akhir draf Persekjen

Evaluasi hasil akhir draf
Persekjen merupakan wujud
profesionalitas dan
akuntabilitas sesuai Pasal 2 UU
No. 20/2023 tentang ASN

SMART ASN:

Evaluasi hasil akhir draf
Persekjen merupakan wujud
pengelolaan data dan informasi
secara efektif serta penilaian
terhadap hasil kinerja berbasis
nilai integritas,
profesionalisme, dan
networking yang luas

Tahapan evaluasi hasil
draf Persekjen
merupakan wujud
pelaksanaan dukungan
penyusunan risalah
rapat DPR RI

Fungsi Bagian
Risalah:

Tahapan evaluasi
merupakan wujud
pelaporan pelaksanaan
tugas dan fungsi Bagian
Risalah

Tugas dan Fungsi:
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merupakan wujud keterbukaan
dalam menerima feedback serta
kerja sama dalam memperbaiki
hasil aktualisasi supaya
menghasilkan nilai tambah

Tahapan kegiatan ini
berkontribusi terhadap
proses penyusunan
risalah rapat sesuai
Pasal 5 Peraturan

Menteri PAN-RB No.
26/2017 tentang JF
Perisalah Legislatif
melalui evaluasi draf
regulasi yang membantu
pelaksanaan kinerja

5.2. Menentukan tindak
lanjut terhadap naskah
draf Persekjen pasca-

habituasi melalui diskusi

dengan pejabat Bagian
Risalah

Mendapatkan 1 (satu)
catatan berisi tindak
lanjut terhadap naskah
draf Persekjen yang
telah diajukan

Berorientasi Pelayanan:

Penentuan tindak lanjut naskah
draf Persekjen merupakan wujud
memahami kebutuhan, kinerja

cekatan dan solutif, serta
perbaikan tiada henti terhadap
hasil aktualisasi Pelatihan Dasar

Akuntabel:

Penentuan tindak lanjut naskah
draf Persekjen merupakan wujud
akuntabilitas melalui pelaksanaan
tugas secara bertanggung jawab
terhadap hasil aktualisasi Pelatihan
Dasar

Kolaboratif:

Penentuan tindak lanjut naskah

draf Persekjen merupakan wujud

Manajemen ASN:

profesionalitas dan

akuntabilitas sesuai Pasal 2 UU

No. 20/2023 tentang ASN

SMART ASN:

Penentuan tindak lanjut naskah
draf Persekjen merupakan wujud
pengelolaan data dan informasi

secara efektif serta penilaian

terhadap hasil kinerja berbasis

nilai integritas,
profesionalisme, dan
networking yang luas

Penentuan tindak lanjut naskah
draf Persekjen merupakan wujud

Fungsi Biro
Persidangan I:

Tahapan penentuan
tindak lanjut draf
Persekjen merupakan
wujud pelaksanaan
dukungan penyusunan
risalah rapat DPR RI

Fungsi Bagian
Risalah:

Tahapan penentuan
tindak lanjut draf
Persekjen merupakan

wujud pelaporan
pelaksanaan tugas dan
fungsi Bagian Risalah

Tugas dan Fungsi:

43



keterbukaan terhadap peluang
dan kerja sama dengan pihak lain
yang memungkinkan adanya
tindak lanjut dari hasil aktualisasi
Pelatihan Dasar

Tahapan kegiatan ini
berkontribusi terhadap
proses penyusunan
risalah rapat sesuai
Pasal 5 Peraturan
Menteri PAN-RB No.
26/2017 tentang JF
Perisalah Legislatif
melalui penentuan
tindak lanjut draf
regulasi yang membantu
pelaksanaan kinerja
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B. Stakeholder

Dalam praktiknya, pelaksanaan gagasan aktualisasi perlu melibatkan kerja sama
dengan sejumlah stakeholder guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut merupakan
stakeholder yang dilibatkan dalam pelaksanaan gagasan aktualisasi ini:

1. Perisalah Legislatif di Bagian Risalah sebagai mitra konsultasi dan pemberi masukan;
2. Kepala Bagian Risalah sebagai pimpinan unit kerja dan mitra konsultasi utama; dan

3. Kepala Biro Persidangan I sebagai pimpinan unit pengusul dan mitra konsultasi utama.
C. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

Dalam pelaksanaan aktualisasi pada masa habituasi, terdapat beberapa kemungkinan
kendala. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dalam menghadapi kendala-kendala
tersebut. Berikut merupakan kemungkinan kendala yang akan muncul dan strategi
menghadapinya:

Tabel 4. 2 Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

No. Kendala Strategi Menghadapi Kendala

. Menghubungi PyB sejak hari pert
Terdapat kepentingan mendesak yang * enghubungl LyD sejak hatl pettama

lak ktualisasi
membuat PyB seperti Kepala Bagian Irfefn:sirillizz o dwaal Asast suna

1 | Risalah/Kepala Biro Persidangan I perlu : ] .
e Menyampaikan materi secara

mengganti jadwal pertemuan dalam

rangka pelaksanaan aktualisasi penulis tertulis/virtual apabila PyB tidak dapat

ditemui secara langsung

e Menyiapkan aspek regulasi prioritas
dan menempatkannya pada bab-bab

Materi draf Persekjen sangat banyak dalam draf Persekjen

yang perlu dimasukkan sehingga

7 : . .
kewalahan dalam proses perumusan dan * Menylapkal.l rencana _tindak lanjut
pasca-Pelatihan Dasar guna

input ke dalam naskah ) ]
pembahasan lebih spesifik tentang
keseluruhan materi draf Persekjen

D. Analisis Dampak

Implementasi gagasan pemecahan isu dalam masa pelaksanaan aktualisasi
menimbulkan beberapa dampak jangka pendek, menengah, dan panjang. Berikut merupakan
analisis dampak terhadap implementasi gagasan tersebut:
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Tabel 4. 3 Analisis Dampak Implementasi Gagasan Pemecahan Isu

No. | Rentang Waktu Dampak
1. Jangka Pendek Mengisi kekosongan hukum yang bersifat mendesak,
sehingga dapat menjadi dasar bagi penyusunan risalah dan
(<1 tahun) . L . . .
kegiatan terkait, misalnya audit, penilaian, dan lain-lain
Memunculkan konsistensi terhadap mutu dokumen risalah
rapat yang lebih baik serta sebagai dasar kepatuhan kinerja
Perisalah Legislatif
2. | Jangka Menengah Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi publik
(1-3 tahun) mengln.gat dokumel? risalah rapat dipublikasikan oleh AKD
melalui laman resmi DPR RI
Memicu perbaikan kualitas feedback dan penyesuaian tata
kelola kinerja, khususnya terhadap Bagian Risalah mengenai
tugas dan fungsi penyusunan dokumen risalah rapat
3. Jangka Panjang Menjadi tolok ukur best practices dan mutu dokumen risalah
(>3 tahun) rapat bagi instansi pengguna, yaitu Perisalah Legislatif di

luar Sekretariat Jenderal DPR RI

Meningkatkan mutu risalah rapat sebagai historical records
yang dapat berguna dalam proses pengambilan kebijakan,
pengembangan ilmu pengetahuan, dan lain-lain

E. Jadwal Kegiatan

Gagasan pemecahan isu tersebut akan dilaksanakan pada masa habituasi dengan

rincian jadwal kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Gagasan Pemecahan Isu

Konsultasi Materi Draf Persekjen -

Agustus September
No. Kegiatan/ Tahapan Kegiatan
v | II 111 v
1 Riset Pokok Materi dan Rujukan
' Tambahan
a) Riset pembentukan produk hukum
b) Riset substansi pokok
c) Riset rujukan tambahan
2.

a) Konsultasi dengan mentor dan coach
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b) Konsultasi dengan Kepala Bagian
Risalah/ Kepala Biro Persidangan I

c) Perbaikan dan penyempurnaan materi

Perumusan Draf Persekjen

a) Menyusun kerangka peraturan dan tata
letak

b) Merumuskan dan input pokok substansi

¢) Konsultasi final naskah

Penyampaian Usulan dan Pembahasan

a) Menyampaikan draf Persekjen ke
Kepala Bagian Risalah/ Kepala Biro
Persidangan I

b) Pembahasan dengan Kepala Bagian
Risalah/ Kepala Biro Persidangan I

Evaluasi dan Tindak Lanjut

a) Evaluasi hasil akhir draf Persekjen

b) Penentuan agenda tindak lanjut
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BABYV

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Aktualisasi penulis dilaksanakan mulai dari tanggal 22 Agustus 2024 hingga 3
Oktober 2024 di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dari lima kegiatan yang
direncanakan, terdapat satu kegiatan yang berlangsung di luar jadwal yang semestinya.
Sementara itu, seluruh tahapan kegiatan berlangsung tanpa adanya penambahan atau
pengurangan jumlah tahapan. Berikut tabel realisasi kegiatan aktualisasi penulis:

Tabel 5. 1 Realisasi Jadwal Kegiatan Aktualisasi

No.

Kegiatan/ Tahapan Kegiatan

Agustus

September

1A%

Riset Pokok Materi dan Rujukan
Tambahan

a) Riset pembentukan produk hukum

11

11X

b) Riset substansi pokok

¢) Riset rujukan tambahan

Konsultasi Materi Draf Persekjen

a) Konsultasi dengan mentor dan
coach

b) Konsultasi dengan Kepala Bagian
Risalah/ Kepala Biro Persidangan [

c) Perbaikan dan penyempurnaan
materi

Perumusan Draf Persekjen

a) Menyusun kerangka peraturan dan
tata letak

b) Merumuskan dan input pokok
substansi

c¢) Konsultasi final naskah

Penyampaian Usulan dan
Pembahasan
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a) Menyampaikan draf Persekjen ke
Kepala Bagian Risalah/ Kepala Biro
Persidangan I

b) Pembahasan dengan Kepala
Bagian Risalah/ Kepala Biro
Persidangan I

Evaluasi dan Tindak Lanjut

a) Evaluasi hasil akhir draf Persekjen

b) Penentuan agenda tindak lanjut

. Penjelasan Tahapan Kegiatan

Kegiatan aktualisasi penulis terdiri dari lima kegiatan yang mana masing-
masing kegiatan terdiri dari sejumlah tahapan kegiatan. Berikut merupakan uraian dari
kegiatan dan tahapan kegiatan yang penulis lakukan selama pelaksanaan aktualisasi:

B.1. Riset Pokok Materi dan Rujukan Tambahan
a. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan pertama dilaksanakan mulai dari tanggal 22 Agustus 2024
hingga 31 Agustus 2024. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tiga tahapan
kegiatan sebagai berikut:

1) Melakukan riset mengenai tata cara pembentukan produk hukum di
lingkungan Sekretariat Jenderal DPR

Pada tahapan kegiatan ini, penulis melakukan riset awal mengenai
pembentukan produk hukum guna mengetahui norma atau kaidah apa saja
yang perlu dipatuhi dan dipenuhi dalam penyusunan draf Persekjen.
Referensi utama dalam tahapan kegiatan ini adalah Persekjen Nomor 2
Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan
Sekretariat Jenderal DPR RI dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berikut merupakan bukti kegiatan berupa catatan riset tentang
pembentukan produk hukum yang dapat diakses melalui kode QR,
sedangkan dokumentasi lebih lengkap dapat dilihat pada halaman
lampiran:
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Gambar 5. 1 Catatan Riset Tata Cara Pembentukan Produk Hukum

CATATAN RISET PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
MENGACU PERSEKJEN 2/2022 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM

Kerangka:

A Judul
B. Pembukaan
1. Frasa "Dengan Rahmsat Tuhan Yang Maha Esa”
2. Jabatan Pembentuk Peraturan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum
Batang Tubuh
1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Sanksi (opsional)
4. Ketentuan Peralihan (opsional
5. Ketentuan Penutup
D. Penutup
Lampiran (opsional)

2}

m

Judul:

* Memuat frasa Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Parwakilan Rakyat
Republik Indonesia sebagal jenis peraturan

= Nomor menggunakan angka arab

* Tahun terbit/penetapan

= Nama peraturan bersifat singkat, esensial, dan representatif

e Judul ditulis dengan huruf kapital, diletakkan di tengah, dan tanpa diakhiri tanda
baca

= Judul tidak boleh dengan akronim atau singkatan

2) Melakukan riset mengenai substansi pokok peraturan teknis
penyusunan risalah
Setelah riset pembentukan produk hukum, tahapan kegiatan
selanjutnya adalah riset substansi pokok yang akan dimasukkan ke dalam
draf Persekjen. Riset ini bersumber dari beberapa peraturan dan
kesepakatan tidak tertulis tentang cara penyusunan risalah rapat di Bagian
Risalah.
Berikut merupakan bukti kegiatan berupa catatan riset tentang
substansi pokok draf Persekjen yang dapat diakses melalui kode QR,
sedangkan dokumentasi lebih lengkap dapat dilihat pada halaman

lampiran:
[=]}
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Gambar 5. 2 Catatan Riset Substansi Pokok

CATATAN RISET MATERI POKOK USULAN PERSEKJEN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RISALAH RAPAT

Pokok Materi:

» Menyempurnakan Keputusan BURT No. 11 Tahun 2012 tentang Tata Naskah
Setjon DPR RI

» Mengisi kekosongan klausul/bahasan dalam penyusunan risalah rapat

» Mempertimbangkan status sebagai instansi pembina JFPL

» Merujuk pada aturan hukum yang berlaku seperii Tata Tertib DPR, Keputusan
BURT No. 11 Tahun 2012, Peraturan Arsip Nasional tentang Tata Naskah
Dinas, dil

» Mengambil referensi Hansard Reports dari Parlemen Britania Raya

Ketentuan Umum:

» Definisi Setien DFR R, nsaizh rapat, perisaiah legisiatif, instansi pembina,
instansi pengguna, dil

Maksud dan Tujuan Persekjen:

» Menyamakan persepsi dan memberikan panduan bag PL
»  Memberikan petunjuk teknis berupa standar penyusunan risalah rapat

Fungsi dan Ruang Lingkup Risalah Rapat:

+ Fungsi
¥ sebagai bahan awal atau materi pelengkap dari proses pengambilan

keputusan untuk rapat-rapat selanjutnya

sebagai dasar penyusunan konsep catatan rapat

sebagai dasar penyusunan konsep laporan singkat rapa

sebagai dokumen negara

sebagai salah satu alat bukti terhadap judicial review atas gugatan yang

diajukan masyarakat terhadap produk undang-undang yang dihasilkan

oleh Dewan Peraakilan Rakyat

sebagai salah satu alat bukt terhadap kasus-kasus hukum yang tenadi

sebagai bahan kajian para akademisi dalam melakukan suatu penelitian

sebagai bahan informasi publik yang akurat dan akuntabel

sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban organisasi dalam

melaksanakan lugas pokoknya

4Ly

LS N N

3) Melakukan riset rujukan tambahan dari Hansard Reports UK
Parliament

Sebagai nilai tambah terhadap aktualisasi ini, penulis menambahkan
aspek referensi baru dari UK Parliament tentang penyusunan minutes of
meeting bernama Hansard Reports. Melalui dokumen tentang cara
penyusunan Hansard Reports, penulis meneliti beberapa substansi untuk
kemudian diadaptasikan ke dalam tata cara penyusunan risalah rapat di
Parlemen Indonesia.

Berikut merupakan bukti kegiatan berupa catatan riset tentang
penyusunan Hansard Reports sebagai rujukan tambahan yang dapat
diakses melalui kode QR, sedangkan dokumentasi lebih lengkap dapat
dilihat pada halaman lampiran:
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Gambar 5. 3 Catatan Riset Rujukan Tambahan

RESEARCH NOTES OF HANSARD REPORTS

« Agood minute of mesting will be:
v Brief but intelligible
v Self-contained (no need to refer to other documents)
v In the main, Impersona
v To the full extent that the discussion allows, decisive
« Brevity means a minute should be selective, not a substitute for a verbatim
record. and shouid not attempt to reproduce what every speaker said
« Brevity means an attempt to produce only the essence of the discussion,
picking up the main threads which led to the conclusion
« The points salacted for inclusion In the minute should be racorded as briefly as
possible (use of any striking phrases to reflect the tone of the meeting)

= Structure
¥ Statement of the problem
v Discussion
¥ Chair's summing up (where appropriate)
v Conclusion
« Discussion and summing up main points
v Should be written impersonally (not attributing views to parsons)
v Why? It makes for brevity. avelding redundance, avolding misleading
Impression, averting suggestions for amendment of the minutes
« Do not hesitate to discard the Irrelevant and the Inessential, much said in a
discussion need not be recorded
= Aminute should end vith conclusions which are clear and precise

b. Capaian Aktualisasi
Dari kegiatan pertama, penulis mendapatkan catatan berisi tata cara
pembentukan produk hukum, substansi pokok draf Persekjen, dan rujukan
tambahan dari Hansard Reports UK Parliament.
c. Pemaknaan Nilai BerAKHLAK
1) Berorientasi Pelayanan
Kegiatan pertama merupakan wujud sikap solutif dan perbaikan tiada
henti terhadap permasalahan di Bagian Risalah melalui prosedur yang
tepat serta rujukan yang berkualitas.
2) Kompeten
Kegiatan pertama merupakan wujud peningkatan kompetensi dan
pelaksanaan tugas dengan kualitas terbaik.
3) Adaptif
Kegiatan pertama merupakan wujud penyelesaian masalah secara
adaptif dengan cara menghadirkan pengetahuan dan pendekatan baru.
d. Pemaknaan Nilai Manajemen ASN dan SMART ASN
1) Manajemen ASN
Kegiatan pertama merupakan wujud peningkatan profesionalisme.
2) SMART ASN
Kegiatan pertama merupakan wujud peningkatan nilai integritas dan
profesionalisme, wawasan global, dan penguasaan bahasa asing.
e. Dukungan terhadap Pencapaian Visi Misi Organisasi
Kegiatan pertama mendukung visi misi Sekretariat Jenderal DPR RI dalam
upaya peningkatan profesionalitas, kualitas dukungan, dan pelayanan prima
terhadap Dewan Perwakilan Rakyat RI. Selain itu, kegiatan pertama linier
dengan tugas dan fungsi jabatan penulis, yaitu terkait penyusunan risalah
rapat.

B.2. Konsultasi Materi Draf Persekjen
a. Deskripsi Kegiatan
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Kegiatan kedua dilaksanakan mulai dari tanggal 3 September 2024
hingga 13 September 2024. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tiga tahapan
kegiatan sebagai berikut:

1) Melakukan konsultasi dengan mentor dan coach tentang hasil riset

berupa materi yang akan dimasukkan ke dalam draf Persekjen

Setelah melakukan riset terhadap seluruh kebutuhan, penulis
mengkonsultasikan hasil riset kepada mentor dan coach guna
mendapatkan feedback. Proses konsultasi diharapkan dapat memperbaiki
hasil riset sekaligus menambahkan suatu hal yang sebelumnya
terlewatkan.

Berikut merupakan bukti kegiatan berupa catatan hasil konsultasi
yang dapat diakses melalui kode QR, sedangkan dokumentasi lebih
lengkap dapat dilihat pada halaman lampiran:

Gambar 5. 4 Catatan Konsultasi Mentor dan Coach

Catatan Konsultasi dengan Mentor dan Coach

s Mentor:

1. Draf Persekjen perlu menguatkan peran risalah rapat dari negara lain
yang telah dipilih sebagai referensi (Hansard Reports Parlemen Britania
Raya);

2. Pastikan klausul/norma yang dimasukkan ke dalam draf Persekjen tidak
bertentangan dengan aturan yang telah ada

3. Perlu ada koordinasi dan jaring pendapat dengan perisalah lain dalam
perumusan draf Persekjen sebagai bentuk kolaborasi dan komunikasi
peraturan

4. Draf Persekjen yang felah selesai dirumuskan dapat segera diajukan ke
Kepala Bagian/Kepala Biro Persidangan | untuk dibahas lebih lanjut; dan

5. Pastikan timeline dan proses perumusan draf Persekjen sesuai dengan
rencana dalam rancangan aktualisasi agar tidak menimbulkan masalah di
kemudian hari

» Coach:
1. Materi sudah bagus dan drafting perlu dilakukan dengan baik

2) Melakukan konsultasi dengan Kepala Bagian Risalah dan atasan di
unit kerja guna menyampaikan maksud gagasan aktualisasi,
mendiskusikan masukan, dan menentukan langkah berikutnya

Konsultasi berikutnya dilakukan dengan Kepala Biro Persidangan I,
Kepala Bagian Risalah, dan atasan di unit kerja sebagai stakeholder
aktualisasi ini. Atasan di unit kerja yang terlibat sebagai mitra yaitu: 1)
Nadya Sucianti (PL Ahli Pertama), 2) Oki Rusera (PL Ahli Muda), 3)
Andrie Widianto (PL Ahli Muda), dan 4) Febrianto Wisnu (PL Ahli
Madya). Konsultasi tersebut diharapkan dapat menyesuaikan alur pikir
dari draf Persekjen dengan kebutuhan organisasi dan orientasi tata kelola
Bagian Risalah ke depannya.
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Berikut merupakan bukti kegiatan berupa catatan hasil konsultasi
yang dapat diakses melalui kode QR, sedangkan dokumentasi lebih
lengkap dapat dilihat pada halaman lampiran:

3 (%

Op

Gambar 5. 5 Catatan Konsultasi Atasan, Kabag Risalah, dan Kepala
Biro Persidangan I

Catatan Konsuitasi dengan Atasan di Unit Kerja,
Kepala Bagian, dan Kepala Biro Persidangan | tentang Materi Persekjen

« Atasan di Unit Kerja

1. Pastikan sstiap klausul mengandung basis argumen dan/atau landasan
hukum;

2. Posisikan Persekjen sebagai penyempuma aturan yang sudah eksis
tentang risalah rapat atau pengisi kekosongan/celah hukum;

3, Perfimbangkan status Sefjen DPR sebagai instansi pembina bagi JFPL

4 Ketentuan teknis yang belum diatur sebelumnya dapat diusulkan secara

kreatif dengan tetap memperhatikan aturan hukum terkait yang eksis;
Ketentuan teknis lebih balk dimuat di lampiran

Klausul/norma tentang risalah rapat yang belum dimuat di Tata Tertib
DPR dapat diusulkan sebagal usul penyempurnaan materl risalah rapat
di Tata Tertib DPR di masa depan: dan

7. Matangkan materi dan keseluruhan draf sebelum penyampalan usulan
ke Kepala Biro Persidangan |

* Kepala Bagian

1. Draf Persekjen Juknis Penyusunan Risalah Rapat disesuaikan dengan
tata naskah yang lama (Keputusan BURT No. 12 Tahun 2011) supaya
tidak ada perubahan mayor dari risalah yang sudah lama dipublikasikan

2. Pertimbangkan untuk mengakomodasi aspek kecepatan penyusunan
risalah sebagal dampak adanya Persekjen tersabut;

3. Pertimbangkan untuk mengaitkan SKHK sebagai salah satu baglan dari
kiausul di Persekjen tersebut:

4. Autentifikasi masih menggunakan sistem paraf per lambar.
pertimbangkan untuk penggunaan tanda tangan elektronik dan
biroxrasinya; dan

5. Pertimbangkan aspek teknis seperti rekaman audio yang tidak jelas dan
pengaruhnya dalam penyusunan risalah rapat.

3) Memperbaiki dan menyempurnakan materi draf Persekjen

berdasarkan hasil konsultasi

Setelah konsultasi dengan sejumlah stakeholder, langkah berikutnya
adalah perbaikan dan penyempurnaan materi sebelum disusun ke dalam
format atau templat Persekjen. Tahapan kegiatan ini meliputi pemilahan
ulang substansi yang dapat ditambahkan, dieliminasi, atau dikaji ulang
sebagai muatan Persekjen.

Berikut merupakan bukti kegiatan berupa catatan perbaikan dan
penyempurnaan materi yang dapat diakses melalui kode QR, sedangkan
dokumentasi lebih lengkap dapat dilihat pada halaman lampiran:
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Gambar 5. 6 Catatan Perbaikan dan Penyempurnaan Materi

Catatan Hasil Konsultasi Pekan Kedua

Materi Final Draf Persekjen Petunjuk Teknis Penyusunan Risalah Rapat

» Format disesuaikan templat yang tersedia di laman Portal DPR
« Unsur menimbang:
Masukkan regulasi yang mengisyaratkan keperiuan terhadap juknis

penyusunan risalah rapat

2. Masukkan pertimbangan status Setjen DPR sebagal instans! pembina
JFPL

« Unsur mengingat

1. UU No, 11 Tahun 2008 tentang Informasl dan Transaks! Elektronik
(mengingat risalah dipublikasikan secara elektronik sebagal Informasi
publik)

2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Pubiik
(mengingat risalah sebagal bentuk transparansi terhadap kinerja
kelembagaan dewan)

3. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (termasuk aturan perubahannya

4. Perpres No. 26 Tahun 2020 tentang Sefjen DPR (termasuk aturan
perubahannya)

5. Permenpan No. 26 Tahun 2017 tentang JFPL

6. Parmenpan No. 1 Tahun 2023 tentang JF

7. Persekjen No. 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen
DPR

8. Persekjen No. 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum di
Lingkungan Setjen DPR

* BAB | Ketentuan Umum (Definisi Konseptual)

1. Setjen DPR

2. PL

3. Risalah Rapat
4. Instansi Pembina
5_Instansi Penﬂ'\a

b. Capaian Aktualisasi
Dari kegiatan kedua, penulis mendapatkan catatan berisi hasil konsultasi
dengan mentor, coach, Kepala Bagian, dan Kepala Biro Persidangan I terkait
materi substansi draf Persekjen. Selain itu, penulis mendapatkan satu
dokumen mentah berisi materi yang akan dimasukkan ke dalam draf
Persekjen.
c. Pemaknaan Nilai BerAKHLAK
1) Akuntabel
Kegiatan kedua merupakan wujud pelaksanaan tugas dengan jujur,
bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi.
2) Harmonis
Kegiatan kedua merupakan wujud pelaksanaan tugas dengan menjaga
keharmonisan dan kondusivitas dalam kegiatan Pelatihan Dasar.
3) Loyal
Kegiatan kedua merupakan wujud pelaksanaan tugas dengan menjaga
nama baik sesama ASN dan instansi dengan cara membangun
komunikasi proaktif dan suportif.
4) Adaptif

55



Kegiatan kedua merupakan wujud penyesuaian diri terhadap
perubahan keadaan, pemanfaatan peluang inovasi, pengembangan
kreativitas, dan tindakan yang proaktif.
5) Kolaboratif
Kegiatan kedua merupakan wujud kerja sama guna menghasilkan nilai
tambah dalam pelaksanaan Pelatihan Dasar.
d. Pemaknaan Nilai Manajemen ASN dan SMART ASN
1) Manajemen ASN
Kegiatan kedua merupakan wujud peningkatan profesionalisme,
keterbukaan, akuntabilitas, serta kinerja efektif dan efisien.
2) SMART ASN
Kegiatan kedua merupakan wujud peningkatan integritas,
profesionalisme, dan pemanfaatan networking yang luas.
e. Dukungan terhadap Pencapaian Visi Misi Organisasi
Kegiatan kedua mendukung fungsi Biro Persidangan I dalam hal pelaksanaan
dukungan penyusunan risalah DPR RI. Selain itu, kegiatan kedua linier
dengan tugas dan fungsi jabatan penulis, yaitu terkait penyusunan risalah
rapat.

B.3. Perumusan Draf Persekjen
a. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan ketiga dilaksanakan mulai dari tanggal 9 September 2024
hingga 17 September 2024. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tiga tahapan
kegiatan sebagai berikut:

1) Menyusun kerangka peraturan dan tata letak sesuai Persekjen No. 2

Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum

Pada tahapan kegiatan ini, penulis mengunduh templat Persekjen
dari laman Portal DPR kemudian menyusun kerangka utama yang
meliputi konsiderans, judul bab, dan judul lampiran. Proses ini juga
mencakup pengaturan tentang format teknis Persekjen seperti jenis huruf,
ukuran huruf, dan tata letak lampiran sesuai peraturan yang berlaku.

Berikut merupakan bukti kegiatan berupa kerangka awal Persekjen
yang dapat diakses melalui kode QR, sedangkan dokumentasi lebih
lengkap dapat dilihat pada halaman lampiran:

[=] 5 o]

[=]
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Gambar 5. 7 Kerangka Awal Draf Persekjen

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MAT TU.

S JENDERAL
ELIK INDCNESIA,

DEWAN FERWAKILA

Menimbeag |7 [ a

Mengng= |

2) Merumuskan pokok subtansi dan memasukkannya ke dalam naskah
draf Persekjen yang meliputi butir-butir pasal, ayat, huruf, dan lain-
lain

Selanjutnya, penulis memasukkan substansi ke dalam draf Persekjen
yang meliputi klausul dalam bentuk pasal, ayat, huruf, dan lampiran
terkait. Secara keseluruhan, draf Persekjen yang telah disusun terdiri dari
6 bab, 14 pasal, dan 4 lampiran.

Berikut merupakan bukti kegiatan berupa naskah lengkap Persekjen
yang dapat diakses melalui kode QR, sedangkan dokumentasi lebih
lengkap dapat dilihat pada halaman lampiran:

[m] ! [m]

[=] :
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Gambar 5. 8 Naskah Lengkap Draf Persekjen

primans dimaksud

Peratursn Sciyetens Jendersl iri berekc: sgiak tangzal
ditetapkan

3) Melakukan konsultasi tahap akhir terkait keseluruhan naskah draf
Persekjen dengan Kepala Bagian Risalah dan atasan di unit kerja
sebelum dilakukan penyampaian usulan

Proses perumusan dan input ke dalam draf kemudian disempurnakan
dengan konsultasi akhir. Konsultasi ini dilakukan dengan atasan di unit
kerja, yaitu Febrianto Wisnu (PL Ahli Madya) guna mengoreksi dan
memperbaiki kesalahan dalam proses drafting. Selain itu, tahapan
kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menyiapkan seluruh materi yang
diperlukan dalam tahapan kegiatan berikutnya sebagai inti aktualisasi
penulis, yaitu penyampaian usulan dan pembahasan.

Berikut merupakan bukti kegiatan berupa catatan konsultasi akhir
hasil draf Persekjen yang dapat diakses melalui kode QR, sedangkan
dokumentasi lebih lengkap dapat dilihat pada halaman lampiran:
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Gambar 5. 9 Catatan Konsultasi Final

Catatan Konsultasi Final Naskah Persekjen
Tanggal 17 September 2024

Mitra konsultasi:

Fabrianto Wishu Subroto, S.Pd., M AP, (Pansalah Legislabl Ahli Madya)

Poin catatan:

« Menimbang Rapermenpan JF Bidang Keahlian dan Pearsidangan/Rapat, istilah
legislatif dalam nama jabatan di Persekjen diber kurung untuk menandakan
kemungkinan dihapus

« Persekjen tidak periu mencantumkan alur penyusunan risalah dan pembaglan
tugas per jabatan apabila masih sedang dalam pembahasan di infernal
unit kerja Bagian Risalah

* Berkan penagasan dalam bentuk Kausul bahwa pemberiakuan Persekjen
tersebut dimaksudkan untuk menyamakan format risalah di seluruh unit AKD

b. Capaian Aktualisasi
Dari kegiatan ketiga, penulis mendapatkan naskah draf Persekjen yang
lengkap dan sesuai dengan format yang telah ditentukan. Selain itu, penulis
mendapatkan satu catatan konsultasi mengenai hasil akhir draf Persekjen.
c. Pemaknaan Nilai BerAKHLAK
1) Berorientasi Pelayanan
Kegiatan ketiga merupakan wujud pelayanan yang cekatan dan solutif;,
dapat diandalkan, perbaikan tiada henti, serta memahami dan
memenuhi kebutuhan.
2) Akuntabel
Kegiatan ketiga merupakan wujud pelaksanaan tugas secara
bertanggung jawab, cermat, dan berintegritas tinggi.
3) Kolaboratif
Kegiatan ketiga merupakan wujud sikap terbuka dan kerja sama guna
menghasilkan nilai tambah dalam pelaksanaan Pelatihan Dasar.
d. Pemaknaan Nilai Manajemen ASN dan SMART ASN
1) Manajemen ASN
Kegiatan ketiga merupakan wujud pemberian kepastian hukum,
keterpaduan, peningkatan profesionalisme, keterbukaan, dan
akuntabilitas.
2) SMART ASN
Kegiatan ketiga merupakan wujud peningkatan profesionalisme,
integritas, penguasaan IT, dan pemanfaatan networking yang luas.
e. Dukungan terhadap Pencapaian Visi Misi Organisasi
Kegiatan ketiga mendukung fungsi Biro Persidangan I dalam hal pelaksanaan
dukungan penyusunan risalah DPR RI. Selain itu, kegiatan ketiga linier
dengan tugas dan fungsi jabatan penulis, yaitu terkait penyusunan risalah
rapat.

B.4. Penyampaian Usulan dan Pembahasan
a. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan keempat dilaksanakan pada tanggal 30 September 2024.
Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari dua tahapan kegiatan sebagai berikut:
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1) Menyampaikan wusulan draf Persekjen ke Kepala Bagian

Risalah/Kepala Biro Persidangan I guna mendapat tindak lanjut

Mulanya, tahapan kegiatan ini diprioritaskan untuk menyasar
Kepala Biro Persidangan I sebagai stakeholder utama. Akan tetapi,
perubahan jadwal kegiatan mesti dilakukan secara mendadak karena
kesibukan Kepala Biro Persidangan I dalam persiapan agenda pelantikan
anggota baru DPR RI yang tidak dapat diganggu. Kepala Biro Persidangan
I juga menawarkan agar penyampaian usulan dapat dilakukan setelah
agenda pelantikan. Namun, menimbang waktu yang sangat terbatas,
penulis memutuskan untuk melakukan penyampaian usulan dan
pembahasan dengan Kepala Bagian Risalah dan pejabat lain. Sedangkan,
pertemuan dengan Kepala Biro Persidangan I dapat dilakukan pasca-
habituasi di luar dari kebutuhan aktualisasi.

Berikut merupakan bukti kegiatan berupa catatan penyampaian
usulan draf Persekjen yang dapat diakses melalui kode QR, sedangkan
dokumentasi lebih lengkap dapat dilihat pada halaman lampiran:

Gambar 5. 10 Catatan Penyampaian Usulan Draf Persekjen

Catatan Penyampaian Usulan Draf Persekjen Tanggal 30 September 2024

« Stakeholder yang Terlibat:
1. Kepaia Bagian Risalah
2. Kepala Subbagian Risalah
Kepaia Subbagian Tata Usaha Risalah
. Perisalah Legisiatif Ahli Madya
. Perisalah Legisiatif Ahli Muda
Perisalah Legislatif Ahli Pertama
Mentor

Nk w

« Poin Catatan:
1. Usulan draf Persekjen merupakan gagasan bagus sebagai bagian dari
pengaturan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
2. Pertimbangkan kemungkinan bahwa draf Persekjen tersebut dapat
dilebur dengan aturan lain sebagai wujud efisiensi hukum
Pertimbangkan labih lanjut kondisi dan keperiuan instansi pengguna

w

sebagai bahan perbaikan draf Persekjen ke depan

4. Draf Persekjen tersebut dapat ditindaklanjuti dengan mengadakan
pembahasan lebih lanjut dengan Biro Hukum atau stakehoider terkait

5. Pemaparan draf Persekjen lebih baik dalam format slides, bukan
naskah

2) Melakukan sesi pembahasan dengan Kepala Bagian Risalah/Kepala
Biro Persidangan I terkait tindak lanjut draf Persekjen
Tahapan kegiatan pembahasan dilakukan pada sesi berikutnya
setelah penyampaian usulan. Dalam pembahasan, penulis menerima
beberapa komentar dan saran terkait draf Persekjen hasil aktualisasi yang
meliputi aspek teknis, legal, dan administratif. Terdapat 10 orang yang
hadir dalam agenda penyampaian usulan dan pembahasan yang meliputi
Kepala Bagian Risalah, Kepala Subbagian Risalah dan TU, dan pejabat
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fungsional yang saat ini terlibat dalam penyusunan Petunjuk Teknis
Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif.

Berikut merupakan bukti kegiatan berupa catatan pembahasan draf
Persekjen yang dapat diakses melalui kode QR, sedangkan dokumentasi
lebih lengkap dapat dilihat pada halaman lampiran:

Gambar 5. 11 Catatan Pembahasan Draf Persekjen

Catatan Pembahasan Draf Persekjen Tangqal 30 September 2024

« Stakehoider yang Teriibat:

Kepala Bagian Risalah

Kepala Subbagian Risalah

. Kepaia Subbagian Tata Usaha Risalah
Perisalah Lagisiatif Ahli Madya
Perisalah Legislatif Ahli Muda
Perisalah Legisiatif Ahli Pertama
Mentor

ND o s R

« Poin Catatan
Format judul risalah rapat periu dikaji ulang
Format penulisan jabatan peserta rapat perlu dikaji ulang

. Format penulisan daftar hadir periu dikaji ulang
Format penulisan undangan rapat periu dikaji ulang
Pertimbangkan perbedaan antara rapat AKD dengan persidangan
paripurna

. Pelgjari hasll dan kesepakatan bimbingen teknis penulisan risalah rapat
apabila ada
Kepata risalah rapat di instansi pengguna dapat menggunakan kop atau
ogo Instansi dasrah yang bersangkutan

. Keputusan BURT No. 12 Tahun 2011 hanya diposisikan sebagal
referensi

O bW

@

b. Capaian Aktualisasi
Dari kegiatan keempat, penulis mendapatkan catatan terkait proses
penyampaian usulan dan pembahasan draf Persekjen dengan stakeholder
terkait.
c. Pemaknaan Nilai BerAKHLAK
1) Akuntabel
Kegiatan keempat merupakan wujud pelaksanaan tugas secara
bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi.
2) Kolaboratif
Kegiatan keempat merupakan wujud keterbukaan dan kerja sama untuk
menghasilkan nilai tambah bersama.
d. Pemaknaan Nilai Manajemen ASN dan SMART ASN
1) Manajemen ASN
Kegiatan keempat merupakan wujud peningkatan profesionalisme,
keterbukaan, dan akuntabilitas.
2) SMART ASN
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Kegiatan keempat merupakan wujud peningkatan integritas,
profesionalisme, jiwa hospitality, dan pemanfaatan networking yang
luas.
e. Dukungan terhadap Pencapaian Visi Misi Organisasi
Kegiatan keempat mendukung fungsi Biro Biro Persidangan I dalam hal
pelaksanaan dukungan penyusunan risalah DPR RI. Selain itu, kegiatan
keempat linier dengan tugas dan fungsi jabatan penulis, yaitu terkait
penyusunan risalah rapat.

B.5. Evaluasi dan Tindak Lanjut
a. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan kelima dilaksanakan pada tanggal 30 September 2024.
Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tiga tahapan kegiatan sebagai berikut:

1) Mengevaluasi hasil akhir draf Persekjen melalui diskusi dengan

pejabat Bagian Risalah

Tahapan kegiatan evaluasi ditujukan untuk mengumpulkan feedback
terhadap hasil aktualisasi dan proses pengerjaannya. Mitra atau
stakeholder yang terlibat dalam tahapan kegiatan ini adalah Kepala
Bagian Risalah dan atasan di unit kerja, yaitu Oki Rusera (PL Ahli Muda).
Dalam tahapan ini pula penulis meminta bantuan Kepala Bagian Risalah
untuk membuat video testimoni tentang hasil aktualisasi penulis.

Berikut merupakan bukti kegiatan berupa catatan evaluasi yang
dapat diakses melalui kode QR, sedangkan dokumentasi lebih lengkap
dapat dilihat pada halaman lampiran:
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Gambar 5. 12 Catatan Evaluasi

Catatan Evaluasi Penyusunan Draf Persekjen

« Stakeholder yang Teriibat:
1. Kepala Bagian Risalah
2. Perisalah Legislatif Ahli Madya
3. Perisalah Legislatif Ahli Muda

+ Poin Catatan

1. Draf Persekjen hasil aktualisasi ini mendukung upaya perbaikan
organisasi di Bagian Risalah

2. Keterbatasan waktu penyusunan draf Persekjen selama masa habituasi
membuat substans| atau materl di dalamnya masih terbatas. sehingga
periu dilakukan penyempurnaan lebih lanjut dengan stakeholder lain
supaya capaian aktualisasi ini dapat lebih terasa manfaatnya

3. Draf Persekjen perlu diselaraskan dengan peraturan lain yang sedang
disusun di lingkungan Bagian Risalah, seperti SOP, SKHK, dan Petunjuk
Teknis Jabatan Fungsional Perisalah Legisiatif

4, Pertimbangkan bahwa draf tersebut tidak dijadikan satu Persekjen
tersendirl, namun dapat digabungkan ke dalam Persekjen tentang
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsicnal Perisalah Legislatif

5. Pelajarl lebih lanjut kondisi dan keperluan di Instansi pengguna terkait
penyusunan risalah rapat sehingga draf Persekjen ke depannya dapat
leblh komprehensif sebagai outpu! instansi pembina

2) Menentukan tindak lanjut terhadap naskah draf Persekjen pasca-

habituasi melalui diskusi dengan pejabat Bagian Risalah

Evaluasi dilanjutkan dengan penentukan tindak lanjut mengingat
bahwa hasil aktualisasi penulis merupakan produk berkelanjutan yang
berjangka panjang. Penentuan tindak lanjutan dilakukan bersama atasan
di unit kerja, yaitu Febrianto Wisnu (PL Ahli Madya) yang juga
merupakan ketua tim penyusunan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional
Perisalah Legislatif. Penentuan tindak lanjut menyasar beberapa hal,
misalnya pembuatan dokumen lanjutan seperti kerangka acuan dan nota
dinas, pembentukan tim, pengkajian kebutuhan dan kondisi instansi
pengguna, dan lain-lain.

Berikut merupakan bukti kegiatan berupa catatan penentuan tindak
lanjut yang dapat diakses melalui kode QR, sedangkan dokumentasi lebih
lengkap dapat dilihat pada halaman lampiran:
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Gambar 5. 13 Catatan Penentuan Tindak Lanjut

Catatan Penentuan Tindak Lanjut Hasil Penyusunan Draf Persekien

* Stakeholder yang Terlibat
1. Kepala Bagian Risalah
2. Perisalah Legislatif Ahli Madya
3. Perisalah Legisiatif Ahli Muda

« Poin Catatan
1. Draf Persekjen dapat ditindaklanjutl dengan menyelaraskan [sinya
dengan rancangan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perisalah
Legislatif
2. Draf Persekjen dapat ditindaklanjuti dengan membentuk tim atau
kelompok kerja
. Draf Persekjen dapat ditindaklanjuti dengan menyusun kerangka acuan
dan nota dinas setelah pembahasan labih lanjut

w

b. Capaian Aktualisasi
Dari kegiatan kelima, penulis mendapatkan catatan hasil evaluasi dan rencana
tindak lanjut terhadap draf Persekjen yang sudah disusun dan diusulkan.
c. Pemaknaan Nilai BerAKHLAK
1) Berorientasi Pelayanan
Kegiatan kelima merupakan wujud memahami kebutuhan, Kinerja
cekatan dan solutif, serta perbaikan tiada henti.
2) Akuntabel
Kegiatan kelima merupakan wujud pelaksanaan tugas secara jujur dan
bertanggung jawab.
3) Kompeten
Kegiatan kelima merupakan wujud peningkatan kompetensi melalui
penerimaan feedback guna mencapai kualitas Kerja terbaik.
4) Kolaboratif
Kegiatan kelima merupakan wujud keterbukaan dan kerja sama
terhadap hasil aktualisasi.
d. Pemaknaan Nilai Manajemen ASN dan SMART ASN
1) Manajemen ASN
Kegiatan kelima merupakan wujud peningkatan profesionalisme
dan akuntabilitas.
2) SMART ASN
Kegiatan kelima merupakan wujud peningkatan integritas,
profesionalisme, dan pemanfaatan networking yang luas.
e. Dukungan terhadap Pencapaian Visi Misi Organisasi
Kegiatan kelima mendukung fungsi Biro Persidangan I dalam hal pelaksanaan
dukungan penyusunan risalah DPR RI. Kegiatan ini juga linier dengan tugas
dan fungsi jabatan penulis, yaitu terkait penyusunan risalah rapat. Selain itu,
kegiatan ini mendukung fungsi Bagian Risalah dalam hal pelaporan
pelaksanaan tugas.

C. Stakeholder
Pelaksanaan aktualisasi penulis melibatkan tiga stakeholder utama di lingkungan
Sekretariat Jenderal DPR RI. Berikut merupakan peran masing-masing stakeholder:

1. Perisalah Legislatif di Bagian Risalah sebagai mitra konsultasi dan pemberi masukan;

2. Kepala Bagian Risalah sebagai pimpinan unit kerja dan mitra konsultasi utama; dan
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3. Kepala Biro Persidangan I sebagai pimpinan unit pengusul dan mitra konsultasi utama.

D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

Dalam pelaksanaan aktualisas, terdapat beberapa kemungkinan kendala. Oleh karena

itu, diperlukan strategi yang tepat dalam menghadapi kendala-kendala tersebut. Berikut
merupakan kemungkinan kendala yang akan muncul dan strategi menghadapinya:

Tabel 5. 2 Kendala Riil dan Strategi Menghadapi Kendala

Persidangan I perlu
mengganti jadwal
pertemuan dalam
rangka pelaksanaan
aktualisasi penulis

No. Prediksi Kendala Kendala Riil Stra;zf:l};;[;:i?ldapl
e Mengatur ulang jadwal
pertemuan dengan Kepala
Biro Persidangan I pasca-
Terdapat kepentingan , , habituasi agar pembahasan
mendesak yang Kepala. Biro Persidangan [ dapat tetap berjalan
membuat PyB seperti | Sebagai salah satu e Mengganti stakeholder
Kepala Bagian stakeholder utama dalam tahapan kegiatan
| Risalah/ Kepala Biro terpaksa mengatur ulang penyampaian usulan

jadwal pertemuan karena
persiapan agenda
pelantikan anggota baru
DPR RI yang memakan
waktu cukup lama

menjadi Kepala Bagian
Risalah

e Materi draf Persekjen untuk
penyampaian usulan
dimatangkan lebih lanjut
menjelang Permenpan-RB
tentang JF PL yang baru
dan Persekjen turunannya

Materi draf Persekjen
sangat banyak yang
perlu dimasukkan

2 | sehingga kewalahan
dalam proses
perumusan dan input
ke dalam naskah

Tidak ada

Tidak ada, keseluruhan materi
yang telah disiapkan telah
dapat dirumuskan dan
dimasukkan ke dalam draf
Persekjen
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E. Analisis Dampak
Pelaksanaan aktualisasi telah dan akan menimbulkan beberapa dampak dalam jangka
pendek, menengah, dan panjang. Berikut merupakan analisis singkat terhadap dampak
pelaksanaan aktualisasi tersebut:

Tabel 5. 3 Analisis Dampak Pelaksanaan Aktualisasi

No. | Rentang Waktu Dampak

1. Jangka Pendek e Bertindak sebagai dasar hukum bagi penyusunan risalah
rapat yang dapat diselaraskan dengan peraturan lain tentang
pelaksanaan jabatan fungsional Perisalah Legislatif seperti
SOP dan SKHK.

e Memberikan tawaran standardisasi format risalah rapat
untuk digunakan seluruh Perisalah Legislatif dengan dasar
hukum yang kuat.

(<1 tahun)

2. | Jangka Menengah | e Menjadi early trigger bagi peningkatan akuntabilitas dan

(1-3 tahun) transparansi publik menimbang status dokumen risalah rapat
sebagai salah satu produk Sekretariat Jenderal DPR RI.

e Menjadi bahan pembahasan dalam agenda perbaikan tata
kelola Bagian Risalah, utamanya terkait dengan regulasi
dokumen risalah rapat sebagai salah satu output kinerja
Perisalah Legislatif.

3. Jangka Panjang e Menawarkan skema pengaturan terkait dokumen risalah

(>3 tahun) rape?t sek.)agai sa.lah SatL‘l acuar% dan tolok ukur best practices
bagi perisalah di level instansi pengguna.

e Menjadi salah satu kontributor dalam peningkatan mutu
dokumen risalah rapat sebagai historical records yang dapat
berguna  dalam  proses  pengambilan  kebijakan,

pengembangan ilmu pengetahuan, dan lain-lain.
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F. Komparasi Before-After
Setelah melaksanakan kegiatan aktualisasi, dapat dihasilkan suatu komparasi terhadap
kondisi yang eksis sebelum aktualisasi dengan setelah aktualisasi. Kondisi tersebut
menyangkut pengaturan tentang standar format risalah rapat. Berikut merupakan uraian singkat
komparasi tersebut:

Tabel 5. 4 Komparasi Before-After

Sebelum Aktualisasi Setelah Aktualisasi

BAB Il
JENIS DAN FORMAT NASKAH
i

A NasK

Keputusan BURT No. 12/BURT/DPR
RI/11/2011-2012 tentang Penetapan
Pedoman Penyusunan Naskah Resmi dan
Surat Dinas DPR RI

Draf Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Risalah Rapat

Berdasarkan komparasi di atas, dapat diketahui bahwa pengaturan tentang standar
format risalah rapat sebelum aktualisasi mengacu kepada Keputusan BURT No.
12/BURT/DPR RI/II/2011-2012 tentang Penetapan Pedoman Penyusunan Naskah Resmi dan
Surat Dinas DPR RI. Aturan tersebut mengatur penyusunan risalah rapat secara umum tanpa
detail yang rinci. Terlebih, aturan tersebut belum disusun dengan orientasi sebagai instansi
pembina sehingga tidak cukup relevan untuk digunakan dalam menghadapi situasi dan
tantangan yang akan datang.

Setelah aktualisasi, pengaturan tentang standar format risalah rapat diakomodasi di
dalam draf Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Risalah
Rapat secara lebih detail sehingga standardisasi format lebih dapat dicapai. Draf Persekjen
tersebut juga hanya mengatur risalah rapat sebagai satu dokumen secara spesifik. Selain itu,
draf Persekjen juga menguatkan kedudukan hukum dari pengaturan risalah rapat itu sendiri.
Terakhir, draf Persekjen memperkuat keabsahan dan legalitas sebagai acuan bagi kinerja
perisalah di instansi pengguna.
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Hal lain yang perlu digarisbawahi setelah aktualisasi adalah bahwa draf Persekjen
tersebut merupakan hasil kolaborasi antara penulis dengan beberapa rekan CPNS Sekretariat
Jenderal DPR RI Tahun Anggaran 2023 yang memiliki singgungan topik tentang format risalah
rapat. Kolaborasi dalam hal ini utamanya berupa diskusi guna menyamakan persepsi tentang
aspek-aspek teknis dalam penyusunan risalah rapat. Dengan demikian, draf Persekjen hasil
aktualisasi merupakan produk pemikiran yang dapat mewadahi gagasan kreatif beberapa rekan
CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI yang menunjukkan adanya kolaborasi dalam pemecahan
masalah di unit kerja. Berikut merupakan tiga rekan CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI di unit
kerja Bagian Risalah yang terlibat aktif dalam diskusi terkait substansi draf Persekjen bersama
penulis:

Tabel 5. 5 Rekan CPNS sebagai Mitra Diskusi

No. Nama Aktualisasi

Standardisasi Penyusun Bagian Kepala Pada

1. F A , S.I.LKom. -
anaya Armansy. om Risalah Rapat Sementara

Penyusunan Panduan Penulisan Daftar Kehadiran
2. | Keysha Raafasya Fonna, S.I.A. Risalah dalam Bentuk Infografis untuk
Mendukung Keseragaman Risalah Rapat

Panduan Tata Cara Penamaan Pembicara pada

3. | Sabila Aulia Rakhman, S.Sos. Risalah Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Laporan aktualisasi ini merupakan produk tertulis dari kegiatan Pelatihan Dasar CPNS
Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 yang diikuti oleh penulis. Laporan ini disusun sebagai
wujud internalisasi dan implementasi seluruh materi pembelajaran, antara lain nilai-nilai
BerAKHLAK, Manajemen ASN, SMART ASN, dan hal-hal terkait. Laporan ini juga
menghadirkan manfaat kepada penulis dan unit kerja Bagian Risalah yang diharapkan
membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ke depan.

Melalui serangkaian proses, laporan aktualisasi ini menguraikan proses pelaksanaan
satu gagasan kreatif berupa perumusan draf Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Risalah Rapat sebagai standardisasi format risalah rapat di
Bagian Risalah. Gagasan tersebut berupaya mengatasi permasalahan belum tersedianya format
risalah rapat yang terstandardisasi, kekosongan hukum tentang penyusunan risalah rapat, dan
keperluan menghadirkan pedoman atau acuan bagi instansi pengguna menimbang status
Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai instansi pembina di ranah Jabatan Fungsional Perisalah
Legislatif.

Secara prinsip, gagasan tersebut linier dengan tugas dan fungsi penulis sebagai
Perisalah Legislatif Ahli Pertama, khususnya berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 7 Ayat (1) huruf a
Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah
Legislatif yang menyatakan bahwa penyusunan risalah rapat sementara sebagai salah satu
tugas penulis. Sebab, penyusunan risalah rapat sementara sebagai embrio risalah rapat resmi
memerlukan ketentuan dan format yang terstandar dan rigid sebagai acuan atau benchmark
terhadap kualitas dokumen. Gagasan tersebut juga linier dengan fungsi penulis sebagai ASN
berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yaitu sebagai
pelayan publik yang utamanya berkaitan dengan peran risalah rapat sebagai salah satu wujud
transparansi DPR.

Kemudian, gagasan tersebut disusun dengan berpanduan pada nilai-nilai
BerAKHLAK, Manajemen ASN, dan SMART ASN. Nilai-nilai BerAKHLAK mencakup tujuh
aspek, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan
Kolaboratif. Sedangkan untuk Manajemen ASN dan SMART ASN antara lain mencakup
profesionalisme, integritas, kepastian hukum, keterpaduan, dan penguasaan terhadap
teknologi.

Gagasan tersebut kemudian dilaksanakan dengan rincian kegiatan yang rigid. Terdapat
lima kegiatan, yaitu riset materi; konsultasi dengan mentor, coach, atasan unit kerja, dan
Kepala Bagian Risalah; perumusan draf Persekjen; penyampaian usulan dan pembahasan
kepada Kepala Bagian Risalah/Kepala Biro Persidangan [; serta evaluasi dan tindak lanjut.
Masing-masing kegiatan diturunkan ke dalam tahapan kegiatan sehingga diperoleh 13 tahapan
kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga melibatkan stakeholder terkait dengan analisis
kendala, analisis dampak, dan jadwal kegiatan yang tersusun rapi. Dengan demikian,
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diharapkan bahwa gagasan penulis yang telah dilaksanakan dan dijelaskan dalam laporan
aktualisasi ini dapat menjadi tawaran penyelesaian yang inovatif guna menjawab permasalahan
yang eksis di Sekretariat Jenderal DPR RI secara umum dan Bagian Risalah secara khusus,
utamanya mengenai belum tersedianya format risalah rapat yang terstandardisasi.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya, dapat

disampaikan beberapa saran guna mengoptimalisasi dan menindaklanjuti pelaksanaan
aktualisasi dalam laporan ini yaitu:

1.

Pelibatan stakeholder yang lebih luas guna mempermudah penyusunan Persekjen
hingga diresmikan, misalnya melalui pembentukan tim Persekjen, komunikasi dengan
Biro Hukum, uji petik/beban dengan instansi pengguna, dan sebagainya;

Sosialisasi kepada seluruh Sekretariat Alat Kelengkapan Dewan tentang produk akhir
Persekjen apabila telah diresmikan;

Pemeliharaan komunikasi yang lebih aktif dan proaktif dengan para stakeholder guna
meningkatkan mutu gagasan;

Pengelolaan feedback yang lebih mendalam dan aplikatif guna memperkuat dimensi
teknis dan substantif draf Persekjen tersebut;

Penyediaan data yang lebih holistik dan aktual serta dilengkapi dengan penjelasan
tentang konteks permasalahan yang lebih makro, misalnya kekosongan hukum tentang
risalah rapat secara nasional; dan

Pengkajian terhadap masalah risalah secara makro, misalnya pengelolaan risalah
sebagai bagian dari arsip nasional, pengaturan masa retensi risalah, dan lain-lain.
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Lampiran

Lampiran 1.a : Formulir Alat Bantu Mentoring Rancangan Aktualisasi

Nama

Unit Kerja
Jabatan

Isu Kegiatan
Nama Mentor

:  Rifqi Ahmad Makarim, S.I.P.
NIP :200009222024041001

Bagian Risalah Sekretariat Jenderal DPR RI
Perisalah Legislatif Ahli Pertama

Belum Tersedianya Format Risalah Rapat yang Terstandardisasi
Ines Adhitya Pambudi, S.Sos

Kegiatan 1: Riset Pokok Materi dan Rujukan Tambahan

PENYELESAIAN KEGIATAN

CATATAN MENTOR

PARAF
MENTOR

1.1. Melakukan riset mengenai tata
cara pembentukan produk
hukum di lingkungan
Sekretariat Jenderal DPR.

1.2. Melakukan riset mengenai
substansi pokok peraturan
teknis penyusunan risalah.

1.3. Melakukan riset rujukan
tambahan dari Hansard Reports
UK Parliament.

Output:

e Satu (1) catatan tentang tata
cara pembentukan produk
hukum.

e Satu (1) catatan tentang
substansi pokok draf Persekjen.

e Satu (1) catatan tentang
Hansard Reports sebagai
rujukan tambahan.

Keterkaitan Substansi Mata

Pelatihan:

e Berorientasi Pelayanan:
Kegiatan pertama merupakan
wujud perbaikan tiada henti
terhadap permasalahan di Bagian
Risalah melalui pencarian
informasi substansial. Selain itu,
kegiatan tersebut mengindasikan
adanya sikap solutif.

e Kompeten:

Pastikan bahwa format dan struktur
Persekjen mengacu pada dasar
hukum yang sesuai.
Pertimbangkan untuk memberikan
contoh format risalah di bagian
lampiran.

Tentukan batasan secara lebih jelas
tentang hal-hal apa saja yang diatur
di dalam Persekjen.

Tentukan batasan secara lebih jelas
tentang status peraturan lain yang
terkait dengan tata naskah risalah
rapat, misalnya Keputusan BURT
No. 12 Tahun 2011.

Berikan penekanan lebih pada
aspek referensi, misalnya dengan
menambahkan hal-hal lain terkait
penyusunan risalah yang dapat
mengacu dari produk risalah UK
Parliament.

Pastikan bahwa substansi yang
mengacu dari produk risalah UK
Parliament  telah  disesuaikan
dengan kondisi di DPR RI.
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Kegiatan pertama merupakan
wujud peningkatan kompetensi
di bidang regulasi risalah
sekaligus wujud pelaksanaan
tugas sebagai CPNS Perisalah
Legislatif Ahli Pertama dengan
kualitas terbaik.

Adaptif:

Kegiatan pertama merupakan
wujud penyelesaian masalah di
Bagian Risalah secara adaptif
dengan cara menghadirkan
pengetahuan dan pendekatan
baru dari parlemen di luar negeri.
Manajemen ASN:

Kegiatan pertama merupakan
wujud peningkatan
profesionalitas sesuai Pasal 1
ayat (5) dan Pasal 2 UU No.
20/2023 tentang ASN.

SMART ASN:

Kegiatan pertama merupakan
wujud pengelolaan data dan
informasi secara efektif,
perencanaan strategi yang
terintegrasi, wawasan global,
penguasaan bahasa asing, serta
pemanfaatan teknologi untuk
mengakses pengetahuan berbasis
nilai profesionalisme dan
integritas.

Kontribusi terhadap Visi Misi
Organisasi:

Visi dan Misi Sekretariat
Jenderal DPR RI:

Kegiatan pertama merupakan
upaya peningkatan
profesionalitas, kualitas
dukungan, dan pelayanan prima
terhadap Dewan Perwakilan
Rakyat RI.

Tugas dan Fungsi:

Kegiatan pertama berkontribusi
terhadap proses penyusunan
risalah rapat sesuai Pasal 5
Peraturan Menteri PAN-RB No.
26/2017 tentang JF Perisalah
Legislatif melalui konsultasi
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tentang perumusan regulasi yang
membantu pelaksanaan kinerja.

Penguatan Nilai BerAKHLAK:
Kegiatan pertama menguatkan tiga
nilai BerAKHLAK, yaitu
Berorientasi Pelayanan, Kompeten,
dan Adaptif.

Kegiatan 2: Konsultasi Materi Draf Persekjen

PENYELESAIAN KEGIATAN

CATATAN MENTOR

PARAF
MENTOR

2.1. Melakukan konsultasi dengan
mentor dan coach tentang hasil
riset berupa materi yang akan
dimasukkan ke dalam draf
Persekjen.

2.2. Melakukan konsultasi dengan
Kepala Bagian Risalah dan
atasan di unit kerja guna
menyampaikan maksud gagasan
aktualisasi, mendiskusikan
masukan, dan menentukan
langkah berikutnya.

2.3. Memperbaiki dan
menyempurnakan materi draf
Persekjen berdasarkan hasil
konsultasi.

Output:

e Satu (1) catatan hasil konsultasi
dengan mentor dan coach.

e Satu (1) catatan hasil konsultasi
dengan Kepala Biro
Persidangan I, Kepala Bagian
Risalah, dan atasan di unit
kerja.

e Satu (1) catatan perbaikan dan
penyempurnaan materi.

Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan:
e Akuntabel:
Kegiatan kedua merupakan
wujud pelaksanaan tugas
dengan jujur, bertanggung
jawab, dan berintegritas tinggi.
e Harmonis:

Materi Persekjen sudah lumayan
baik, hanya perlu dimatangkan lagi
sebelum dirumuskan menjadi draf.
Pikirkan  tindak  lanjut  dari
penyusunan Persekjen, misalnya
penyempurnaan  draf  pasca-
aktualisasi dan sebagainya.
Pastikan bahwa gagasan aktualisasi
dalam bentuk Persekjen mendapat
persetujuan dan dukungan dari
Kepala Bagian dan pejabat terkait
sebelum ditindaklanjuti.

Pastikan keseluruhan materi yang

akan dimasukkan ke dalam
Persekjen, mulai dari dasar hukum,
unsur teknis, dan ketentuan-
ketentuan lain.

Setelah perumusan draf,
persiapkan untuk tahap
penyampaian usulan dan
pembahasan.
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Kegiatan kedua merupakan
wujud menjaga keharmornisan
dan kondusivitas dalam
kegiatan Pelatihan Dasar.
Loyal:

Kegiatan kedua merupakan
wujud menjaga nama baik
sesama ASN dan instansi
dengan cara membangun
komunikasi yang proaktif dan
suportif.

Adaptif:

Kegiatan kedua merupakan
wujud penyesuaian diri
terhadap perubahan keadaan,
pemanfaatan peluang inovasi,
pengembangan kreativitas, dan
tindakan.

Kolaboratif:

Kegiatan kedua merupakan
wujud kerja sama guna
menghasilkan nilai tambah
dalam pelaksanaan Pelatihan
Dasar.

yang proaktif.

Manajemen ASN:

Kegiatan kedua merupakan
wujud keterbukaan dan
akuntabilitas sesuai Pasal 2 UU
No. 20/2023 tentang ASN.
SMART ASN:

Kegiatan kedua merupakan
perwujudan pengembangan
kompetensi dan monitoring
kinerja dalam Pelatihan Dasar
berbasis nilai integritas,
profesionalisme, dan
networking yang luas.

Kontribusi terhadap Visi Misi
Organisasi:

Fungsi Biro Persidangan I:
Kegiatan kedua merupakan
wujud pelaksanaan dukungan
penyusunan risalah rapat DPR
RIL

Tugas dan Fungsi:

Kegiatan kedua berkontribusi
terhadap proses penyusunan
risalah rapat sesuai Pasal 5
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Peraturan Menteri PAN-RB No.
26/2017 tentang JF Perisalah
Legislatif melalui konsultasi
tentang perumusan regulasi
yang membantu pelaksanaan
kinerja.

Penguatan Nilai BerAKHLAK:
Kegiatan kedua menguatkan lima
nilai BerAKHLAK, yaitu Akuntabel,
Harmonis, Loyal, Adaptif, dan
Kolaboratif.

Kegiatan 3: Perumusan Draf Persekjen

PENYELESAIAN KEGIATAN

CATATAN MENTOR

PARAF
MENTOR

3.1. Menyusun kerangka peraturan
dan tata letak sesuai Persekjen
No. 2/2022 tentang
Pembentukan Produk Hukum.

3.2. Merumuskan pokok substansi
dan memasukkannya ke dalam
naskah draf Persekjen yang
meliputi butir-butir pasal, ayat,
huruf, dan lain-lain.

3.3. Melakukan konsultasi tahap
akhir terkait keseluruhan naskah
draf Persekjen dengan Kepala
Bagian Risalah dan atasan di
unit kerja sebelum dilakukan
penyampaian usulan.

Output:

e Satu (1) dokumen kerangka
awal Persekjen dengan format
yang telah disesuaikan serta
detail pada bab-bab isinya.

e Satu (1) naskah draf Persekjen
yang utuh dan lengkap.

e Satu (1) catatan mengenai hasil
akhir naskah draf Persekjen.

Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan:

e Berorientasi Pelayanan:
Kegiatan ketiga merupakan
wujud pelayanan yang solutif,
dapat diandalkan, serta

Sesuaikan dengan aturan hukum
yang ada, kalau perlu dapat
merujuk ke aturan hukum lain
seperti undang-undang sebagai
referensi.

Substansi yang dimasukkan sudah
cukup lengkap dan sudah mengacu
ke Permenpan-RB No. 26/2017

tentang Jabatan Fungsional
Perisalah Legislatif.

Pastikan bahwa semua
klausul/norma memiliki
pertimbangan  atau  argumen
sebagai dasarnya.

Apabila  terdapat  perubahan
substansi, segera lakukan
perbaikan supaya tahap

penyampaian usulan ke Kepala
Bagian/Kepala Biro Persidangan I
lebih lancar.
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memahami dan memenuhi
kebutuhan.

Akuntabel:

Kegiatan ketiga merupakan
wujud pelaksanaan tugas secara
bertanggung jawab, cermat, dan
berintegritas tinggi.
Kolaboratif:

Kegiatan ketiga merupakan
wujud sikap terbuka dan kerja
sama guna menghasilkan nilai
tambah dalam pelaksanaan
Pelatihan Dasar.

Manajemen ASN:

Kegiatan ketiga merupakan
wujud pemberian kepastian
hukum dan keterpaduan sesuai
Pasal 2 UU No. 20/2023 tentang
ASN.

SMART ASN:

Kegiatan ketiga merupakan
wujud peningkatan kualitas
pelayanan serta pemanfaatan
teknologi Microsoft Office
dalam membantu kinerja
berbasis nilai profesionalisme,
penguasaan IT, integritas,
profesionalisme, dan
networking yang luas.

Kontribusi terhadap Visi Misi
Organisasi:

Fungsi Biro Persidangan I:
Tahapan perumusan draf
Persekjen merupakan wujud
pelaksanaan dukungan
penyusunan risalah rapat DPR
RI.

Tugas dan Fungsi:

Tahapan kegiatan ini
berkontribusi terhadap proses
penyusunan risalah rapat sesuai
Pasal 5 Peraturan Menteri PAN-
RB No. 26/2017 tentang JF
Perisalah Legislatif melalui
perumusan regulasi yang
membantu pelaksanaan kinerja.

Penguatan Nilai BerAKHLAK:
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Tahapan kegiatan ini menguatkan
tiga nilai BerAKHLAK, yaitu
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel,
dan Kolaboratif.

Kegiatan 4: Penyampaian Usulan dan Pembahasan

PENYELESAIAN KEGIATAN

CATATAN MENTOR

PARAF
MENTOR

4.1. Menyampaikan usulan draf
Persekjen ke Kepala Bagian
Risalah/Kepala Biro
Persidangan I guna mendapat
tindak lanjut.

4.2. Melakukan sesi pembahasan
dengan Kepala Bagian
Risalah/Kepala Biro
Persidangan I terkait tindak
lanjut draf Persekjen.

Output:

e Satu (1) catatan proses
penyampaian usulan draf
Persekjen.

e Satu (1) catatan proses
pembahasan draf Persekjen.

Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan:

e Akuntabel:
Kegiatan keempat merupakan
wujud akuntabilitas, yaitu
pelaksanaan tugas secara
bertanggung jawab, disiplin,
dan berintegritas tinggi.

e Kolaboratif:
Kegiatan keempat merupakan
wujud keterbukaan dan kerja
sama untuk menghasilkan nilai
tambah bersama.

e Manajemen ASN:
Kegiatan keempat merupakan
wujud profesionalitas,
keterbukaan, dan akuntabilitas
sesuai Pasal 2 UU No. 20/2023
tentang ASN.

o SMART ASN:
Kegiatan keempat merupakan
wujud peningkatan kualitas

Penyampaian usulan dan
pembahasan berjalan lancar
Rangkum catatan hasil kegiatan
dan gunakan untuk perbaikan
naskah draf Persekjen ke depan
Tentukan tindak lanjut setelah
aktualisasi terhadap draf Persekjen
tersebut
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hasil kinerja di Pelatihan Dasar
berbasis nilai integritas,
profesionalisme, jiwa
hospitality, dan networking
yang luas.

Kontribusi terhadap Visi Misi
Organisasi:

e Fungsi Biro Persidangan I:
Kegiatan keempat merupakan
wujud pelaksanaan dukungan
penyusunan risalah rapat DPR
RIL

e Tugas dan Fungsi:

Kegiatan keempat berkontribusi
terhadap proses penyusunan
risalah rapat sesuai Pasal 5
Peraturan Menteri PAN-RB No.
26/2017 tentang JF Perisalah
Legislatif melalui penyampaian
usulan draf regulasi yang
membantu pelaksanaan kinerja.

Penguatan Nilai BerAKHLAK:
Kegiatan keempat menguatkan dua
nilai BerAKHLAK, yaitu Akuntabel
dan Kolaboratif.

Kegiatan 5: Evaluasi dan Tindak Lanjut

PENYELESAIAN KEGIATAN

CATATAN MENTOR

PARAF
MENTOR

5.1. Mengevaluasi hasil akhir draf
Persekjen melalui diskusi
dengan pejabat Bagian Risalah.

5.2. Menentukan tindak lanjut
terhadap naskah draf Persekjen
pasca-habituasi melalui diskusi
dengan pejabat Bagian Risalah.

Output:

e Satu (1) catatan berisi evaluasi
hasil draf Persekjen dan proses
penyusunannya.

e Satu (1) catatan berisi tindak
lanjut terhadap draf Persekjen.

Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan:

Evaluasi dapat berupa pembuatan
catatan, video testimoni, atau surat
keterangan tergantung kebutuhan
aktualisasi

Usahakan mendapat testimoni dari
Kepala Bagian Risalah

Gunakan hasil evaluasi dan catatan
tindak lanjut sebagai acuan untuk
kegiatan pasca-aktualisasi terhadap
draf Persekjen yang telah disusun
Melakukan  koordinasi  untuk
menindaklanjuti draf Persekjen
dengan pejabat Bagian Risalah
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Berorientasi Pelayanan:
Kegiatan kelima merupakan
wujud memahami kebutuhan,
kinerja cekatan dan solutif, serta
perbaikan tiada henti terhadap
hasil aktualisasi Pelatihan Dasar.
Akuntabel:

Kegiatan kelima merupakan
wujud akuntabilitas melalui
pelaksanaan tugas secara
bertanggung jawab terhadap
hasil aktualisasi Pelatihan Dasar.
Kompeten:

Kegiatan kelima merupakan
wujud peningkatan kompetensi
melalui penerimaan feedback
guna menjawab tantangan lebih
lanjut dan mencapai kualitas
kerja yang terbaik.

Kolaboratif:

Kegiatan kelima merupakan
wujud keterbukaan terhadap
peluang dan kerja sama dengan
pihak lain yang memungkinkan
adanya tindak lanjut dari hasil
aktualisasi Pelatihan Dasar.
Manajemen ASN:

Kegiatan kelima merupakan
wujud profesionalitas dan
akuntabilitas sesuai Pasal 2 UU
No. 20/2023 tentang ASN.
SMART ASN:

Kegiatan kelima merupakan
wujud pengelolaan data dan
informasi secara efektif serta
penilaian terhadap hasil kinerja
berbasis nilai integritas,
profesionalisme, dan networking
yang luas.

Kontribusi terhadap Visi Misi
Organisasi:

Fungsi Biro Persidangan I:
Kegiatan kelima merupakan
wujud pelaksanaan dukungan
penyusunan risalah rapat DPR
RI.

Fungsi Bagian Risalah:
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Kegiatan kelima merupakan
wujud pelaporan pelaksanaan

tugas dan fungsi Bagian Risalah.

e Tugas dan Fungsi:
Kegiatan kelima berkontribusi
terhadap proses penyusunan
risalah rapat sesuai Pasal 5
Peraturan Menteri PAN-RB No.
26/2017 tentang JF Perisalah
Legislatif melalui penentuan
tindak lanjut draf regulasi yang
membantu pelaksanaan kinerja.

Penguatan Nilai BerAKHLAK:
Kegiatan kelima menguatkan empat
nilai BerAKHLAK, yaitu
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel,
Kompeten, dan Kolaboratif.
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Lampiran 1.b : Formulir Alat Bantu Mentoring Pelaksanaan Rencana Aksi Bela Negara

Angkatan

Nama

Nomor Daftar Hadir
Instansi

Nama Mentor
Jabatan Mentor
Nilai dari Mentor

XII
Rifqi Ahmad Makarim, S.I.P.
25

Bagian Risalah Sekretariat Jenderal DPR RI

Ines Adhitya Pambudi, S.Sos
Perisalah Legislatif Ahli Pertama
94

Nilai Bela | Lndikator
No. N Sikap dan Aksi Tempat Waktu Bukti Paraf
egara .
Perilaku
1) Menonton film /Q//
biografi/dokumenter
2) tentang sejarah Bulan
Cinta Tanah | Menggunakan £ 5¢ .
1. . Indonesia dalam Kediaman Agustus
Air produk dalam . o
neger rangka peringatan (habituasi)
& kemerdekaan s
Indonesia Dok. Menyaksikan film Guru Bangsa:
Tjokroaminoto (2015)
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2) Membeli dan
membaca buku-buku

nonfiksi karya penulis | Toko buku Seiilap
dalam negeri tentang pekan
Indonesia
Kenikmatan: Politik Budaya Layar di
Indonesia karangan Ariel Heryanto
(2015)
o 1) Mengurangi
b)nlz/[eirjl;g:al’ konsumsi listrik
o dengan cara Kediaman/ .
melestarikan . ce Harian
lingkungan mematlk_an peral'fltan lokasi kerja
hidup elektronik yang tidak
lagi digunakan

Dok. Mematikan lampu dan AC
ruangan kantor setelah jam kerja

&3




RABN - Mematikan peralatan listrik
yang tidak lagi dipakai sebagai upaya
menjaga lingkungan.mp4

2) Menggunakan
transportasi umum
sebagai upaya
mengurangi emisi per
kapita penyebab
polusi udara

Tempat
umum

Harian

Dok. Melakukan perjalanan dengan
KA Argo Dwipangga pada 14
September 2024
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https://dprsetjen-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rifqi_makarim_dpr_go_id/EQCmdlgZZ3NKlrL8RfUsB9ABYhKhN3uGXFf8fGcG_hW-JQ?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=8c7tsf
https://dprsetjen-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rifqi_makarim_dpr_go_id/EQCmdlgZZ3NKlrL8RfUsB9ABYhKhN3uGXFf8fGcG_hW-JQ?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=8c7tsf
https://dprsetjen-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rifqi_makarim_dpr_go_id/EQCmdlgZZ3NKlrL8RfUsB9ABYhKhN3uGXFf8fGcG_hW-JQ?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=8c7tsf

Sadar
Berbangsa
dan
Bernegara

a) Menjalankan
hak dan
kewajiban

1) Membayar pajak
PPN pada produk
makanan yang
dikonsumsi

Restoran

Harian

Dok. Struk belanja yang mencakup
PPN 11%
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2) Mematuhi aturan

saat menggunakan
Transjakarta sehingga Tempat .
. ; Harian
dapat menikmati umum
fasilitas dengan
nyaman
Dok. Mematuhi aturan di Transjakarta
tentang penggunaan handle dan tempat
duduk prioritas
Menyesatkan, Narasi yang Mengatakan Mahasiswa Gelar
Aksi Kawal Putusan MK Tapi Tidak Demo RUU Perampasan
Aset
1) Melakukan cek e
b) . o e (8 3 0 0
fakta secara online .
Mendahulukan . Setiap
kepentinean sebelum menyebarkan Online ekan f. ST esissemn
P & informasi tentang p i ot by L8
umum keliru serta mengarahkan ke tafsir yang salah.

Pilkada 2024

Dok. Melakukan cek fakta Pilkada

2024 di laman Tempo Cek Fakta
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2) Mengantre di kasir
ketika ingin
membayar belanja
bulanan

Tempat
umum

Bulan
Agustus
(habituasi)

belanja

Setia kepada
Pancasila

a) Menghormati
hak asasi
manusia

1) Mengkampanyekan
penghentian genosida
di Palestina, Sudan,
Kongo, dan lain-lain

Online

Harian

The dismembered body you saw before is an
lnnocent human too.

They do have dignity, dreams, and preciousness
Just like you all 1oo.

Israel and its apartheid-genocidal allies all over

the world have been trying to demaolish them all,

Palestinians, or ages in order to rob their land,

resurees, everything by any possible colonialist
methods.

We are simply lucky enougli to live o good life for
granted, unlike the Pulestinians unfortunately,

iy lor a ceasefire. It is not a
cinning. bul a massive yot

I do no longer call s
war sinee the very
denied structural injustice instead.

I am calling tho Palestinian resistance to win.

o]

L

50 0 coammonty
Dok. Kampanye untuk mendukung

penghentian genosida di Palestina
melalui publikasi Instagram stories
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2) Mengkampanyekan
isu keadilan iklim
sebagai bagian dari
penghormatan
terhadap hak asasi
manusia

Online

Harian

*ﬁenmh Hati Transisi Energi

> RABN ASSIGNMENT

Puethien i 55,900 MW

Dok. Kampanye keadilan iklim
melalui publikasi opini di Instagram
stories

b) Musyawarah
mufakat

1) Musyawarah
pembagian tugas
pekerjaan risalah

dengan rekan kerja

Lokasi
kerja

Setiap
pekan

Dok. Musyawarah dengan APL Komisi
XI tentang pembagian tugas
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2) Musyawarah

pengisian SKP Lokasi ei/[e;zeilan
Triwulan III dengan kerja P S%(P
rekan kerja dan atasan
Dok. Musyawarah rencana kerja dan
SKP perisalah Komisi XI
Setengah Hati Transisi Energi
[l
Rela 1) Mempublikasikan
Berkorban | a) Menyumbang | opini tentang masalah Setia
untuk tenaga, pikiran, | aktual di masyarakat Online bularll)
Bangsa dan | dan kemampuan sebagai bentuk
Negara sumbangsih pikiran

Dok. Publikasi opini di laman Medium

https://medium.com/@rthgm/setengah-
hati-transisi-energi-5f2f0f8b1dcd
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https://medium.com/@rfhqm/setengah-hati-transisi-energi-5f2f0f8b1dcd
https://medium.com/@rfhqm/setengah-hati-transisi-energi-5f2f0f8b1dcd

2) Mengikuti diskusi
akademik tentang isu-
isu krusial sebagai
bentuk partisipasi dan
sumbangsih pikiran

Online

Setiap
bulan

Dok. Mengikuti diskusi akademik oleh
komunitas Baca Batja pada 25 Agustus
2024

RABN-Mengikuti diskusi akademik
dari Baca Batja tentang musik dan
politik sebagai bentuk partisipasi dan
sumbangsih pikiran.MP4
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https://dprsetjen-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rifqi_makarim_dpr_go_id/EeuGUWhyVupHk9KDZglGbdsBCLxw0Xuoi80X4_R-L1rbgg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=s7D0ym
https://dprsetjen-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rifqi_makarim_dpr_go_id/EeuGUWhyVupHk9KDZglGbdsBCLxw0Xuoi80X4_R-L1rbgg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=s7D0ym
https://dprsetjen-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rifqi_makarim_dpr_go_id/EeuGUWhyVupHk9KDZglGbdsBCLxw0Xuoi80X4_R-L1rbgg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=s7D0ym
https://dprsetjen-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rifqi_makarim_dpr_go_id/EeuGUWhyVupHk9KDZglGbdsBCLxw0Xuoi80X4_R-L1rbgg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=s7D0ym

b) Bela bangsa
dan negara
sesuai profesi

1) Melakukan
pelayanan publik
dalam bentuk
penyusunan risalah
sebagai perwujudan
bela negara sebagai
CPNS

Lokasi
kerja

Harian

2) Mengikuti
pelatihan tentang
pekerjaan guna
mengasah skill dan
pengetahuan bela
negara

Lokasi
kerja/

online

Setiap
bulan

4

Dok. Mengikuti pelatihan berbasis
hasil aktualisasi Pelatihan Dasar rekan-
rekan perisalah tentang penyusunan
risalah rapat

Mempunyai
Kemampuan
Awal Bela
Negara

a) Cerdas
emosional,
spiritual, dan
inteligensi

1) Terus belajar dan
mengasah
kemampuan akademik
guna mempersiapkan
studi S2

Kediaman

Harian

Dok. Mengikuti forum persiapan dan
diseminasi tesis secara daring
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2) Meningkatkan
pengetahuan dan

TEMPLAT '
AUTOCORRECT

kemampuan teknis di Lokasi .
. . . Harian
bidang penulisan kerja ,
risalah sebagai bentuk Lo B T
upgrading 2= wﬁ
Dok. Mempelajari fitur pendukung
penyusunan risalah rapat
1) Berolahraga
b) Men;j aga bersama Qengan rekan Gelanggang Setiap
kesehatan fisik kerja guna lahraca Kan
dan mental meningkatkan © & pe
kesehatan fisik _

Dok. Mengikuti olahraga rutin
mingguan bersama rekan perisalah
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2) Mengisi hari libur
dengan mindful
activity untuk
mengurangi stres
akibat pekerjaan
sehari-hari

Kediaman/
tempat
umum

Setiap
pekan

G

Dok. Foto bersama penyair Aan
Mansyur dalam Pesta Literasi 2024 di
Taman Ismail Marzuki
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Lampiran 2. Formulir Alat Bantu Coaching

FORMULIR ALAT BANTU

PENGENDALIAN RANCANGAN DAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

Nama
Instansi
NIP

Nama Coach

: 200009222024041001

: Rifqi Ahmad Makarim, S.I.P.
. Sekretariat Jenderal DPR RI

: Hermawan Syarif, S.Pd., M.Pd.

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN XII TAHUN 2024

Tanggal Isu atau Hal yang Media Rekomendasi LIRS
No. . e . —— . . Tangan
Pembimbingan Dibahas Komunikasi Pembimbingan Coach
1. Isuyang dipilih
memiliki dampak yang
Identifikasi isu dan bisa menyelesaikan
1. | 5Agustus 2024 bentuk output WhatsApp masalah nasional w
aktualiasi yang sesuai 2. Output yang dipilih
sudah sesuai dalam
bentuk draf Persekjen
1. Perlu penguatan isu
melalui pengumpulan
Memantangkan dla(lta dtan fakta yang
2. | 7 Agustus 2024 | rancangan aktualisasi Zoom axurat .
dan bentuk output 2. Kopsultamkan lebih
lanjut apakah draf
Persekjen sudah sesuai
dan dapat dikerjakan
Ide aktualisasi sudah terkait
Kaitan aktualisasi dengan tugas dan fungsi
3. | 9Agustus 2024 dengan tugas dan WhatsApp | mengacu pada Permenpan- w
fungsi jabatan RB No. 26 Tahun 2017
tentang JFPL
1. Pastikan ketiga isu
dapat dibuktikan
4. 12 /;(z;g;:tus Rancangan aktualisasi Zoom 5 ?:ﬁﬁ:ﬁg?ﬁ(giﬁ;ﬁkta w
lebih detail dengan
muatan mata pelatihan
13 Agustus Meminta hasil Hasil testimoni peserta w
5. testimoni pelatihan JF WhatsApp | pelatihan dapat digunakan
2024 . L .
Perisalah Legislatif sebagai penguat
1. Sempurnakan matriks
6. 15 /;()g;:tus Rancangan aktualisasi Zoom gzsﬁg tIi) fe gja igslt‘t])ih w
detail
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2. Siapkan presentasi dan
manajemen waktu
sebaik mungkin

19 Agustus
2024

Persiapan seminar
rancangan aktualisasi

Zoom

1. Lengkapi presentasi
dengan nama coach
dan mentor

2. Pastikan semua aspek
dalam rancangan
aktualisasi masuk ke
dalam presentasi

3. Perhatikan komentar
dan rekomendasi
penguji

4. Analisis dampak perlu
dielaborasi ke dalam
jangka pendek,
menengah, dan panjang

®

21 Agustus
2024

Hasil presentasi
rancangan aktualisasi

WhatsApp

1. Keberlanjutan perlu
dipastikan di bagian
evaluasi

2. Usahakan bertemu
langsung dengan
atasan untuk
mendapatkan prioritas

3. Beberapa bagian di
naskah rancangan perlu
diperbaiki

4 September
2024

Konsultasi Laporan
Minggu 1

WhatsApp

Tambahkan lampiran/
screenshot guna
memperjelas konten dari
kode QR

10.

12 September
2024

Konsultasi materi
penyusunan draf
Persekjen dan Laporan
Minggu II

WhatsApp

Materi sudah bagus, hanya
perlu disusun dengan baik
dalam proses drafting

I1.

20 September
2024

Konsultasi progress
aktualisasi dan
kendala pelaksanaan
kegiatan

Tatap muka

1. Siapkan bukti kegiatan
berupa video testimoni
dari stakeholder

2. Pastikan bukti kegiatan
lengkap terutama
dalam tahapan
penyampaian usulan
dan pembahasan
dengan PyB

3. Apabila terdapat
perubahan jadwal
maka dapat segera
disesuaikan tanpa
mengubah susunan
kegiatan

L A 1k 1 -

12.

25 September
2024

Konsultasi Laporan
Minggu 3

WhatsApp

1. Matangkan persiapan
untuk tahap
penyampaian usulan
Persekjen

2. Siapkan dokumentasi
dengan baik berupa
video testimoni dari
stakeholder utama,
catatan, atau laporan
singkat

®
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13

28 September
2024

Kemunduran jadwal
kegiatan

WhatsApp

Kemunduran jadwal
kegiatan dapat
dimaklumi dengan
alasan yang jelas
Pastikan bahwa hasil
akhir tetap maksimal
walaupun terdapat
perubahan dari rencana
awal

14.

2 Oktober 2024

Konsultasi final hasil
aktualisasi dan
Laporan Minggu 4

Tatap muka

Siapkan presentasi
yang mencakup detail
pelaksanaan kegiatan,
output, dan video
testimoni

Tambahkan nilai mata
pelatihan Agenda I11
dalam pelaksanaan
kegiatan

Masukkan kode QR
dan screenshot dari
output ke dalam
lampiran
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Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Aktualisasi

A. Pra-Aktualisasi

Fitria Melinda

Konsultasi gagasan dengan atasan di unit kerja pada 14 Agustus 2024

Konsultasi mentor Rancangan Aktualisasi pada 19 Agustus 2024
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Survei Isu Agenda IV: Rancangan
Aktualisasi

Saya Rifqi Ahmad Makarim merupakan peserta Pelatihan Dasar CPNS Sekretariat Jenderal
DPR RI Tahun 2024 dari jabatan Perisalah Legislatif Ahli Pertama. Melalui survei ini, saya
bermaksud melakukan pengumpulan data kuantitatif guna memperkuat tiga isu yang saya
identifikasi dalam Rancangan Aktualisasi. Diharapkan, survei ini dapat menghasilkan data
yang akurat sebagai eviden ketiga isu serta dapat memperjelas strategi penyelesaian core
issue dalam Rancangan Aktualisasi ini.

Survei ini diselenggarakan mulai hari Kamis, 15 Agustus 2024 pukul 13.00 hingga pukul
23.59 dan mencakup responden di lingkungan Bagian Risalah. Penentuan responden
menggunakan teknik simple random sampling dengan populasi yang mencakup Perisalah
Legislatif di jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya. Saya berkomitmen untuk
melindungi kerahasiaan data yang Anda masukkan ke dalam survei ini serta tidak
menyalahgunakan data tersebut untuk kepentingan di luar Agenda Pelatihan Dasar CPNS
Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024.

Terima kasih atas partisipasi Anda dalam pengisian survei ini.

rifgiahm24@gmail.com Switch account (&)
£% Not shared

* Indicates required question

Survei Rancangan Aktualisasi untuk pengumpulan data isu tanggal 15 Agustus 2024
Pranala Hasil Survei: https://docs.google.com/forms/d/1 AleRDOuVywzwpSmODm_mUPMy-Lxw_xEGgGglizoT8Vw/edit
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https://docs.google.com/forms/d/1AleRD0uVywzwpSmODm_mUPMy-Lxw_xEGgGgIizoT8Vw/edit

Nama Peserta : Rifqgi Ahmad Makarim, S.I.P.
Nomor Daftar Hadir : 25

Jabatan : Perisalah Legislatif Ahli Pertama
Instansi . Sekretariat Jenderal DPR RI
Catatan/Saran:

Mas Makacim |, good job, RA-nys martap. Memberikar solug;

a”.ﬂr P(fﬂ‘ﬂ]‘lql.aﬁ yans 50&(4‘4 lama +¢644;. F(fma.!qlaLs~

Jus - didAis den «n Sansat lenslka didvicung bulch kvat,
5 5 o Agld 5

Pemil: buea k'm5,. &aLaP cer,( fangat realchr meagingat
Wakd habitvasi yang cebeatar. Mohen unik bica
membuat yentana tindak lan5u+ Y‘UC,A alebvalizas,
yans detail mulai darl Kmeline dan penanssuns)awsh,
Dimana rentana hndak I"SJ'- in J;r"‘kk"‘ A;kChLM.
n disehdu pimpinan.

é:(.lu uo:m;kz. Zen,.. menter, coaeh pimpinan, senior,
dea rekan Kega.

gemcj. lancer abkhalicasinys ) S4ya Nosse l,rur‘u aLL,rp.f; L&

2]
Jakarta, ' Agustus 2024

o

Yuai Sudarwak S.1.P. M (;
NIP. 1977 06 06 2009 12 2 00|

Catatan Penguji pada Seminar Rancangan Aktualisasi

(Dok. Pusat Pengembangan Kompetensi)
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B. Pelaksanaan Aktualisasi

Kegiatan 1: Riset Pokok Materi dan Rujukan Tambahan (22 Agustus 2024—31 Agustus 2024)

CATATAN RISET MATERI POKOK USULAN PERSEKJEN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RISALAH RAPAT

Pokok Materi:

» Menyempumakan Keputusan BURT No 11 Tahun 2012 tentang Tata Naskah
Setjon DPR RI

» Mengisi kekosongan klausul/bahasan dalam penyusunan risalan rapat

* Mempertimbangkan status sebagai instansi pambina JFPL

» Merujuk pada aturan hukum yang berlaku seperti Tata Tertib DPR, Keputusan
BURT No. 11 Tahun 2012, Peraturan Arsip Nasional tentang Tata Naskah
Dinas, dil

» Mengambil referensi Hansard Reports dari Parlemen Britania Raya

Ketentuan Umum:

» Definisi Setjen DFR R, nsaizh rapat, perisalah legisiatif, instansi pembina,
instansi pengguna, dil

CATATAN RISET PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
MENGACU PERSEKJEN 2/2022 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM

Kerangka:

A Judul
B. Pembukaan
1. Frasa "Dengan Rahmsat Tuhan Yang Maha Esa”
2. Jabatan Pembentuk Peraturan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum
. Batang Tubuh
1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Sanksi (opsional)
4. Ketentuan Peralihan (opsional)
5. Ketentuan Penutup
D. Penutup
E. Lampiran (opsional)

c

Catatan riset substansi pokok untuk dimasukkan ke dalam draf
Persekjen

Catatan riset pembentukan produk hukum di lingkungan Sekretariat
Jenderal DPR RI

GUIDE TO MINUTE TAKING

This Guide should be carefully studied by all members of the

on joining the Cabinet Office and 1
thereafter.
CONTENTS
I. General 3
1L Structure of a Minute 4
1II.  The Statement of the Problem 5
IV.  The Discussion and Summing Up 6
V.  The Conclusions 9

VI.  Tricks of the Trade 12
VII. Circulation of Minutes 22
VIII. “Outside” Appointments to the Secretariat 23
IX.  Use of English 23

Panduan penyusunan Hansard Reports sebagai rujukan tambahan

Diskusi materi riset dan tujuan Persekjen dengan Andrie Widianto
(Perisalah Legislatif Ahli Muda)




Kegiatan 2: Konsultasi Materi Draf Persekjen (3 September 2024—13 September 2024)

Konsultasi hasil riset dan rencana perumusan naskah dengan mentor | Konsultasi hasil riset dengan PL Ahli Muda dan PL Ahli Madya pada
pada 3 September 2024 4 September 2024

Konsultasi hasil riset dengan Kepala Bagian Risalah pada 5 Konsultasi rencana aktualisasi dan hasil riset dengan Kepala Biro
September 2024 Persidangan I pada 6 September 2024
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Kegistan 2_Cstatan Perbaikan

dan Peoyempumaan Materi.pdf

Beticut maten fnal drat P N saya mas,
hon

Terima kasth L,

apabila ada masukan/

disampaikan ke sava yamas.

Konsultasi hasil riset dengan Nadya Sucianti (Perisalah Legislatif
Ahli Pertama) pada 10 September 2024

Konsultasi hasil riset dan penyampaian hasil kegiatan kedua dengan
coach via WhatsApp pada 13 September 2024
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Kegiatan 3: Perumusan Draf Persekjen (9 September 2024—17 September 2024)

; Pasal 6
SEKRETARIS JENDERAL L 2
DEWAN PERWAKILAN RAKVAT (38 Cakupad‘ Risalah Rapat meliputi jenis rapat berilout: ]

REFUELIS IRDONESIA rapat paripurna;
. rapat paripurna huar biase;
rapat panitia kerja atau tim;
rapat kerja:

rapat dengar pendapat; dan
rapat dengar pendapat umum.

FEPATURAN SEFFETARIS JENDEF.
DEWAN FEPWAKILAY PAKYAT PEFUBLIK £

HOMOR

mrpooH

(2) Cakupan Risalah Rapat yang disusun di Instansi
SV Pengguna disesuaikan dengan jenis rapat  yan,
i s diselenggarakan di Instansi Pengguna.

Hemmbeng | < | Eaien Esedmamcan Paal 47 ap G
el Pesdayagurann Ayan

BAE IV
PRINSIP PENYUSUNAN RISALAH RAPAT
Pasal 7

Penyusunan  Risalah Rapat dilakukan dengan)|
memperhatikan [prinsip| berikut: &
a, aurentisitas;
b. keterbacaan: dan
c. ketercukupan.

Sl 1]

Tangkapan layar halaman pertama draf Persekjen Tangkapan layar batang tubuh draf Persekjen

LAMPIRAN 1

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN  FPERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR

TAHUN .. TERTANG PETUNJUK
TEKNIS PENYUSUNAN  RISALAH
RAPAT

FORMAT RISALAH RAPAT

Format Risalah Rapat disusun dengnn acuan sebagni berikut:
1, Bentuk Naskanh
Risalah Rapat disusun dengan bentuk naskah sebagai berikut:
& ukuran kertas A%

b, jenis harufl : Arial
<. ukuran huraf : 12
d. margin atas $ 2,54 cm (1 inci)
€. margin bawah 3 2,54 cm (1 inci)
i margin kanan : 3,17 em (1,25 inci)
& margin kit : 3,17 em (1,25 indd)
h. jarak baris $ 1 |single}

2. Nomor Halaman

Risaloh Rapat disusun dengan nomor halaman| secara_urut padal
selurun halaman kecual balaman pertama. Pengstikan nomor]
halaman kedun dan seterusaya dimulal dori angka 2 {dua) dengan|

ketentuan:

a letak : bagian header dan rata tengah
b, header i 05

€. jenis huraf :  Anal

4. ukuran huruf : 12

. format - nomor halaman -

Contoh:

Konsultasi akhir dengan Febrianto Wisnu (Perisalah Legislatif Ahli

Tangkapan layar salah satu lampiran draf Persekjen Madya) pada 17 September 2024

103



Kegiatan 4: Penyampaian Usulan dan Pembahasan (30 September 2024)

Sesi penyampaian usulan dan pembahasan draf Persekjen dengan

pejabat Bagian Risalah

Penyampaian pandangan dari Siti Nur Endah (Perisalah Legislatif
Ahli Madya)

Penyampaian pandangan dari Kepala Subbagian TU Risalah
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SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

27 September 2024
Nomar < 443/PS.13/09/2024
Sifal Biasa
Derajat Segera
Lampiran : Jadwal Kegiatan
Hal : Undangan
Yth.

Pejabat Struktural dan Fungsional Bagian Risalah
Sekretariat Jenderal DPR RI
di Jakarta,

Dalam rangka pelaksanaan aktualisasi Polatihan Dasar CPNS Sekretariat Jenderal DPR
RI Tahun 2024, salah satu agenda yang akan diselsnggarakan adalah sosialisasi hasil (novasi
peserta Pelatihan Daser sebageimana pir pada lampiran. Oleh karena itu, kami bermaksud
mengundang Bapak/lbu untuk hadir pada:

Hari / Tanggal : Senin, 30 September 2024

Pukul + 08.30 - 09.30 WIB.

Acara : Soslalisasi Pelaksanaan Aklualisasi CPNS Perisalah Legis!atif
Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024

Tempat : Ruang Rapat Bagian Risalah Lantai 3 Nusantara (| DPR RI

Alas parhatian dan kehadiran Bpk/Ibu/Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Risalah

Y

Muhammad Yus igbal, S.E.
NIP. 196707171993031006

Tembusan:
1 Kepala Biro Persidangan |

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

08.30 - 09.30

Lampiran
Nomor: 443/PS.13/09/2024
Tanggal: 27 Seplember 2024

JADWAL KEGIATAN

Perumusan draf Peraturan

Rifqi Ahmad Makarim, S.1.P.

Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Rapublik
Indonesia tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Risalah Rapat
sebagal bentuk standardisasi
format risalah rapat di Bagian
Risalah

Undangan sosialisasi penyampaian usulan dan pembahasan draf Persekjen hasil aktualisasi pada 30 September 2024

105




SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 343 FAX. (021) 5715423/ 5715925 LAMAN : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR SOSTALISASI AKTUALISASI TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024

U e Bletye P PL Pertaus -
2 | T Apeitioni PL Pertumo 42|
zwoh-ksew PL muba ﬁ"‘"
4. | i kg . (R,
S | ady - prfertawe 4
§ .| M pus man- KABAE RISALAH /,7&*”“
7. | fin pue RVOAK s PL MAOYA V%,M

8. | Cipre fawb T %
q. '{Q\;f‘hwh) m)§ Q\/ ‘J,V\QOQ({]JQ Wh}
19 | Michi kg Qo7 |kaimb Bisalah 1

Daftar hadir peserta penyampaian usulan dan pembahasan draf Persekjen pada 30 September 2024
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SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT
HASIL SOSIALISASI AKTUALISASI

Hariftanggal : Senin, 30 September 2024

Pukul : 08.30—09.30 WIB
Tempat ¢ Ruang Rapat Bagian Risalah Gedung Nusantara Il Lantai 3
Agenda . Sosialisasi Aktualisasi

I. Pendahuluan
Sosialisasi ini diadakan sebagai salah satu tahapan dalam Pelatihan Dasar
CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024. Sosialisasi terdiri dari tahap
penyampaian usulan dan pembahasan draf Persekjen tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Risalah Rapat. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh Perisalah Legislatif Ahli
Pertama, Perisalah Legislatif Ahli Muda, Perisalah Legislatif Ahli Madya, Kepala
Bagian Risalah, Kepala Subbagian Risalah, dan Kepala Subbagian TU Risalah.

Il. Pembahasan
Kegiatan sosialisasi diawali dengan penyampaian usulan draf peraturan yang
meliputi dasar hukum, tujuan, muatan pasal dan lampiran, dan tindak lanjut ke depan.
Kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan hasil aktualisasi, termasuk rencana
perbaikan dan rekomendasi tindak lanjut setelah Pelatihan Dasar CPNS.

lll. Catatan/Kesimpulan
Sosialisasi berjalan dengan lancar, peserta memberikan respons dan saran
beragam terhadap hasil aktualisasi, serta terdapat beberapa rekomendasi yang
diberikan untuk keberlangsungan hasil aktualisasi ke depan.

IV. Penutup
Sosialisasi selesai pada pukul 09.30 WIB.

Mentor,

Ines Adhitya Pambudi, S.Sos
NIP. 189203232019032002

Laporan singkat hasil penyampaian usulan dan pembahasan draf Persekjen pada 30 September 2024
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Kegiatan 5: Evaluasi dan Tindak Lanjut (30 September 2024)

Kode QR video evaluasi dari Oki Rusera Azhari (PL Ahli Muda)

Pembuatan video evaluasi dari Oki Rusera Azhari (PL Ahli Muda)
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Kode QR video penentuan tindak lanjut dari Febrianto Wisnu (PL
Ahli Madya)

Pembuatan video penentuan tindak lanjut dari Febrianto Wisnu (PL
Ahli Madya)
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C. Output Aktualiasi

Hasil akhir draf Persekjen dalam aktualisasi ini dapat diakses secara lengkap melalui kode QR berikut:
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SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN .
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RISALAH RAPAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Memmbang - a bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2] huruf ¢ Peraturan
Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara dan
Reformast Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Jabatan Fungsional, perlu disusun petunjuk teknis

pelak Jabatan F ional Perisalall (Legislatif)
vang meliputi Petunjuk Teknis Penyusunan Risalah
Rapat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perbu menetapkan Peraturan
Sckretaris  Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik  Indonesia tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Risalah Rapat;

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843),
sebagpimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor = );

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukasan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentung Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
12 Tshun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2022 Nemor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Sekretanat  Jenderal Dewan Perwskilan  Rakyat
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 39), scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 30);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib
(Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
667);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformas: Birokrasi Nomor 26 Tabun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Penisalah (Legislati) (Benta Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1417);
Peraturan Menter: Pendayagunsaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54)

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021
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Menetapkan

-R-

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Sekretaris  Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Sekretanis Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indenesia Nomor 6
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Taw Kerja
Sekretariat  Jenderal Dewan Perwakidan Rakyat
Republik Indonesia; dan

] Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022
tentang Pembentukan Produk Hukum Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Repulik Indonesia

MEMUTUSKAN:

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
ERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA T
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RISALAH RAPAT.

HAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat im yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia adalah sistem pendukung Dewan
Perwakilan Rakyat Republil ! bag
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pensalah (Legislatif) adalnh Pegawas Negen Sipil yang
diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
untuk melakukan kegiaran di  bidang risalah
{legislatif).

3. Risalah Rapat adalah catatan rapat yang dibuat
secara lengkap dan berisi  scluruh  jalannya
pembi yang dilakul dalam rapat serta
dilengkapi dengan catatan tentang jenis dan sifat
rapat, hari dan tanggal rapat, tempat rapat, acara
rapat, waktu pembukaan dan penutupan rapat, ketua
dan sekretaris rapat, jumiah dan nama Anggota yang
mcnsllldamngpm daftar hadir, dan undangan yang

. S e et
4. Instansi Pembina adalah Sekretanat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang
selanjuinya disebut Setyen DPR RI

Commented IRATL: Paraturan DPR R NG 1 Tanun
2020 tentang Tata Tertk

5. Instansi Pengguna adalah Sekretariat Jenderal Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Dserah  Republik
Indonesia, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Papua, Sekretarmt Dewan Perwakilan Rakyat Papua
Barat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten /Kota di Acoh

BAB 1l
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyusunan Petunjuk Tekms Penyusunan Risalah Rapat ini
d k ) untuk y X persepsi dan memberikan
panduan bagi Perisalah (Legislatif) dalam menyusun risalah
rapat,

Pasal 3

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia im bertujuan  untuk  memberikan
petunjuk teknis berupa standar bagi Perisalah (Legislatif)
dalam menyusun risalah rapat

Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Sckretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat ini meliputi:
a. fungsi dan cakupan Risalah Rapat,
b. prinsip penyusunan Risalah Rapat; dan
c. format dan struktur Risalah Rapat.

BAB I
FUNGSI DAN CAKUPAN RISALAH RAPAT

Pasal 5

Pungsi Risalah Rapat meliputi:

a sebagai bahan awal atau materi pelengkap dari proses
pengambilan keputusan untuk rapat-rapat
selanjutnya;

b. sebagai dasar penyusunan konsep catatan rapat;

1 A
Menten PAN-RB tentang JF PL dan

ik Persturan
APL
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c. sebagai dasar penvusunan konsep laporan singkat

rapat,

sebagai dokumen negara

e. sebagai salah satu alat bukti terhadap judicial review
atas gugatan vang diajukan masyarakat terhadap
produk undang undang yang dihasilkan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat;

f. sebagai salah satu alat bukti terhadap kasus-kasus
hukum yang terjadi;

g sebagai bahan kajan para akademisi dalam
melakukan suatu penelitian;

h. sebagai bahan informasi publik yang ekurat dan
akuntabel; dan

1. sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban
organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya

Pasal 6

(1) Cakupan Risalah Rapat meliputi jenis rapat berikut:
o rapal panpurna;

b. rapat paripurna luar biasa;

©, rapat pamtia kerja atau tim;

d. rapat kerja;

e rapar dengar pendapat; dan

f. rapat dengar pendapat vinum

{2) Cakupan Risalah Rapat yang disusun di [nstansi
Pengguna  disesuaiken dengan  jenis mapat  yang
diselenggarakan di Instans: Pengguna

BAB IV
PRINSIP PENYUSUNAN RISALAH RAPAT
Pasal 7

Penyusunan Risalah Rapat dilakukan dengan
memperhatikan [prinsip| berikut

@ autentisitas;

b. keterbacaan; dan

c. ketercukupan.

Pasal 8

{1) Prinsip sutentisitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7
huruf a bermakna bahwa Risalah Rapat disusun oleh
Perisalah (Legislatif) selaku pihak yang berwenang

(2) Prinsip keterbacaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7
huruf b bermakna bahwa kalimat dalam Risalah Rapat

Commented [RA3]. Peraburan DPR R tio. | Tahun
2020 Juntang Tata Tarsb Pasat 301 ayat {1)

Commented [RA4: 8110sn Pariaments Gude b
Minute Taking (2001)

Pasal 53 Peraturan Arsip Nasional No 5 Tatwn 2001
fenlang Pecornan Umum Tata Naskan Ornas

bersifat  efektif, dapat dibaca secarn hsan, dan
berdasarkan kaidah bahasa yang formal.

(3) Prinsip ketercukupan sebagaimana dimaksud parla Pasal
7 huruf ¢ bermakna bahwa Risalah Rapat dapat dibaca
secara keseluruhan tanpa memerlukan lampiran atau
dokumen tambahan sebagai penjelas.

(4) Ketenmian lebih lanjut mengenai pelaksanaan prinsip
penyusunan Risalah Rapat diatur dalam Peraturan
Sckretanis Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia

BABV
FORMAT DAN STRUKTUR RISALAH RAPAT

Pasal 9

(1) Risalah Rapat disusun dengan format yang meliputi:
a. bentuk naskah; dan
b. nomor halaman.

{2) Format Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimuat dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 10

Struktur Risalah Rapat terdiri dari:
o kepala;
b. batang tubuh; dan
c. kolom tanda tangan.

Bagian Kesatu
Kepala Risalah Rapat

Pasal 11

(1) Kepala Rigalah Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal
10 huruf a memuat unsur:
a. Lambang Negara garuda berwarna emas;
b. frasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
judul Risalah Rapat
tahun sidang;
masa sidang;
jentis dan sifat rapat;
. hari dan tanggal rapat:
tempat rapat;
acara rapat;
waktu pembukaan dan penutupan rapat;
ketua dan sekretans rapat;

TR eeap

Lt
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L. jumlah dan nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
yang menandatangani daftar hadir; dan
m. undangan yang hadir
|12) Kepala Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimuat dalam Lampiran [l yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Bagian Kedua
Batang Tubuh Risalah Rapat

Pasal 12

(1) Batang tubuh Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada
Pasal 10 huruf b memuat unsur
a. wakm pembukaan rapat;
b. keterangan kuorum;
c. acara rapat;
d. pembicaraan dalam rapat; dan
¢. waktu penutupan rapat.|

{2) Batang tubuh Risalah Rapat sebagaimana dimaksud paca
ayat (1) dimuat dalam Lampiran [l yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Sekretans Jenderal ini

Bagian Ketiga
Kolom Tanda Tangan

Pasal 13

(1) Kolom tanda tangan sebagaimana dimaksud pada Pasal
10 huruf ¢ memuat unsur:
a. keterangan penandatangan;
b. tanda tangan: dan
c. nama jelas penandatangan tanpa gelar

(2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dapat berbentuk tanda tangan elektronik, tanda tangan
digital, dan /atau keterangan yang mewakili.

[3) Kolom  tanda Risalah Rapat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran [V 3
tidak terpisahkan dan Peraturan Sekretaris Jenderal ina

BAB VI
KETENTUAN FE

NUTUP
Pasal 14

Peraturan Sekretaris Jenderal ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan

Commanted [RAS]: Pasal 31 ayat (7] Feratuan DFR
RN 1 Tahan 2020 tentang Tal Tero

Commented [RAS): Keputusan BURT bo. 12 Tahun
2011

Commented [RA7]: K eputusen BURT No 12 Tahin
2011

e
LAMPIRAN I

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK [NDONESIA NOMOR
TAHUN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENYUSUNAN  RISALAH
RAPAT

FORMAT RISALAH RAPAT

Format Risalah Rapat disusun dengan acuan sebagai berikut

1. Bentuk Naskah

Risalah Rapar disusun dengan bentuk naskah scbagai berikur:
A4

a. ukuran kertas x
b jenis huruf $
¢. ukuran huruf

d margr
e. margin bawah 3
{  margin kanan +
g margin kin

atas

Anal
12

2,54 cm (1 inci)
2,54 em (1 inci)
3,17 cm (1,25 mci)
3,17 em (1,25 mci)
1 (single)

Risalah Rapat disusun dengan pomor halaman_secara urut pada

seluruh  halaman kecuali

halaman pertama. Pengetikan nomor

halaman kedua dan seterusnya dimulai dari angka 2 (dua) dengan

ketentuan:

a. letnk

b. header

<. jenis hurul

d. ukuran huruf
e format
Contoh:

bagian header dan rata tengah
0.5
Anial
12
nomor halaman

-12-

Cammented [RAS]: K eputisan BURT Ho. 12 Tahun
2011

Commented [RAS): Kopitusan BURT Ho 12 Tahn
1
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LAMPIRAN I

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK [NDONESIA NOMOR

TAHUN ... TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENYUSUNAN  RISALAH

RAPAT

PENYUSUNAN KEPALA RISALAH RAPAT

Sistematika kepala Risalah Rapat disusun dengan mengacu Coatoh 1

sebagai berikut:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH
JENIS RAPAT PENYELENGGARA RAPAT
ACARA RAPAT

Tahun Sidang
Masa Persidangan
Jenis

Sifat

Undangan

Hari, Tanggal
Waktu

Tempat

Ketua Rapat
Sekretaris Rapat
Acara

Daftar Hadr

Keoterangan:

1. Lambang Negara Garuda Berwarna Emas
Lambang Negara garuda berwarna emas disematkan
ketentan:

dengan

a. berada pada bagian atas halaman dan rata tengah tanpa didahulm
spasi; dan

b. berukuran panjang dan lebar masing-masing satu inci

Frasa Dewan P i t Republ

Tulisan Dewan Perwskilan Rakyat Republik Indonesia disematkan

dengan ketentuan

a. diketik secara tebal dengan huruf kapital dan rata tengah;

b. diketik tanpa didahului spasi dan Lambang Negara garuda
berwarna emas

¢. bans pertama
dan

d. baris kedua memuar frasa "REPUBLIK INDONESIA™
Contoh:

nuat frasa "DEWAN PERWAKILAN RAKYAT",

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

w

>

Judul Risalah Rapat

Judul Risalah Rapat memuat unsur jenis rapat, penyelenggara rapat,

dan acara rapat yang diketik dengan ketentuan:

a. diketik secara tebal dengan hunuf kapital dan rata tengah;

b. berada di bawah frasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia setelah didahului jeda satu spasi

c. baris pertama memuat tulisan “RISALAH;

d. bans kedua memuat tulisan jenis rapat dan penyclenggara rapat:
dan

e banis keempat memuat tulisan acara rapat
Contoh:

RAPAT PANITIA KERJA KOMISI XI DPR RI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN
TRANSFER KE DAERAH

Tahun Sidang
Tahun sidang diketik dengan menggunakan tanda pisah (—)
Contoh:

[ Tahun Sidang 2024—2025

5.

Masa Persidangan
Masa persidangan diketik dengan menggunakan angka romawi.
Contoh:

‘7 Masa Sidang =

6.

Jenis Rapat

Jenis rapat diketik tanpa disingkat, setiap kata diawali dengan buruf
kapital, dan meliput:

4. rapat paripuma,

b. rapat paripuma luar biasa;
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c. rapat panitia kerja atau tim;
d. rapat kerja:

e. rapat dengar pendapat; dan

f rapat dengar pendapat umum

Contoh:
| Jenis Rapat Dengar Pendapat Umum
7. Sifat Rapat
Sifat rapat terdiri dari terbuka dan tertutup
Contoh:
[ stat Tertutup

8. Undangan Rapat
a. Undangan rapat adalah:
i mercka yang bukan Anggota yang hadir dalam rapat DPR yang
diundang oleh Pimpinan DPR; dan
i Anggota yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPR yang
diundang oleh Punpinan DPR selain Anggota alat kelengkapan
DPR yang bersangkutan
b. Apabila terdapat lebih dari satu undangan rapat, maka daftar
undangan diberikan nomor urur dengan angka arab
Contoh:

. Menteri Keuangan Republik Indonesia

. Menteri PPN/Bappenas Republik Indonesia
Gubernur Bank Indonesia

. Kotua Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan

Undangan

BwN -

9. Hari dan Tanggal Rapat
Han dan tanggal rapat diketik tanpa disingkat dan cipisahkan tanda
baca koma,
Contoh:

Hari, Tanggal : Jumat, & September 2024

10. Waktu Rapat
Pengetikan waktu diawal 1stilah “Pukul” dan dihubungkan dengan
tanda pisah.
Contoh:

Waktu : Pukul 10.00—12.00 WIB

11. Tempat Rapat
Tempat rapat memuat lokasi penyelenggaraan rapat

Contoh:
Tempat Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung
Nusantara | DPR R, JI. Jenderal Gatot Subroto,
Jakarta Pusat

12. Ketua Rapat

Ketua rapat adalah umsur Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPR Rl
Pengetikan ketua rapat memmar nama ketua rapat beserta gelar
dan diberikan keterangan jabatan di unit penyelenggara rapat yang
diketik di antara tanda baca kurung
Contoh:

Ketua Rapat . Ir. Dolfie O. F. P. (Wekil Ketua Komisi XI DPR RI)

o

13. Sekretaris Rapat

a. Sckretaris rapat adalah pejabat darl Sekretariat Alat Kelengkapan
DPR RI yang ditunjuk.

b. Pengetikan sekretaris rapat memuat nama sekretaris rapat heserta
gelar dan dibenkan keterangan jabatan di unit penyelenggara rapat
yang diketik di antara tanda baca kurung,

Contoh:

Sekretaris Rapat Dr. Anita Handayaniputr, S.T., M.T. (Kepala
Bagian Sekretariat Komisi X1 DPR RJ)

14, Acara Rapat
Acara rapat memuat agenda rapat yang diselenggarakan
Contoh:

Acara Laporan Trwulan | Lembaga Penjamin
Simpanan Tahun Anggaran 2024

15. Daftar Hadir

Daftar hadir disusun dengan ketentuan sebagai benikut:

a. dibagi menjadi daftar hadir Anggote DPR RI dan undangan rapat
apabila terdapat undangan rapat;

b. daftar hadir Anggota DPR RI dibagi menjadi Pimpinan dan Anggota
per fraks::

c. daftar hadir Pimpinan diberikan keterangan jabatan dalam Alat
Kelengkapan Dewan dan fraksi vang dipisahkan oleh tanda baca
garis miring:

d. nama Anggota DPR Rl yang berhalangan hadir diketik di bawah
daftar hadir undangan rapat;

e. dibentkan nomor secara urut tanpa berulang; dan

f. pada masing-masing fraksi diberikan keterangan jumlah Anggota

yeng hadir dari jumlah keseluruhan Anggota
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Contoh:

Daftar Hadir

Anggota [zin

wn

: A. PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI XI DPR RI:

xx orang Anggota hadir dari xx orang Anggota
Komisi XI DPR RI dengan rincian sebagai benkut:

. PIMPINAN:
1. Drs. H. Kahar Muzakir/Ketua Komisi X|
DPR RIF-Golkar
2. dst
Il. ANGGOTA:

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)

xx orang Anggota dari xx Anggota:

3. Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM.

4. agst

PEMERINTAH/UNDANGAN

1.PIt. Direktwr Jenderal Minyak dan Gas
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
RI (Dr. Ir. Dadan Kusdiana, M.Sc.)

2. dst

. Dre. H Kahar Muzakir (Ketua Komisi X1 DPR RI/F-

Golkar

. Ahmed Ychan, M.Si. (F-PPP)

dst

LAMPIRAN 111

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK [NDONESIA NOMOR
TAHUN .., TENTANG PETUNJUK
TEKNIS  PENYUSU
RAPAT

PENYUSUNAN BATANG TUBUH RISALAH RAPAT

Penyusunan batang tubul Risalah Rapat dilakukan dengan memperhatikan
ketentuan benkut
1. Dialog

)

o

batang tubuh Risalah Rapat memuat dialog yang terdini dari nama
pembicara dan muatan pembicaraan,

dinlog dari ketua rapat menjadi awal dan akhir batang tubuh
Risalah Rapat;

dialog dan ketua rapat dapat memuat ihwal kolektif rapat, seperti
pembukaan dan penutupan rapat, kegiatan doa, skors,
dan ketidaksetujuan rapat, dan penggantian ketua rapat n
dinlog dari ketua rapat sebagaimana dimaksud pada buruf ¢ diketik
secara tebal dengan huruf kapitel, rata tengah, den diapit tanda
baca kurung

Contoh:

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)

(RAPAT: BERDOA)

(RAPAT DISKORS PUKUL 11.00 WIB)

(SKORS DICABUT PUKUL 12.00 WIB)

(RAPAT: SETUJU)

(PENGGANTIAN KETUA RAPAT)

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.00 WiE)

2. Nama Pembicara

a

Ketentuan Umum

Nama pembicarn diketik secara tebal dengan hurai kapital, rata
kanan-kiri, diakhini tanda baca titik dua, dan diberikan jeda satu
spasi den
Ketua Rapat

n muatan pembicaraan di bawahnys.
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Nama pembicara Ketua Rapat diketik dengan format KETUA RAPAT
(NAMA BESERTA GELAR).
Contoh:

| KETUA RAPAT (Dr. H. M. AMIR USKARA, M.Kes.):

Selanjutnya pada dialog kedua dan seterusnya diketik

[ kETUA RAPAT:
Apabila terdapat penggantian Kemia Rapat, maka format pengetikan
nama pembicara Ketua Rapat diulang dani awsl.

Contoh:

(PENGGANTIAN KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT (DOLFIE O. F. P.):

c. Peserta Rapat
Rapat Legislasi
Nama pembicara dari Anggota DPR Rl pada rapat legislasi
diketik dengan format FRAKSI (NAMA BESERTA GELAR).
Contoh:

F-PAN (PRIMUS YUSTISIO, S.E., MAAP.):
Nama pembicara dari Pemerintah pada rapat legislasi diketik
dengan format PEMERINTAH (JABATAN/NAMA BESERTA
GELAR).
Contoh:

‘ PEMERINTAH (MENTERI KEUANGAN RUSRI MULYANI INDRAWATI,
SE, M.Sc., Ph.D):
ii. Rapat Anggaran dan Pengawasan
Nama pembicara dari Anggota DPR RI pada rapat anggaran dan
pengawasan diketik dengan format FRAKSI (NAMA BESERTA
GELAR).
Contoh:

F-PKS (H. HIDAYATULLAH, S.E.):

Nama pembicara dari undangan pnda rapat angearan dan
pengawasan  diketlc dengan format JABATAN (NAMA
BESERTA GELAR)
Contoh:

DEKAN FEB UNIVERSITAS INDONESIA (TEGUH DARTANTO, Ph.D):

ii.  Interupsi

Nama pembicara yang berbicara ketika tidak dipersilakan oleh
ketua rapat atan memotong pembicaraan ketua rapat/peserta
rapat lain yang sedang berbicara untuk pertama kali diketik
dengan format INTERUPSI FRAKSI (NAMA BESERTA GELAR)
Contoh:

INTERUPSI F-PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

d. Ketentuan Lan
Dalam keadaan tidak diketahwui siapa yang sedang berbicara akibat
kualitas bumk rekaman andin, rekaman audio hilang sehagian
atau peserta rapat berbicara bersahutan, maka nama pembicara
diketik dengan format PESERTA RAPAT.
Contoh:

PESERTA RAPAT:

3. Muatan Pembicaraan
a. Ketentuan Umum
3. muatan pembicaraan disusun dalam format paragraf,
ii. muatan pembicaraan dikettk dengan memperhatikan kaidah
formal Bahasa Indonesia, dan
in,  muatan pembicaraan yang mengandung bentuk spesifik seperti
penyampaian laporan dan rmumusan pasal undang-undang
disusun dengan format yang disesuatkan.
b. Paragraf
i, paragraf diketik dengan rata kanan-kiri;
ii. awal paragraf diketik menjorok ke kanan;
i, jarak antarparagral sebesar satu spas); dan
iv. salam dan sapaan penghormatan diketik tanpa menjorok ke
kanan dan diakhiri tanda baca koma.
c. Ketentuan Lain
1. apabila ditemukan bagian dan rekaman audio rapat yang
bermasalzah, maka pengetikan muatan pembicaraan dapat
diselipkan tanda elipsis dan ditkuti keterangan rekaman audio
rapat yang diketik di antara tanda baca kurung; dan
n. keterangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 diketik secara
tebal dengan huruf kapital.
Contoh:

| . apabila terdapat hak-hal yang dirasa .. (SUARA TIDAK JELAS), mak ..

‘ Kebijakan tersebut menjadi bukti bahwa ... (SUARA HILANG).
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LAMPIRAN IV

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK [NDONESIA NOMOR

TAHUN ... TENTANG PETUNJUK
TEKNIS  PENYUSUNAN RISALAH
RAPAT

PENYUSUNAN KOLOM TANDA TANGAN RISALAH RAPAT

Sistematika kolom tanda tangan Risalah Rapat disusun dengan mengacu
Contoh 2 sebagai berikut:

atas nama Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

{tanda tangan)

NAMA SEKRETARIS RAPAT TANPA GELAR

Keterangan:

w

Kolom tanda tangan d matkan setelah jeda satu spas dari bagian
akhir batang tubuh Risalah Rapat,

Kolom tanda tangan diketik pada bagian kanan halaman.

Keterangan penandatangan diketik dengan huruf kapital dan diakbin
tanda baca koma,

Contoh:

o

o

KETUA RAPAT,

SEKRETARIS RAPAT, |

Tanda tangan dapat disematkan dalam bentuk tanda tangan elektronik,

tanda tangan digital, atau keterangan yang mewakili
Nama penandatangan diketik secara tebal dengan huruf kapital dan
garis bawah tanpa gelar

Contoh

ANITA HANDAYANIPUTRI
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D. Laporan Mingguan Aktualisasi

Laporan Minggu 1

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) $715 349 FAX. (021) 5715423 /5715925 LAMAN : vww.dpr.goid

Laporan Aktualisasi Minggu Ke-1

Produk Hukum di Lingkungan
Sekretariat lenderal DPR RI

Nama Rifg: Ahmad Makarim, S0P,
NIP 200009222024041001
Unit Kerja Bagan Risalah
™ Belum Tersedianya Format Risalah Rapat yang Terstandardisasi
Gagasan Perumusan Draf Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl sebagal Bentuk
Standardisasi Format Risalah Rapatdi Bagian Risalah
No. | Kegiatan Fuidence
Catatan Riset:
1 Riset Tata Cara Pembentukan

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) $715 349 FAX. (021) 5715423 /5715925 LAMAN : vww.dpr.goid

CATAIAY FEART PRNBENTUNAN PAGELS MISH

T T p———
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SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP_ (021) 5715 349 FAX. (021) 5715423 /5715925 LAMAN : www dpr.go.id

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP_ (021) 5715 349 FAX. (021) 5715423 /5715925 LAMAN : www dpr.go.id

Catatan Riset:

GUIDE TO MINUTE TAKING

Thin Srabde ek be pare ity whucied by o mabers of he

2. | Riset Substansi Pokok Peraturan
Teknis Penyusunan Risalah

3, | Riset Rujukan Tambahan dari
Hansord Reports Parkemen
Beitania Raya
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Cooch

Hermawan Syarif, $.Pd.. M.Pd.
NIP: 193306162012011001

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE FOS 10270
TELP. (021) 5715 348 FAX, (021) 5715423/ 5715925 LAMAN : www.dpr.go.id

lakarta, 4 September 2024

Mengetahui,

Mentor

Insz AdhitydPambudi, $.50%
NIP: 199203732019032002
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Laporan Minggu 2

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTOQ JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Nama
NIP

Unit Kerja
Isu
Gagasan

Laporan Aktualisasi Minggu Ke-2

Rifql Ahmad Makarim, S.LP
200009222024041001
Bagian R

Belum Tersedianya Format Risalah Rapat yang Terstandardisasi
Perumusan Draf Peraturan Sekretaris Jendaral DPR RI sebagal Bentuk
Standardisasl Format Risalah Rapat di Bagian Risalah

Kegiatan Evidence

Konsultasi dengan Mentar dan
1 Cooch terkalt Materi Draf
Persekjen dan Aktualisag

Catatan Konsultasi.

Catetan Krauias) cergus Nertor o Cooch
toming Maseri Qrat Peraeh e [ statah, TeAm lansiaunen et Reprt

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTOQ JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Konsultast dengan Atasan di Unit
Kerja, Kepala Bagian, dan/atau
Kepala Biro Persidangan | terkait
Mater: Draf Persekjen

Konsultasi dengan Mentor Tanggal 3 Septamber 2024

Komunikasi Hasil Konsultasi dengan Coach
Tanggal 13 September 2024

Catatan Konsultas:
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SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 /5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

St Kavwataal S Azace A Unk Gark,
Hetan s b Kars ThNcn inrane VM) Pisekee

T
1. FhEnan seead L mergeneg a 35 Gty e

oraihies ) o wam e 0 4bE
Vet ik

8 a0p Senh s

Konsultasi dengan Atasan Unit Kerja Tanggal 4 September 2024

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 /5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Konsultasi Tambahan dengan Atasan Unit Keda Tanggal 10
September 2024

Konsultas dengan Kepala Bagian Tanggal 5 September 2024
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SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 /5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 /5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Konsultasi dengan Kepala Biro Persidangan |

Tanggal 6 September 2024

Catatan Perbakan dan Penyempurnaan Mater|

Perbaikan dan Penyempumaan
Materi Draf Persekjen
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SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715423 /5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Jakarta, 13 September 2024

Mengetahui,

Cooch Mentar

I

Hermawsn Svanf, S.Pd. M Pd Ines Adhit
NIP: 199305162018011001 NIP: 199203 19032002
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Laporan Minggu 3

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP_ (021) 5715 349 FAX. (021) 5715423 /5715925 LAMAN : www.dpr.go.id

Laporan Aktualisasi Minggu Ke-3

Nama Rifq Ahmad Makarim, S.1.P.

NIP 200009222024041001

Unit Kerja Bapan Risalah

Isu Belum Tersedianya Format Risalah Rapat yang Terstandardisasi

Gagasan Perumusan Draf Paraturan Sekretaris Jenderal DPR Bl sebagal Bentuk =
Standardisasi Format Risalah Rapat di Bagian Risalah

No. Kegiatan Evidence
Draf Kerangka Persekjen: -

Menyusun Kerangka Peraturan E E

dan Tata Letak Persekjen sesua e

[=] .

1 dengan Persekjen Nomor 2
Tahun 2022 dan tat Persekjen
yang Telah Disiapkan Sebelumnya

Proses penyusunan kerangka peraturan dan tata betak dilakukan
pada tanggal 9—10 Septemkber 2024

Draf Lengkap Persekjen

Merumuskan dan Ingut Pokak
Substansi Persekjen secara
Lengkap ke Dalam Naskah
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Konsultasi Final Naskah Persekjen
Sebelum Diajukan ke Kepala Biro
Persidangan | melatui Tahap
Penyampaian Usulan

Proses input pokok substansi dilakukan pada tanggal 10~16
September 2024

Catatan Konsultas);

ot ot P Ak rrnale
s 7 Zememher 308

e Vo

i final naskah Persekjen dengan atasan di
unit kerja pacta 17 September 2024
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Jakarta, 25 September 2024

Mengeatahui,

Coach Mentor

Hermawan Syarif, $.Pd., M.Pd, Ine
NIP: 199306162018011001

199203232019032002
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Laporan Minggu 4

SEKRETARIAT JENDERAL

JUN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX (021) 5715423 /5715925 LAMAN : www.dpr.go.id

Laporan Aktualisasi Minggu Ke-4

Nama t itifg) Ahmad Makarim, 5.1P,
NIP ¢ 200009222024041001
Unit Kerja i Bagian Risalah

Isu

Belum Tersedianya Format Risalah Rapat yang Terstandardisasi

Gagasan 1 Perumusan Draf Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Ri sebagal Bentuk

No.

Standardisasi Format Risalah Rapat di 8agian Risalah

Keglatan Evidence
Catatan Penyampaian Usulan:

Menyampaikan usulan draf
Persekjen ke Kepals Bagian
Risalah guna mendapat tindak
lanjut

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Tahapan kegiatan penyampaian usulan dilaksanakan pada tanggal
30 September 2024 di Ruang Rapat Bagian Risalah Gedung
Nusantara |l Lantai 3

Melakukan sesi pembahasan
dengan Kepala Bagian Risalah
terkait tindak lanjut draf
Persekjen

Catatan Hasil Pembahasan
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Mengevaluasi hasil akhir dral
Parsekjen melalui diskusi dengan
pejabat Bagian Risalah

Tahapan kegiatan pembahasan dilaksanakan tepat setelsh
penyampalan usulan pada tanggal 30 September 2024 di Ruang
Rapat 8agian Risalah Gedung Nusantara |l Lantal 3
Catatan Evaluasi:

Video Evaluasi dari Stateholder:

Evaluasi yang disampaikan oleh Oki Rusera Azhari (Perisalab
Legislatif Ahli Muda} pada 30 September 2024

Video Evaluasi dan Testimoni dari Kepala Baglan Risalah:
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Menentukan tindak lanjut
terhadap naskah draf Persekjen
pasca-habituasi melalsi diskusi
dengan pejabat 8agian Risalah

Evaluasi dan testimonl yang disampalkan oleh Muhammad Yus
Igbal (Kepala Baglan Risalah) pada 30 September 2024
Catatan Tindak Lanjut:

Video Rekomendasi Tindak Lanjut dari Stokeholder

fiekomendas! tindak lanjut yang disampaikan cieh Febrianto
Perisalah Legiskatif Ahli Madya) pada 30 September 2024

Jakarta, 2 Oktober 2024

Mengetahui,
Coach Mentar
Hermawan Syarif, S, MPd, nes. Pambudi, §

NIP: 15930616201801 1001 NIP: 199203232013022002
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E. Bahan Tayang Seminar Laporan Aktualisasi

#wmwnl BerAKHLAK
bangsa  mmmasm e

" [LAPORAN AKTUALISASI

PERUMUSAN DRAF PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RISALAH RAPAT
SEBAGAI STANDARDISASI FORMAT RISALAH RAPAT
DI BAGIAN RISALAH

Penguji : Yuni Sudarwati, S.IP., M.Si. Rifqi Ahmad Makarim, S.L.P.
Mentor : Ines Adhitya Pambudi, S.Sos. NIP. 200009222024041001
Coach : Hermawan Syarif, SPd., M.Pd. Perisalah Legislatif Ahli Pertama

Pelatihan Dasar CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI Angkatan XII Golongan 111 Tahun 2024

,ﬂwnmm BerAKHLAK
bangsa  Zmmmmice—

OUTLINE

ISU UTAMA KEGIATAN PENJELASAN

DAN GAGASAN DAN JADWAL KEGIATAN STAKEHOLDER
® ® ©) ®
KENDALA KOMPARASI KESIMPULAN
DAN STRATEGI ANALISIS BAMPAK BEFORE-AFTER DAN SARAN

® (o © ®
]
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#Wml BerAKHLAK
bangsa = o

ISU UTAMA

Belum Tersedianya Format Risalah Rapat
yang Terstandardisasi

REALITAS DAMPAK

« Bagian Risalah belum memiliki format

risalah rapat yang seragam, rinci, dan * Menimbulkan kerancuan dalam panyusunan
terstandardisasi bagi seluruh unit AKD risalah rapat di unit AKD yang berbeda

+ Belum terdapat aturan hukum di * Menimbulkan kerancuan dalam penyusunan
lingkungan Setjen DPR yang secara khusus risalah rapat di level instans| pengguna

meregulasi penyusunan risalah rapat
+ Menimbulkan citra kurang baik terhadap
* Setjen DPR merupakan Instansi pembina lembaga Setjen DPR dari perspektif
JFPL yang perlu memiliki regulasi agar masyarakst
dapat digunakan oleh instansi pengguna

,ﬁ”muy"' 99h BerAKHLAK
bangsa —

GAGASAN PEMECAHAN ISU

Perumusan Draf Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI
Gmed tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Risalah Rapat
SERETARIS MTRAL sebagai Bentuk Standardisasi Format Risalah Rapat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPURLIK INDONTSIA

FERATURAN SEXRETASIS JERDERAL
VERAK PERWAKIIAN RAKSAT REFAILIK INTONEELS

bt @ Meniawab isu utama di Bagian Risalah

AT

N

-:?I- Mengandung niai BerAKHLAK, Manajeman ASN, dan SMART ASN

TRNGA JATEVIAT YUBAN VARG MAIA B4

wERAL
AT RETUDLK INDONESEA

Masmtans &

-
(\i@ Linler dangan visl misi Setjen DPR RI serta tugas dan tungsl JF
<
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Riset Pokok Materi dan
Rujukan Tambahan

KEGIATAN

Konsultasi Materi Draf
Persekjen

Perumusan Draf
Persekjen

Evaluasi dan Tindak
Lanjut

Penyampaian Usulan
dan Pembahasan

Agwiu Septamder . Aguitns September
o I w ‘ ' " ] m ] w } [“] ] w I D ] " | n ‘
Wanet Pokisk Viaters das Kugehon T Pemsmapean Ui | T | I |
Tumhab. &

[Yr P e—————

el swintads) ik
it rstens tiabatas

2 | Kearstiad Masent Diat Purseleon

e ——

T

Rissls' Keyola Biro Peruslaseoas

) Exvinea bavil akhir reat Porsein |

[ ™]
"

) Vinsyempeitn et Fersekiou ke | | |
| Keple Hegen R’ Keyehs Baw
| ——
| YPmbeia sopnKapols | T I T

Bagses Riaabin Keels Haw
| Tersid g

EETT T ye———r—

2] P et Persebjon

| W) Mot waii bt ghon vt

o

|5 M daa Gy ok
yneen

|2 owmbmi ferl ek

) Prsraan  wnia irebak Lot

CATATAN:

« Kogiatan aktualisasi dilaksanaken pada 22 Agustus
hingga 30 September 2024

« Kegistan 4 mundur seklter satu pakan
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,ﬂ"m"”«% BerAKHLAK
bangsa = e

K E G I A T A N I me——

3 Catatan Riset

ATKTIL BT PEVMI 4405 PSR CALAVA 258 MATRIL 8 UM PR SN
VLG 1L TS PEATSMOA (AN AN AT

= e o bty gy e - 7. tapearn
¢ T S0k P g Mokl ety 1

Coin M54k @sbatama! Dekon Jrat Parsoon

GUIDE TO MINUTE TAKING

i Gl 1houke be Cusehilly stisdind by 45 dmmbors wl ¥he
Secrvtartet oo Jeimiag (e Cabluct OMce 4o conniiind rogatasty

cowrenm
Omerst 3
R - .
L The Ausesere o the Prebisee 3
IV The Diwcumizn st Susmering Up "
V. TheConchiien s
W Tohe of e Tree t]
VI Comssmion of Seraten =
VL Cunide’ Aspeisiamecr ¥ the Seanetare 30
D e B n
Désiurs | g P10 Msks s 20 & 1im 2024 R Lamtiatars chod Kansard S el Partemen €

KEGIATAN 1

Berorientasi Pelayanan, Kompeten, dan Adaptif

Peningkatan profesionalisme sesuai Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 2 UU Nomor
20 Tahun 2023 tentang ASN

Integritas, wawasan global, dan penguasaan bahasa asing
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#Wmmnl BerAKHLAK
bangsa - Tl

3 Catatan Kansultas|

Keorsidten dorggan marie (ieedn 1 Seplorte A28 Ko e chergns Atisas (e & St 2002 Eoonslts’ dorgan Kepatn Favgan pede § Sngtarker 2004

erRilEdl 00RQa 0004 PIt 1 Batenbor 202¢

#rmhwnl BerAKHLAIe
bangsa  mtmommiscee—

KEGIATAN 2

Akuntabel, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif

Peningkatan profesionalisme, wujud keterbukaan, dan efektif efisien sesuai
Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN

Integritas, profesionalisme, dan networking
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#Wml BerAKHLAK
bangsa = =T

9 Seprember 2024 - 17 September 2024

Draf Persekjen dan Catatan Ferbaikan

17
AN SALAM RAPAT

Pasai

Parwume  Feds  Beow  Saure  dieed
e i prem e

Hala an awil 1! Far sk Cunton botang tubu At Faveatian

Kemsanl v coe.cann 1L Al Moo Facta 1) Shosbmestioe 3024

Corechlwrerand dvmm crf Parssthn

# melayani B
bangsa

KEGIATAN 3

Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, dan Kolaboratif

Peningkatan profesionalisme, wujud keterpaduan, dan kepastian hukum
sesuai Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN

Integritas, profesionalisme, penguasaan IT, dan networking
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KEGIATAN 4
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Akuntabel dan Kolaboratif

Peningkatan profesionalisme, wujud keterbukaan, dan akuntabilitas sesuai
Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN

i

Integritas, profesionalisme, hospitality, dan networking
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KEGIATAN 5

Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, dan Kolaboratif

Peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas sesuai Pasal 2 UU Nomor 20
Tahun 2023 tentang ASN

Integritas, profesionalisme, dan networking
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 KENDALA DAN STRATEGI

Kepala Biro Persidangan | terpaksa mengatur ulang jadwal pertemuan menjadi setslah
tanggal 1 Oktober 2024 karens kesibukan dalam mempersiapkan agenda pelantikan
anggota DPR yang baru

* Mengatur ulang jadwal pertemuan guna membahas drat Persekjen usal Pelatihan Dasar agar
tujuan jangko panjong tetap tercopsi

» Mengganti stakeholder dalam kegistan penyampaisn usulan dan pembahasan draf Persekjen
menjadi Kepala Baglan Risalah dan segenap pejabat di unit kerja: dan

* Mematangkan substansi draft Persekjen seiring Psrmenpan-R8 tentang JF
Legislatil yang baru dan aturan turunannya

Parisalah
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ANALISIS DAMPAK

* Mengisi kekosongan hukum dalam proses penyusunan risalah rapat, serta dapat
diselaraskan dengan pengaturan saparti SOP dan SKHK

Memberikan tawaran format standardisasi risalah rapat untuk digunakan seluruh
Perisalah Legisiatif dengan dasar hukum yang kuat

» Menjadl early trigger bagi peningkatan akuntabilitas dan transparansi publik
Sekretariat Jenderal OPR RI.
Menjadi bahan pembahasan dalam agenda perbaikan tata kalola Bagian Risalah.

« Menawarkan skema pengaturan terkait dokumen risalah rapat sebagai salah satu acuan
dan talok ukur best practices bagi perisalah di level instansi pengguna

* Menjadi kentributor dalam peningkatan mutu dokumen risalah rapat sebagai historical
records yang dapat berguna dalam proses pengambilan kebijakan, pengembangan ilmu
pengetahuan, dan lain-lain,
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Keputusan BURT No. 12/BURT/DPR RIJ1II/2011-
2012 tentang Penetapan Pedoman Penyusunan
Naskah Resmi dan Surat Dinas DPR RI

Draf Persekjen tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Risalah Repat
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KESIMPULAN DAN SARAN

Gagasan aktualisasi menjawab isu utama di unit kerja

Gagssan aktualisasi selaras dengan nilai BerAKHLAK, Manajemen ASN, dan SMART ASN
Pelakssnaan aktuslisasi mencapal target dan memiliki rencana tindak lanjut
Pelaksanaan aktualisasi secara garis besar telah sesuai dengan rencana

Pelibatan stakeholder yang lebih luas guna mempermudah penyusunan Parsekjen
hingga diresmikan, misalnys melalui pembentukan tim Persekjen, komunikasi dengan
Biro Hukum, uji petik/beban dengan Instansi penggune, dan sebagainya;

Socialisasi kepada seluruh Sekretariat Alst Kelengkapan Dewan tentang produk skhir
Persekjen apabila telah diresmikan;

Pemaliharaan komunikasi yang lebih aktif dan proaktil dengan para stakeholder guna
meningkatkan mutu gagasan;

Pengelolasn feedback yang lebih mendalam dan aplikatii guns memperkuat dimensi
teknis dan substantif draf Persekjon tersebut;

Penyedisen data yang lebih holistik dan aktusl serta dilengkapi dengan penjelasan
tentang konteks permasalahan yang lebih makro, misalnya kekosongan hukum tentang
risalah rapat secara nasional; dan

Pengkajian terhadap masalah risslah secara makro, misalnya pengelolaan risalah
sebsgsi bagian dari arsip nasional, pengaturan masa retensi risalah, dan lain-lain.

VIDEO

TESTIMONI

R

Muhammad Yus Igbal, S.E.

Kepala Bagian Risalah
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 VIDEO
TESTIMONI

Oki Rusera Azhari, S.Sos.
Perisalah Legislatif Ahli Muda
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TERIMA KASIH
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